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1.1

BaB I
PENDAHULUAN

Kondisi Umum

1.1.1

Ferekonomian Global dan Nasional

Kondisi  perelonomian  dunia  dua  tahun  terakhir belum
memperlihatkan pemulihan vang baik, Bank Dunia mengoreksi
petkiranan  pertumbuhban ekonorn durna pada tabhun 2014
menjadi sebesar 2,6 persen yang schelumnya diperkarakan lebih
optimis yaitu sebesar 2,8 persen. Penyebab wtama  rvevisi
pertumbuhban  fersebut dikarenakan masih lemabnya Kinerjs
perekonomian global. Lebikh lanjut, revisi pertumbuhan ind
disebabltan karena  lketergantungan  perkonomian dunia
terhadap kinega pertumbuban Amenka Senkat, melambatnya
pertumbuhan investasi di Tiengkok, stagnesi perekonomian Uni
Eropa dan .Jepang, serta melemahnya prospek pertumbubian
ekonomi Rusia sebagai dampak dari penurninan tajam harga
minyak dunia dan meningkatnya tensi geopolitik Fusia-Ukraina,

Pertumbubhan ekonomi negara-negara berkembang pada tahun
2014 diperkirakan mengalami sedikit penurunan menjadi 4.4
persen setelah sebelumnya pada tahun 2012 dan 2013
pertumbuhan elonomi negara-nepara berkembang mencapai 4,8
dan 4,9 persen. Lebih langut, penurunen pertumbuhan yang
terjadi di negara-negara berkembang pada tabtun 2014
disebabkan oleh melambatnya perelkonomian di kawasan Asia
Timur dan Pasifik serta kawasan Amenka Sclatan dan Keribia.
Bahltan pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika Selatan dan
Karibia, menurut Bank Dunia, hanya scbesar 0,8 persen setelah
pada tahun sebelumnya tercatat sehesar 2,5 persen akibat dan
negatifnya pertumbuhan ekonomi Argenlna sebesar -1,3 persen.
Namun  demikian  pertumbuhan ekonomi  nepara-negara
berkembang diproycksikan akan kembali meningkat menjadi 4,8
dan 5,3 persen pada tabun 2015 dan 2016,

Sementara 1tu, pertumbuhan ekonomi | negara-negara
berpendapatan tinggi (high income countries) pada tahun 2014
tumbuh sebesar 1,8 persen sctelah pada tahun 2012 dan 2013
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hanya sebezar 14 persen. Pertumbuhen ekonomi yang termasuk
dalam negara-negara berpenghazilan  tinggi diproyekszikan
mengalami peningkatan dari 1,8 persen pada tahun 2014
menjadi 2,2 persen pada tabun 2015 dan teruzs meningkat
menjadi 2,4 persen pada tabun 2016, Sebagai  hasilnya,
pertumbuhan permuntaan  mmper  dari | negara-negata
berpendapatan tingg diprediksi akan mengalami peningkatan
dari 1,9 persen pada tahun 2013 menjadi sekitar 5,0 persen
pada tahun 2016, Sementara ekspor darl negera berkemnmbang
meningkat dari 3,7 persen pada tahun 2013 menjadi &6 perzen
perzen pada tahun 20148,

Berdasarkan dolkumen Rencana Pembanpunan  Jangka
Menengah Nasional [RPJMN] 2015-2019, kontribusi Pendapatan
Domestik Bruto [PDB) negara-negara berkembang terhadep
pertumbuhan ekonomi dunia  diproyeksikan  mengalami
peningkatan dari 38 persen pada tahun 2014 menjadi 43,8
persen pada tahun 2019, Bedangkan kontribust negara-negam
berpenghasilan  tinggi  diperkiralten  mengalami  sedikit
penurunan dari &2 persen pada tahun 2014 menjadi 50,2 persen
pada tahun 201% EKenalkan kontribusi PDB negara-negara
berkemhbang ini berkorelasi negatif terhadap arus modal masuk
dari dunia intermasional (capital inflowy.

Dinamila  perekenomian dunia maupun  domesttk telah
mowamal  pepalanan  pembangunan  perdagangan  nasional.
Pembangunan =zektor perdapangan sangat dipengarnthi oleh
kondisi perckonomian, beaik kondisi perekonomian dunia
maupun perebonomian domestik yang memberikan dampals
langsung maupun tidek langsung terhadap kinega sclktor
perdagengan.

Konektvitas antar nogara yvang semakin terbenmik, memberikan
penearub terhadap  dinamika perdagengan Indonesia.
Betrdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS], Republik Ralkyat
Tiongkolk [RRT), Amenka Serikat (AS), dan Jepanp merupakan
tiga nepara mitra dapang nonmipas terbesar Indonesia. Pada
periode Januari - Desember tabun 2014 (otal ekspor nonmigas
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[ndonesia sebesar 145,96 miliar dollar AS dengan nilai ekspor ke
Eepublik Rakyat Tiongkok sebesar 16,46 miliar dollar AS atan
11,28 persen dari total ekspor nonmigaes nasional, ke Ametiks
Serikat sebesar USD 15,86 miliar atan 10,86 persen dari tetal
ckspor nonmigas, sémentara nila ckspor ke Jepang scbesar
UBD 14,56 miliar atair 9,98 perzen dari tetal ekspor nonmigas.
Dinamika ekspor Indonesta sangat dipengaruhi clelh kondis
perekonomian keHga nepata tersebut, vang pada akhimya skan

berdampal: pada perekonomian nasional.
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Sumber: Global Economic Prospects (The World Bank)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank Dunia dan
Bank Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 5,1
persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya yvang
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acbesar 5,8 persen akibat dan rendahnya pertumbuhan ekspor,
investasl, dan kredit, Namun demikian, pada tahun-tshunnya
selamuitnya diproveksikan pertumbuhan elkonomi Indonesia
akan kembali meningkat. Bank Dunia memperkirakan bahwa

perckonemian Indenesia akan tambuh sebesar 5,2 - 5,5 persen
pada tahun 2015 hinpga 2017, Sementara itu, proveltsi yang
lebth positif terkait pertumbuban ekonomi Indonesia aelama
lima tahun kedepan dituangkan dalam dolumen RPJMN 2015-
2019, Dalam dokumen terscbut, perekonomian Indonesia
diproyveksikan akan tumbuh dam 58 - 8.0 persen pada tahun
2015 hingga 201% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7
persen pertahumn,

Eeterkaitan keodisi perekonomian secara global tersebut dapat
memberikan peluanpg sekalipus tantangan bagi pembangunan
schtor perdagangan, oleh Karenanya dalam  perumusan
kebijakan, Kementerian  Perdagangan  telabh berusaha
mengantsipasi dinamika perchkonomian dunia yang masih
penuh resiko dan sulit diprediksi dengan mengeluarkan berbagai
kebijaltan vang mendorong peningkatan nilai tambah melalui
prozes hilifsasi preduk manufaltor yang didukung oleh iklim
usaha yang kondusif. Dengan senantiesa berusaha untuk
menjawab sctiap tantangan yang dibadapi dan mengambil
kesempatan atas potensi yang dimiliki, maka kondisi sektor
perdagangan [ndonesia yang telah dicapai dapat terlihat melahu
beberapa hal, antara lain adalah sebagar beriloac:

a. Pertumbuhan ekspor nasienal

Seiring dengan melemahnya perekonomian dunia dalam
heberapa tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia
juga mengalami tekanan. berdasarken data resmi Badan
Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 nilai ekspor
Indonesia secara  keselurmihan mengelaru penurunan
scheaar 3,57 persen dimana secars nominal mengalami
penurunan dari USD 182,55 milar pada tabun 2013
memjadi USD 176,02 miliar. Khusus ekspor nonmigas,
terjadi pertumbuhan ménurun  nilai ekspor monmigas
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sehesar 2,04 persen dan USD 149,92 muliar pada tahun
2013 menjadi USD 145,96 miliar pada tahun 2014,

Denzt neraca perdsgangan Indenesia pada tshun 2014
melanjutkan tren negative yang telah dimulal scjak tahun
2011. Pada tahun 2014 neraca perdapgangan mengalzamu
defisit sebesar USD 2,14 miliar. Hal ini disebabkan defisit
neraca perdagangan migas yang mencapai USD 13, 38 miliar,
sedangltan nerace perdagangan nonmigas hanya surplua
gschesar USD 11,24 miliar,. Namun demikian, defizit neracs
rerdagangan Indonesia pads tahunn 2014 Tehik  rendab
dibandimgkan pada tahun 2013 yang mengalami  dehesit
sebesar USD 4,08 miliar. Membaiknya neraca perdagangan
[ndonesia pada tahun 2014 disebabkan oleh meningkatnya
surplus neraca perdagangan nonmigas darl surplus sebesar
USD 8,55 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar 11,24
miliar pada tahun 20314 atan terjadi pertumbuhan sebesar
31,38 persen.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, dalam lima tahun kedepan
diproveksikan nilai total ekspor Indonesia altan tumbuh
sebesar 51,16 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh
pertumbuhan ckspor nontigas sebesar 59,86 persen dan
pertutnbuhan ekspor migaz  sebesar 8,98  persen,
Diproyeksikan bahwa nilai ¢ekspor nonmigas Indonesia akan
meningkat menjadi sebesar USD 2505 miliar pada tahun
2019.

Fromosi dan nation branding

Peran promosi dan nation branding dalam pemasaran suafil
produk ekspor sangat berpengaruk. Citra suatu negara di
dunia internasional bizsanya diukur melalui peringkat suatu
negara menurut  Nation Branding Index (NBl) yanz
dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei independen asing.
Pada tahun 2013, skor dimensi ekspor NB! Indonesia
mencapal angka 46,60 dari 50 negara terpihh. Secara
spesifik, skor dimensi ckspor ini merupakan akumulasi dar
jawaban responden atas beberapa atnbut yang terkait
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dengan pérsepsi  masyarekat dunia  terhadap ckspor
Indonesia, Atribut terscbut antarg lain berkaitan dengan
kontribus=i Indonesia terhadap inovasi di bidang il
pengetahuan, pengaruh negara asal {country of orgin)
terhadap keinginan masyvarakat global unmk membeli suatu
produic, dan derajat kreativitas syan riegars.

Pengembangan datt promosi ekspor, terus diupayakan
Kementerian Perdagangan delam  peningkatan/perluasan
akses pasar serta diversifikasi produk dan pasar ekspor
melalul penajaman strategi penetrasi dan diversifikasi pasar
tujuan ekspor. Kementerian Perdagangan teleh menctapkan
komitmen untik mendorong pertumbuhan  ekspor ke
negara-negara tyjuan bam yang merupaltan pasar ekspor
prospektif Indonesia, dengan tidak meninggalkan dan tetap
mengembangkan ekspor i negara-tegara tujuan utama. Hal
ini dimaksudkean untuk mengurangi ketergantungan skspor
Indonesia terhadap negarafkawasan tertentu, schingsa
dapat mengantisipasi kondisi-kondisi dimana teradi
perlUrunan permintasn yang dapat berdampak pada Neraca
Perdapgangan Republik lndonesia. Selain itu Kementerian
Perdagangan terus melakukan upayva untuk menjawab
tantangan ASEAN Economic Community (AEC) yang akan
dilaksanalkan pada akhir tahun 2015.

Penguatan pasar dalam tegets

Semakin | menguatnya pasar dalam  negeri dapat
mengindikasikan semakin  membaiknya perckonamian
nasional schingga dapat menjadi salah sam keloatan
Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian
global, Indikasi semakin kuatnya pasar dalam negeri dapat
dilihat dari peran Perdagangan Besar dan Eceran yang
memberikan kontribusi cukup besar terhadap perckonomian
Indonesia. Perdagangan Besar dan Eceran selama sclama
perinde tahun 20042014 memberikan kontrihusi sebesar
13,42 - 15,05 persen terhadap perckonomian Indonesia.
setelah berturut-turut  selama  tghun 2011 - 3012
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pertumbuhan PDB Perdagangat Besar dan Ecoran mencapai
angha yang tingg yaitw 8 - 10%, pada tahun 2014
pertumbuhannnya turust menjadi sebesar 4,44 persen.
Bcberapa faktor yang berperan dalam  perdambatsn
peritmbuban PDE Perdagangan Besar dan Eceran antara
lain kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS serta turunnya laju investasi yang juga
terkait dengan kebijakan suku bunga, Untuk itu, berbagai
upaya yang dilakukan dalam menguatken pasar dalam
negeri diantaranya dengan melakukan peningkatan layanan
perizinan dan nonperizinan sektor perdagangan. Secara
umum, sehagiat besar perizinan sudah dilaksanakan secare
terinteprasi oleh Unit Pelayanan Perdagangat (UPH.

Perkembangan teknologl informasi yang sangat pesat denpan
tujuan untuk pelayanan global tanpa batas dan hamhbatan
mendorong Kementenan Perdagangan melakukan
pembangunan  sistem  perizinan zecara  elektronik  [e-
ficensing) yang discbut FINATRADE®. INATRADE diciptaklan
gsehagal soluzi nyata pelayanan tanpa tatap muka yang
dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan aleh siapa
saja. dalam rangka menciptakan iklim usaha perdagangan
vang kondusif Menteri Perdagangan secara resmi telah
meluncurkan Mandatory Online bagi pengajuan beberapa
jenis Perizinan di bidang perdapangan, i Kantor
Kementerien Perdagangan pada tanggal 3 Juli 2013, Dengan
diluncurkantnya Mandatory Online ini, proses Periginan tidal
lagi dilalukan secara manual. Pada tabhun 2013, jumlah
pelayanan penzinan Perdagangan Dalam  Negenm  yang
dilayani secara online adalab sebanyak 12 jenis perizinan,
dengan rata-rata walktu pelayanan 2 hari. Sedangken jumlah
pelayanan penzinan perdagangan eksper-impor yang dapat
dilayani secara online sampai dengan akhir tabun 2013
adalah sebanyak 83 jenis.

Perdagangan besar dan  eceran  selalu  memberikan

kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Tndonesia.



..

Pada tahun 2014, pertumbuhan sektor perdapangan besar
dan  eceran ardalah  =ebesar 4,44 persen (dihitung
berdasarkan perbandingan data Triwulan I sfd IV Tahun
2014 wrhadap Teiwulan I s/d IV Tehun 2013), angka ini
menurun bila dibandingkan dengan tahun zebelumnya yang
mengalami  perfumbuhan  sebhegar 5,32 perzen. Namun
demiluan, perdagangan besar dan eceran [tidak termasuk
hotel dan restoran] selama sclama peniode tahun 2004 -
2014 selaln memberikan kontribusi cukop besar, antara
13,42 persen sampai dengan 15,05 persen, terhadap
perekonomian Indonesia (dihitung berdasarkan kontribusi
PR sektor perdagangan besar dan eceran terhadap total
PDB Indonesia).

Penpuatan perlindungan konsumen

Ferlindungan konsumen merupakan prasyarat mutlak
dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui
kezeimbangan antara perlindungan kepentingan koneumern
dan pelaku usaha, Hanya melalui  keberadaan dan
keberdayaan perlindungan konsumen yang memadai,
Indonesia mampu membanpun kualitas manusia  yang
berharkat, bermartabat, cerdas, schat, kuat, inovatif dan
produktif, untuk membawa [ndonesia mermiliki ketahanan
nasional, dan jauh lebih berdaya saing di berbagai bidang i

kancah mtemasichal.

Peran pementitah  dalam  mewujudkan  perlindungan
terhadap  konsumen  adalah melalui  peningkatan
standardisasi, pemberdayaan konsumen, pengawasan
barang datifatau jasa yang beredar, tertib ulr serta
pengendalizn mutu barang dan/atau jasa.

Peningkatan upaya perlindungan konsumen diarahkan
untuk mendukung tumbuhnya duonia usaba, agar mampu
melalolken inovasi dan menpghasilkan beraneka ragam
harang danfatau jasa yang memiliki nilai tambah,
berteknologi  tinggl dan sarat kandungatn Dbahan lokal,
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Disamping itu barang denfatau jasa yang diperdagangan
tidak mengalkibatkan kerugian terhadap konsumen.

Keterbuakaan  pasar domestik  dewasa  ini sebagad
konseluensi dari proses globalisasi ekonomi, harus
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,
dimana barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen di
pasar telah memiliki kepastian atas Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan dan Lingltungean Hidup (K3L).

Sampai dengan tahun 2013, Kementerian Perdagangan telah
membuat 9 (sembilan) nota kesepahaman/ memorandum of
understanding (MoU) dengan beberapa instanai teknis
terkait. Dalam  lingioap penguatan kelembagaan
perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan telah
memlasilitasi pembentukan Badan Penyelessian Bengketa
Konsumen [BPF3K} hingga mencapai 111 unit BPSK yang
tetsebar di kabupatenf kota,

Peningkatan kelancaran distribusi barang kebunihan pokok
dan batang penting

Perguatan pasckan dan jaringan distribusi dalam menjaga
ketersediaan kebutuhan barang poliok dan penting aangat
besar. Dalam rangks pengembangan sarana distribusi untul
mendukung logistik nasional dan meningkatkan daya saing
Fasar Rakyat, salah satunya dilakukan dengan upaya
revitalisasi Pasar Rakyat di berbagai daerah di seluruh
Indonesia. Kementerian Perdagangan berkeyakinan bahwa
revitalisasi Pasar Rakyat sangat penting untuk
menghilangkan diketomi pasar modern dengan Pasar Rakyat
sclain  itu upaya revitalisasi pasar diharapkan dapat
meningkatkan omset pasar, Revitalisasi Pasar Ralkyat
merupakan upaya sering dari Kementerian Perdagangan
untuk mentransformasi citra Pasar Rakyat dan kesan yang
identik dengan kotor, becek, semrawut, bau, gersang dan
kumuh menjadi Pasar Ralkyat yang bersih, tertib, nyaman
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dan tepat ulkur schingga daya =saing Pasar Rakyat bisa
ditingkatkan.

Selatne tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Kementerian
Perdarangan telah merevitalisasi sebanyak 495 Pasar Rakyat
dan percontohan. Dar 53 pasar percontohan  yang
direvitalisazi pada tabun 2011 sampai tabun 2013 tclah
terjadi peninpgkatan om2et antara 22,39 persen - 253,37
persen dengan rata-rata peningkatan sebesar 54,77 persen,

Disamping pembangunan pasar rakyat dan pusat distribusi
tegional, Kementerian Perdagangan juga menyediakan
zarana perdaganpan berepa tenda, gerobak dan eoolbox yang
diberikan kepada usaha kecil menengah pada pemerintah
daerah kabupaten den Eota, Pada periode tabun 2009
sampai dengan tahun 2013 Kementenan Perdagangan telah
menyampakan kepada 128 pemerintgh kabupaten/kota
gebanyak 7.445 unit tenda, 162 unit gercbak dan coolbox
sebanyak 9.150 unit,

Penpamanan perdagangan

Pengarnaenan perdagengan dalam mengamankan industo
dalam negeri dari praktek perdagangan yang tdak adil
{unfafr frade) memambkan peran yaog sangat besar delam
perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar
{marker foiture) dan untuk mengamankan industri dalam
negeri dari membanjirnya  produk  impor yang dapat
mengganggy, kelangsungan hidup indusin dalam negen.
Penanpanan  penyelidikan trade remedies melipati anti-
dumping/tindakan imbalan (dilaksanakan oleh Komite Ant
Dumping Indonecsia) dan sefeguards [dilaksanaken oleh
Eomite Pengamanan Perdagangen Indonesiag).

Pada tahun 2013, ka=sus anti dumping yang telah dapat
ditangani oleh Eomite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah
7 kasusz dari 12 kasus yvang ditargetkan, Sedangkan untuk
safequards yang berhasil ditanpgani adalah 8 kasus dasi 10
kasus. Tidak tercapainya target tesebut dikarenalian masih
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terdapat kendala yang dihadapi di antaranya kelengkapan
data dan informasi dari pihak pemchon belum yang
terpenuihi menurut aturan dan ketentuan yvang berlaku,
serta masih banyvak para pelalon usaha belum memahami
dan memanlaatikan instrumen sefequards.

Ferundingan perdagangan internasicnal

Indonesia telah memperkuat perannya di berbagai fora
internasional, baik Multilateral, yang bertumpu pada sistem
perdagangan multilateral [WTO), Regional, yang terfokus
pada ASEAN dan APEC: dan Bilateral, vang berorientasi padsa
pcoyajakan  pengcmbangan  Comprefiensitve Eoonoamic
Partnership dan Free Trade Agreement (FTA), serta kera

zama organisasi komoditl internazsional.

Jumlah hasil perundingan pérdapangan intermmasonal teris
meninglat dard tahun 2011-2013 waitu dari 197 hasil
perundingan menjadi 248 hasil perundingan pada tahun
2013, Pada tahun 2012, Indone=ia bersama Thaland dan
Malaysia dalam kerangka [TRC (fnternational Trpartite
Rubber Counctl) dan IRCo (International Rubber Consortnot
Limited) sepakatl untuk menerapkan skema pengurangan
volume ekspeor karet [Agreed Eaport Tonnage Schemte/AETS)
vang berhasil meningkatkan harga karet.

Beberapa hasil perundingan perdagangan internasional yang

penting dan telah disepakati pada tahun 2013, yaiti:

1] Paket Bali pada KTM WTO ke-9,

2] Lol Promosi Perdagangan Rl-Liberia,

3) Protocol io Amend Certatn ASEAN Feonomic Agreements
Related to Trode i Goods,

4] Persetujuan  Kerangka Kega — Perdagangan dan
Penanaman Modal antara Kementerian Perdagangan R.L
dan Kementerian Perencanaan dan  Pembangunan
Elxongmi Nasional Republik Uni Myanmar,

5 Mol on Rice Trade antara Indenesia dan Myanmar,
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6} Prakersa APEC "Premoting Products which Contribuie fo
Sustamable and  Jnclusive  Growth  through  Rural
Development & Poverdy Allettaiion”,

7} Implementasi Indonesia - Paltistan PTA  pada 1

Beptember 2013,

Peninghkatan akses pasar, dilakukan pula dengan mencari
pasar ekspor bare (prespektil). Sehingga dengan semakin
tersebarnya ckspor Indonesia di pasar mternasional akan
menciptakan tingkat  pertumbuhan ekspor  yang
herkesinambungan (susiainabilily export. Pangsa ekapor ke
negara di luar CHE-5 diharapkan mengalami peningkatan
yang berartl pasar ckspor mengalami diversikasi. Dalarg
kurun walkda 2008-2013, panpsa ekspor ke CE-5 mengalami
peninglatan dari 47,5 persen menjadi 50,35 persen.

. Peningkatan perdagangan berjangka komoditi

FPeningkatan perdagangan berjangka komodib (PBE), Sistem
Resi Gudang (3FEG) dan Pasar Lelang (PL) dalam mclindungi
konsumsi masyarat dan memberikan kemmudahan kepada
pelalml vsaha sangat besar. 3istem Perdagangan Berjangka
{Futures Trading) merupakan salah satu sarana yang efektil
untuk pengendalilan resiko akibat ftuktuasi harga komodin
dengan melalukan lindung nilai {hedge). Kontrak berjangka
vang diperdagangkan di Bursa Begangka menggunaken
underlying produk komoditi yang diperdagangkan di pasar
fisik., Disamping menyediaksan sarena lindung nila, PBK
juge merupakan tempat permbentukan harga  komoditi
secara transparan vang dapat diakses aetiap saat oleh para
pelaku usaha dan masyarakat, sehingrga dapat dijadikan
schagai referensi harga. Pada tahun 2013 jumlah transaks
multilateral di bidang PBK tercatat sebcsar 1.257.829 lot
atau sebesar 53,85 persen dari target yang telah ditetapkan
vaitu sebesar 1.500.000 [ot.

Sistem Resi Gudang merupakan solusi alternatil untuk
mendapatkan kredit dengan mudah denpgan tingkat bungs
rendah puna  meningkatkan produlitivitas dan kualitas
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produk vang dihasilkan para petani. Bank dan Lembapga
Keuangan non Banl: diharapkan dengan pola tertentu dapat
mendanal  petanifkelompok tani pada masa pra-panen
MALpUn pasca panen unk menipglatlean produksi dan
kontinuitas usaha mercka.

Solusi dalam raneka memberikan akses kredit kepada
pelelu wsaha dan masyarakat adalah pendanaan dengan
agunan Resi Gudang {Warehouse Receipts Financingl melalui
Bank dan/atau Lembaga Keuangan non Bank, Dengan
adanya dukungan dar lembaps penjaminan aken lebih
memberiltan keyaltinan bagi bank untuk menyalurkan dana
pinjaman modal kerja bapgi pelalu usaha dan masyarakat.
Apar pola pendanaan tersebut lebih aman, selain melibatkan
Lembaga Kliring/Penjaminan, juga dapat melibatkan
lembaga Sertifikasi Produk, Lembage Asuransi (fdelity and
gerneral insuranes] dan lain-lain, Pada tahun 2013, transaksi
SRG mencapai Rp 10895 miliar atau 10885 persen
tingkatan capaian dari target yang ditetapkan yaitu Rp 100

mibar.
Pecmingkatan peran scktor jasa nasional

Feran sektor jasa terutama pada jasa-jasa infrastroktur
seperti  perdagangan, hbotel dan  restoran,  keuangat,
telekomunikasi, tansportasi dan logistik sangat penting
urtuk  mendukung pertumbuban dan daya saing
perekonomian nasional. Berdasarkan deta dari BPS, selama
periode 2010-2014, kontribusi seltor jasa terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) nasicnal mengalami peningkatan yang
cukup signifikan sebesar 32,3 persen schingga proporsi
kontnibusi sektor jaza terhadap PDB nasional di tahun 2014

menjadi sebesar 55,73 pergen.

Dari sis1 sUbscktoral, kontmbusi subsektor jasa terhadap
FDB masih didominasi oleh peran dari  suehsektor
perdagangan, hotel dan restoran. Pentngnya peran sekior
perdagangan, hotel dan restoran dalam  perekoncmian
nasional terlihat dari share PDB sektor dimaksud terhadap
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total PDB vang mencapai 18,02 perscn pada tahun 2014,
atan berada diurutan kedus setelah peran dar selior
industri pengolahan yang mencapai 25,5 persen, Sementara
itu, terkait ketenagakerjzan, peran selktor perdagangan,
hatel, dan restoran terlihat dard jumlah tecnaga kega yang
diserap ke dalam sektor ini. Pada tabun 2013, jumlah tenaga
kega sektor perdagangan, hotel dan  restoran  tercatat
sebanyak 24,8 juta jiwa.

Adapun secara kualitas, semakin pentingtiya seltor
perdagengan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih
mengedepankan  lkualitas  jasa  perdagangan  untuk
mendukung  sektor  industri, pertanian, kehutanan,
periltanan, pariwisata, pertambangan, dan lain-lam.
Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang
positif  terhadap  meningkatnoya — kontnbusi sektor
perdagangan terhadap perelonemian nasical dan perannya
dalam hal ketenagakerjaan.

Kepemenntahan yang baik

Peningkatan Idnerja organmisasi dalam menduiung good
gopemance sangat penting. Dalam mendukung hal tersebut,
Kementeran  Perdagangan  telah  menerapkan Standar
Prosedur Gperasif Stondard Operating Procedures (SOP) yvang
merupakan pedoman  atau acuan  untulk  melaksanakan
tugas pekerjaan sesuai dengan funpsi dan alat penilaian
kinerja instasi pemerintah. Pada  tahun 2013, telah
dilalulan penyusunan SOP Mikro di zetiap unit Egelon [ di
lingkungan Kementerian Perdaganpan yang berjumlah 17508
draft S0F Mikro.

Dalamm mendukung goed gorermonece  dilakukan  pula
peningkatan kinerja keuvangan dan performance organisasi,
Pada tahwn 2012, hkerdasarkan hasil Opini BPE atas
Laporan Kevangan Kementerian, Kementeman Perdagangan
memperoleh  status  “Wajar Tenpa Pengecualian® dan
peringkat ke-3 atas penilaian PIAK (Program Tnisiatf Anti
Korupsi} wang penileiannya dilelmlkan  oleh  Komimi



1.1.2

-1l& -

Pemberantazsan Korupsi [KPE|. Sedangkandalam penilaian
atas akuntahbilitas kanega pada tahun 2013, Kementerian
Perdagangnn memperocleh nilai 72,06 dengan  predikat
penilaian B atas hasil evaluasi Kementerian Pendayapinaan
Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi  terhadap
Aknntabilitas Kinerja Instansi.

Eencana strategis pembangunan perdagangan 2015-2019
merupaken pedoman bagi Kementerian Perdagangan dalam
melaksanakan tugas pokok dan  fungsinya untuk
mendukung Pemernntah dalam mesujudkan visi dan misi
Masional hingga 2025 yang aksn difokuskan pada
pencapman  visi  dan  misi  pembangunan  nasional
2015-2019,

Rencana strateeis perdagangan akan dijabarkan dalam: visi,
mizi, sasaran strategis, arah kebijakan sertz program dan
kegiatan pembanganan perdagangan  yang  akan
dilaksanakan sclama periode 2015-2019,

Peran 3ektor Perdapangan Dalam Perekonomian

Peran ackior perdagangan dalem perckonomian nasional sangat
sipgnifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara
kuaniitas, pentingnya peran sekior perdagangan terlihat dari
pecrungkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB] sektor
perdagatgan (besar dan eceran) dalam Pendapatan Nasional.
Berdasarkan dats dari BPS, nilai PDE Riil sektor perdagangan
terhadap perekonemian nasional selama periode 2004 -2014
terus menunjukkan peningkatan poszsitif dar tahun ke tahun,
vautu Rp. 222,3 tnbhun pada tahun 2004, menjadi Bp.427,78
triliun peda tabun 2014, Kontribusi sekitor perdagangan dalam
perckonomian nasional juga terbidang cukup signifikan. S3ektor
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tmenempatt
postal kedua di bawah sektor industn penpelabhan nonmigas
dimana share PDB atas acktor lapangan usaha Perdapanpan

besar dan eceran mencaped 15,05 persent dari total PDBE atau
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acbesar 13,79 peraen darl FDE nonrmigas Indonesia pada tabun
2014,

Secara kualitas, semakin pentingnya sekior perdagangan
terlihat dar  Kegiatan-Keglatan yang lebih  mengpedepankan
kualitas jase perdagangan untuk meondukung sektor industr,
pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan,
dan lain-lain. Dukungart kepiatan terscbut memberikan
pengaruh yang positil terhadap meningkatnya kentribusi sektor
perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antars  lain  melipoti
perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkaic
elspor-impor seperti peningkatan kapasitas peti kemas [tweniy-
Ffoot egquivaleni unit per fahun), pembangunan sekaligus
revitalisas: dan harmomsas: pasar ralyat-pasar percontohan-
pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok, dan stabilisam
harga =erts sinergi pengembangan UMEKM dan petani di bidang

perdagangan.

Fentingnya peran sckior perdagangan juga terlihat dar jumlah
tenaga kerja yang dizerap ke dalam secktor ini. Jumlah tenagsa
kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2014
(Februan) tercatat zebanyak 25,81 juta pwa, yang tertinggi
setelah sektor pertznian, Jumlah tersebint meningkat drastis
hingga 15,11 persen dibanding tahun 20140, Hal mni menanjubkan
bahwa upaya Kementerian Perdapsngan dalam peopembanpan
perdagangan dalam negeri dan luar negen dinilai cukup efektf
dalarn menciptakan lapangan pekerjaan bag  masyaralat,
Mayoritas tenaga ketja di bidang perdagangan berasal dari
sektor wsahe mikro, kecil dan menengah, seperti: pedagang
cceran di pertokoan, warung, dan el radisional. Melatui
peningkatan sinerg dan keordinasi dengan sckior c¢konomi
kreatif, maka 70 persen tenaga kerja sekior perdagangan yang
masih diisi oleh usaha informal tersebut dapat ditingkatkan
statusnya dan membuka peluang kescmpatan kega yang

signifikan.

Dalam rangka pencapaian peninekatan dava saing bangsa,
seltor perdagangan senantiaza dihadapksn pada tantangan
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eksternal dan mnternal. Tantangan dan hambatan  tersebut
mempengarubi kinerja Kementenian Perdagangan baik secara
langsung maupun tidak langsung, Meningkatnya perekonomian
secara global membenkan  keterkaitan  peluang  selaliges
ancaman bagi pembangunan scktor perdagangan. Pada awal
tahun 2013, perekonomian Indonesia masih terpengaruh oleh
knsis ckonomi global dimana perulihan dampak krisis tidak
zerts merta diiluat peningkatan daya beli magyarakat di aegara-
ncgara fujuan ekspor atama, seperti Amerika Serikat dan
Erapa. Masikh lesunya aktivitas perekonomian dunia terselut
menyebabkan kinerja ekspor nonmigas Indonesia pada tahun
2014 mencatat perfumbuban oegatil stjak tahun 2012,

Tantangan lain yang dihadapi selitor perdaganpan nasional
dalarn peningkatan kinerja ekspor di tahun 2014 adalah
menurunnya harga-harga komoditi dunia sejak tahun 2013.
Stagnasi harga komoditi duniz sangat mempengarihi kinerjs
ekspor Indonesia yang masih sangat didominasi coleh ekspor
produk  berbasis kemodit, Oleh  karena  itu, meningkatkan
kinerja ekspor non komoditi menjadi prioritas Kementerian
Petdagangan sejak tahun 2013 dengan mendorong kebijakan
hilinzasi sektor perdagangan. Hilirisesi menjadi salah satn jsig
gtrategna di tahun 2013 mclalui pembatasan ¢kspor bahan
mentah/bal, seperti rmtan dan minerba  [mineral dan
batubara), sehingga memberi insentif pertumbuhan industr di
dalatn negeri.

Dari =isi intermal, dalam rangka penciptaan iklim usaha yang
kondusid dan terkait denpan efektilitas dan efistensi dumia usaha
kedepan  diharapkan mampu meningkatkan  petforma
perdagangan dan investas: di dalam negeri. Esensi daya saing
vang berkelanjutan terletak pade bagaimans menggerakkan dan
mengelola seluruh potensi sumber daya yang dirmliki. Sesuai
dengan tugas pokok dan [ungsi scrta peran serta Kementerian
Ferdapangan, dalan rangka membangun daya saing tersebut,
perluy edanya svatu sistern manajemen yang elektil dan efisien

yang berbasizs kinerja harus sejalan dan  sinerm  dengan
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petkembangan dinamika pembatpunan perdagangan. Selain
ith, Kementerian Perdagangan sebagai pembina scktor juga
terus melakukan peningkatan kuselitas pelayanan publik dan
perbaikan lkinerja manajemen dalam  kerangka Reformasi
Birokrasi serta meningkatkan pelayanan penzinan diantaranya
melalui peningkatan jumlah izin yang tertangani secara online
dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan.

Perdagangan Luar Negerd

Stapnasi pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan ekspor
utama seperti Amenka Serikat, Jepang, dan Uni Eropa schagat
dampalt dari krisis ekonomi global sedikit banyak telah
mempengatuhi neraca perdagangan luar negeri  Indonesia.
Secara unmam, meskipun noeraca perdagangan Indonesia pada
tahun 2014 masih melanjutkan tren pertumbuhan yang negatil,
tetapi kKinerja perdagangan luar neger [ndonesia pada tahun
2014 menunjukkan perbailtan bila dibandingkan tabun 2013,

Meskipun pada tahun 2014 neraca perdagangan secara total
masih mengalami defisit, namun nilai defisit pada tahun 2014
berkurang sebesar 47,43 perzen dari defisit USD 4,07 miliar
pada tahun 2013 menjadi defisit sebesar USD 2,14 mmiliar. Lebih
lanjut, membailmys neraca perdagangan pada tahun 2014
terutama disebabkan oleh meningkatnya neraca perdagangan
nonmigas [ndonesia yang tumbuh sebesar 31,38 persen dan
USD %55 miliar pada tabun 2013 menjadi sebesar UsD 11,24
miliar pada tahun 2014, Kinega ekspor nonmigas Indonesia
selama pericde 2010-2014 menujukkan tren pertumbuhan yang
menjanjikan, darn USD 129,74 miliar pada tahun 2009 menjadl
USD 145,96 miliar pada tahun 2014,
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Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Indonesia

2010-2014

Total Ekspar 157.774%,10 03496460  190.020,30 182.551,80 176292, 66
Ekspar Migas 2E,039,50 41.477,00 36,977,230 37.631,00  30.331,B6
Ekspar Monmigas 126.739,5) 162.019,60 15304300 14T 010,80 145, 960,80
Partanian 5.001, 5% 5.165,&0 5.569, 20 §.713,00  5.770.58
Industr HH.015,10 122488, 70  196.125,90 113.029. %0 117,329, 86
Pertambangan 26.712,60 31,329,590 31.159,50 79.692,30  72.850,04
Lainsiya 2.9 1.335,2 189.2 11,463,k 10,32
Partumbuhan (persen)

Total Exspor 15,47 in, 58 -B,63 -1,91 -3,.43
ERspor Migas 47,43 47,492 -10,85 -11,7% -7.05
Ekspor Honmigas 33,08 14,88 -5, 54 -2,04 =2,64
Pestanian 14,99 3.8 7.0 1,58 1.0
i i 13,47 24,56 -, 3 267 1,580
Partambangan 15,45 .7 49,50 -0,54 16,04

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

Selama periode 2010-2014, kinerja ekspor Indonesia mencapai
puncaknya pada tahun 2011 yang mencapai USD 203,5 miliar,
yang juga merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Namun,
adanya krisis ekonomi global telah berdampak pada kinerja
ekspor Indonesia. Dapat dilihat dari ekspor Indonesia yang
mengalami penurunan sejak tahun 2012, Ekspor di tahun 2014
juga mengalami penurunan sebesar 3,43 persen menjadi USD
176,3 miliar. Selain dampak dari krisis ekonomi global,
penurunan kinerja ekspor juga terjadi akibat penurunan harga
komeoditi utama ekspor Indonesia.

Namun demikian, struktur produk ekspor nonmigas Indonesia
pada periode 2010-2014 sudah mengalami diversifikasi, dimana
semula didominasi oleh komoditi bernilai tambah rendah
[ekspor non manufaktur), saat ini sudah mulai didominasi oleh
komoditi yang bernilai tambah relatif tinggi, yaitu komoditi

selctor Industri.

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, struktur nilai
ekspor Indonesia pada tahun 2014 terdiri darn 66,55 persen
produk industri pengolahan, 3,27 persen produk pertanian, dan
12,97 persen produk pertambangan dan lainnya. Lebih lanjut,
rata-rata komposisi ekspor nonmigas 2014 adalah sebagai
berikut: produk industri berkontribusi scbesar 80,38 persen
senilai USD 117,33 miliar, sementara sisanya adalah sektor
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pertambangan dan pertanian yang berperan masing-masing
sebesar 15,65 persen senilai USD 22,85 miliar dan 3,95 persen
senilai USD 5,77 mihar.

Tabel 1.3
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Jasa Indonesia
2010-2014
Nilai Ekspor Jasa (USD Juta)
Neraca 47905  9E03,27 105642 1207185 -10532.44
Ekspar 16.£30,40 21.888.15 1166013 12 944,08 FERFAWF]
Impar 26,460,949 A4 Hi443 1B.H57 33,655, 66

Sumber: Bank indenesia {3013)

Terkait dengan ekspor jasa Indonesia, data Bank Indonesia
periode 2010 - 2014 menunjukkan bahwa neraca perdagangan
jasa Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar
-7,58 persen dari USD -9.79 miliar pada tahun 2010 menjadi
USD -10,53 miliar pada tahun 2014. Lebih rinci, defisit neraca
perdagangan jasa Indonesia disebabkan pertumbuhan impor
jasa sebesar 27,19 persen dari USD 26,46 miliar pada tahun
2010 menjadi USD 33,65 miliar pada tahun 2014, Sementara
itu, ekspor jasa hanya tumbuh sebesar 38,71 persen dari USD
16,67 miliar pada tahun 2010 juta menjadi USD 23,12 miliar
pada tahun 2014,

Upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia pun sudah
menunjukkan hasil. Pangsa pasar ekspor Indonesia di pasar
prospektif semakin menunjukkan peningkatan setiap tahunnya,
dari sebesar 21,24 persen pada tahun 2010, menjadi 26,70
persen pada tahun 2014.

Dalam hal impor, Kementerian Perdagangan berupaya
mengelola impor yvang berorientasi pada kepentingan nasional,
vaitu sesuai standar kesehatan, keamanan, keselamatan,
lingkungan, dan moral bangsa. Pengelolaan impor juga
diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan
transparan di dalam negeri sehingga tidak terjadi perdagangan
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vang tidak adil dan memastikan impor yang masuk melalui
perjanjian perdagangan bebas yang memenuhi syarat.

Pertumbuhan impor selama periode 2009-2013, khususnya
nonmigas, meningkat rata-rata 10,0 persen per tahun. Namun
pada tahun 2014 pertumbuhan impor menjadi negatif 4,5
persen dengan rincian impor migas turun sebesar 4 persen dan
impor nonmigas turun 4,7 persen. Impor nonmigas sebagian
besar merupakan impor bahan baku atau penolong dan barang
modal untuk memenuhi kebutuhan investasi dan produksi di
dalam negeri, termasuk yang berorientasi ekspor, seperti barang
mesin dan peralatan elektronik serta barang mesin dan
peralatan listrik.

Tabel 1.4
Pangsa Pasar Ekspor Nonmigas Periode 2010-2014

Wilai Ekspor Monmigas (USD Jista)
funia 420,739 50 162,019,508 153.043.00 149.918,76  145.960.80
Pasar Ekspor Utama 102187, 11 126.134,93  117.964,5% 11484594  106,988,50
Amprika 11,326, 48 15.684, 24 14,590,594 15,081, 52 15,854, 60
Singapurs 0553, 57 11.113.44 10,550,450 10,345 &2 10,045,590
Jepang TE.495 48 15.330.12 17.231,24 16.084,14 14,505, 80
Lind Enapa 1F.083, 78 20.445,75 I17.540,89 16, 669 14 16,813,70
RRET 14.080,95 11.595 54 20.564,07 21,284 58 16,450,590
india g.251,21 13,178,078 12.446,73 13004 52 13,223,710
Karea Selatan 6,859 69 565, 0T b 6E4, 54 4,062, =8 3.7146,80
Malnsia .73, 5 9.000,15 3809 04 T.264,14 397,10
Thailand 4054 440 5,242 50 5.490.20 5.214,10 5.002.90
Filipina 3.117,00 1.678.40 T8R800 3.798.50 1. B8G BD
Pasar Ekspor Prospektll  27.552,39 35,084,658 35,078,471  I5.07%,81 38, 971,30
Taiwan 12520 4,205,100 4u094,10 LTI 3,583, 70
Hongkang 2.501 .40 1.115.20 L&, 0 693,30 1,777 6l
Turki 1073, 700 1.433,40 1.263,40 1,536,320 1.446,10
Saud Arabia 116730 1.430,10 1.771,40 1,734, 136,20
Lini Emniral Arah 147390 1.0115.40 1.414,%0 1, 584,00 .31 40
Rusia 509 40 563,50 E47,30 930,30 1.052,.70
Beasilia 1.528, 30 1,702 .60 1.4R5,00 1.514,40 1,498, 20
Aistrakia LA 40 1,078,50 X,358,50 197130 3.696.50
Airika Selatan &0, 70 1,413,090 1.650,30 1.270,10 1.379.10
Lainmya 2. 0% 8 i, 20,05 16,240,051 17.105,52 15,580, 60
Pangsa Pasar

Pasar Ekspar Ltama TH, TE% TT.85% TT.08% Th,61% 73,30%
Pasar Elspor Prospektil 21,24% 22.15% 27,00% 13,3%% 26, T0%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)
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Membaiknya kineja perdagangan internesional Indonesia tidak
lepas dan berbagal upaya yang dilakukan oleh Kementcran
Pordagangan, antara lain:

a. Perbaikan iklim wsaha untuk meningkatkan deya ssung
ckepor dan investasi. Melalui upaya ini telah dilakukan
penvempurnaen  berbagai  kebjjakan  dalam  rangka
mendulning  peningkatan  ekspor  komoditi | pertanian,
mdustr, dan pertambangan.

b. Fasilitasi perdagangan luar negesnn melahii peningkatan
kelancaran aris barang dan pengurangsn ekonomi biaya
tinggl.

c. Pelaksanasn pembanpunan dan pengembangan  National
Single Window untuk pelayanan perizinan ekspor impot.

d. Penerapan statepi  pengembanpan ekspor melalui
pendekatan produk atau seltor (10 produl utama dan 10
produk potensial] dan pendckatan pasar [pasar utamsa dan
pasar prospelotif).

e. Peningkatan produk dan akses pasar melalui: pertisipasi
pada pameran dagang di luar negeri, penyelenggaraan Trade
Expoe  Indonesia, penginiman misi  dapgang,  ketjassna
perdapangan  internasional di berbagai fora, penciptasn
merek, identifikasi potensi ckspor, kerja sama dengan Trade
Promotion Organization dalam  rangka pemberdayaan
eksportir dan penpembangan produk, dan berbagai kepatan
peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor laannya,

Kerjasama dan Diplomaz1 Perdagangan

Perckonomian nasional selalu bergerak di tengah dinamika
perckononman regional dan internasional. Dalam era telkmolog
informasi, komunikasi dan transportazi sepert =aat ini, praltis
tidak ada satu Nepara di dunia yang dapat mengizolasikan
dirinya damn pengamh perkembangan regional dan  plobal,
termasuk di bidang ekonomi dan perdagangan. Dinamika
perekonomign dunia cenderung semakin cepat dan mengubah
peta perdagangan  dunia  secara  mendasar, maka  perlu
dilakukan penyvesuaian stratepi kerja  sama  perdagangan
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internasional dari wakm ke waktul demi sebesar-besamya

lepentingan nasional Indonesia.

Indonesia sebagai salah =atu emerging market yang terus
tumbuh di tengah krisis Eropa, memiliki potensi yang cukup
hesar perihal kérja sama dan diplemasi dalam perdeganpgan
internasional. Potensi ini yang kemudian dapat dimanfaatlean
guna mendorong pertumbuhan ¢konomi melalni perdagangan
internasional {ekspor dan impor) serta melalui kerja samea
perdagangan dan investasi strategs.

Saat ini perk=mbangan perekonomian dunia sangatlah cepat
sehingga I[ndonesia harus siap dalam menghadapi persaingan
yang ketat denpan negara lain, Total kerja sama perdagangan
bilateral dan regional di Dunia yang telah dinotifikasikan ke
WTO adalah 553 perjanjian. Sedangkan total perdagengan yang
telah diimplementasikan adalah 377 perjanjian terdiri dari 307
perjanjian bilateral dan 70 perjanjian regional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lebih khusus dalam rangka
meningkatkan akses pazar barang dan jasa serta mengamankan
kebijakan perdagangan nasional di fora internasionat, dilakukan
multitrack strategy di fora multilateral, regional, dan bilateral.

Selain i dalam melakukan tindakan ofensil untuk kepentingen
ekspor, Indonesia saat ini tengah memasuki tahap retaliasi
terkait kemenangan Indonesia atas gugatan lkasus clove
cigarette dengan Amerika Serikat dan telah mengajukan gugatan
atas kebijakan Australia Flain Packaging of Tobaceo.

[su lain perlu mendapat perhatian serius adalah klarihkasi
Indoncsia atas beberapa kebijakan perdagangan dan kebijjakan
terkait perdaganpan yang diterapkan [ndonesia atas
pertanyaan-pertanyaan Negara anggota WTO.  Kebnakan-
kebjakan Indonesia yang mendapat perhatian seriua tersebut
antara lain kebijakan impor produk hertikultare dan ketentuan
ekspor produk pertambangan.
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Beberapa  hasil diplomasi perdagangan dan  rencana
perundingan Indonesia dengan negara mitra dagang di berhagai
fora internasional ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 1.5

Negosiasi dan Kesepakatan Multilateral, Regional dan Bilateral

Foruam

Negosiasi dan Kesepakatan

Multilateral

World Trade Organizotion (WTO): Indonesia
berhasil sebagai Tuan Rumah Keonferensi
Tingkat Menteri ke-2 yang menghasilkan Paket
Bali. Tindak lanjut Paket Bali antara lain Trade
Facilitation, Permanent Solution  untuk
propo=al G33 terkait food securily, 15U export
competition, administrasi Turiff Rate Quota,
Duty  Free (Quota  Free ([DFQF), cotion,
monitoring mechaniam (S&D). Tindak lanjut
Doha Dewvelopment Agendn (DDA} akan
ditetapkan pada Desember 2014,

International Coffee Organtzation (1C0): Menjadi
anggota pada tahun 2008 dan disahkan
berdasarkan Feraturan Presiden Nomor 63
Tahun 2008 tentang Pengesahan temational
Coffee Agreement 2007, HKeanggotaan dalam
otganisasi ini dalam upaya meningkatkan nilai
ekspor melalui akses pasar dan stabilisasi
harga.

International Pepper Community (IPC): Menjadi
anggota pada takun 1972 dan  disahkan
berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 351
tahun 15971, Keanggotaan dalam organisasi ini
untuk alkses pasar lada dan peningkatan
Eltapor.

Regional

APEC: Prakarsa “Promoting Products which
Contribute to Sustainable and nclusive Grouth
through  Rural Dewelopment &  Poverty
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Forum

Megosiasi dan Kesepakatan

Aleviaton”. Finalisasi product coverage. Pada

CTI2 dan SOM2 bulan Mei 2014  telah

mengesehkan daftar 144 preduk dalam HS ©

digit yang dinominsaiskan oleh 11 ekonomi.

Telah diusulkan daftar produk yang disepakati

dinamalkan "APEC Development Product’.

Intemnational Trpartite Rubber Councl (ITRC),

telah berhasil menjaga stabilitas harga karet.

ASEAN dan ABEAN Mitra:

+ ASEAN Fres Trade Agreement (ASEAN FTA)
folis ataz pelaksanaan AEC Blueprint dan
Jonward ASEAN Economic Community (AEC)
2015 and beyond 20715

» Tmplementasi dan upgrading ASEAN-China
Free Trade Agreement [(ACFTA] dan
mnplementasi  work  program upgreding
ACFTA untuk tahun 2015.

+ Implementasi ASEAN — Korea FTA (AKFTA)
2004 dan rermew sensilive frack, [okus
kepada uvpaya penyclesaian permasalahan
transposisi AKFTA. Finalisasi joint impact
assessment the ASEAN Korea Trade i
Services Agreement [AKTISA)}.

» ASEAN - Japan Comprefhensive Economic
Purtnership Area (AJCEFA), Indonesia belum
mernjadi mplementing  pariy  karena
transposisi HS 2002 - 2007 dan HS 2007 -
2012 belum selesal. Fokus saat ini terhadap
penvelesaian perundingan Perdagangan Jasa
dan investasi AJCEP dan upaya
implementasi  Persetujuan  Perdagangan
Barang AJCEP bagi [ndonesia,

s ASEAN — India Free Trade Agreement (AIFTA],
Fokus atas upaya  penandatanganan
Perzetujuan Perdaganpan Jasa dan [nvestasi
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Farim

Negosiasi dan Kescpakatan

AIFTA. Rewiewr Persebguan Perdagangan
Barang AIFTA, khususnya terkait Rules of
Origin,

+ ASEAN — Hong Keng Free Trade Agreement,
pada pertemuan awal membahas mengenai
scoping  paper  dan sepakat  untuk
membentuk 7 (tyjuh) Waorking Group yaitu.
fil Woarking Group on Rules of Ongin (Wie
ROQY; ) Working Group on  Cusioms
Procedures and Trade Facilitation (WG-CPTE)
filij Working Group on Sanilary and
Phytosanitary  Measures (WG-SPSL )
Worlkdng Group on Standards, Technical
Regulations, and Conformily Assessment
Procedures (WG-STRACAE); v Working Croup
on Legaf and Institutional Issues (WG-LH); [ui)
Working Group on Trade in Sendces (WG-TISE
dan {wii} Workding Group on fnvestment (WG,

« ASEAN — Australia - New Zealand Free Trade
AgreementFTA  [AANZFTA), Folus pada
proges ratifikasi First Protocol to Amend
AANZFTA dan Review Non-Toarff Measures,

= Regional Comprahensite Economic
Partnership (RCEP), Putaran ke-4 telah
dilaksenalian tanggal 31 Marct - 4 Apnil
2014 di Nanning, China. Pertemuan kelima
telah dilaksanekan pada akhir Juni 2014 di
Singapura. Indonesta sebagal chafr dad
Trade Negotiating Commiltee. Fokus pada
empat area, yaitu perdagangan barang, jasa,
investast dan kerjazama elonomi dan teknis.

Bilateral

Japan/EPA: lmplementasi pada 1 Juli 2008,
Rewigw Petjatljian Tahun 2014 {transpettation
HE 2003, HE& 2007 o HS 2012). Proses
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Forum

Negosiasi dan Kescpakatan

penyusunan  materi  review  [JEPA dan
penyelesaian  masalah  internal  terkait
transposisi tarf,

Paltistan/PTAfCTEP: lmplementasi PTA telah
diberlakukan dari 1 Septemmber 2013,

Korea Sclatan/CEPA: Memasulz perundingan
ptitaran le-7. Konsesi Trade in Guods dan
akan membahas lebih  lanjut  mengenai
Paclage Deal for Rvestmenf, Pembahasan
penyelesaian Annex on Movement of Natural
FPersons (MNP,

Australia/ CEPA: Memasula  perundingan
putaran ke-2. Penckanan pada investas,
capacity buildingdan eccnomic cooperation,
India/CECA: Konsultasi Pra-Meposiasi ke-1.
Fembehasanmencakup ferms  af reference,
guiding principles and modalities, scope and
structure. Direncanakan dilaksanakan pada
tanpgal 21-25 Juli 2014 atau 11-15 Agustus
2014 di New Dehli back fo back dengan
pertemuan ke-2 Indonesia-lndia Biennial Trade
Ministers Farum (BTMF]

Uni Eropa/CEPA: Dalam proses penyelesaian
Draft Scoping Faper for EU-CEPA, [su utama
bagi Indonesia: tingkat lbiberalisasi (level of
ambition), pajak ekspor, kebijekan persaingan
dan sustamobie developrent

ChilefCEPA:  Negesiazi  pertama  telah
dilaksanalan pada tanggal 36-27 Mel 2014 di
Santape, Chile. Pembahasan dilaloukan
bertahap dimulai dengan Trade in Goods.
Peru/CEPA: Joint Study telah dilaksanalan
pada pertengahan  April 2014 dengan
penelanan pada Preferential Trade Agreement.
UK/ Vision Group 2030: Terdapat 4 fempat)
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Forum Negosiasi dan Kesepakatan

rekomendasi mengenal infrastruldur, ekonomi
kreatif, sektor keuangan dan pendidikan yang
telah disampaikan pada pertemuan Arnuc

Trade Talk.
Iran/PTA: Telah melaksanaken Perundingan
Putaran ke-1. Menyepakati untuk

menggunakan HS Cede 2012, membahas
cusiom tariff 2012 dari [ran, TNC ke-3 telah
dilaltsanakan pada bulan Juni 2014.
EFTA/CEPA: Penyelesaian isn FPrice
compensation measure produk pertanian, no
commitment pada beberapa produk pertanian,
MNP; Kedua pihak juga telah bertuker initial
offer [services).

TunisiafJ5G:  Perundingan  Putaran  ke-3
menekankan  pada  Preferential  Trude
Agreemend.

Mesir fJSG: Menindaldanjuti Join Study Group.
Nigeria/JSG: Saat ini dalam proses menyusun
tim Jotn Study Group.

Sumber: Kementerian Perdagangan

Iklim Usaha Perdagangan

Datangnya era globelisasi merupakan keniscayaan yang tak bisa
dibindari. Bagl dunia perdagangan, era ini telah menelarkan
sebuah sistem liberalisasi perdagangan, dimana setiap orang di
seluruh dunia ini bisa melekukan transaksi tanpa batas waktu,

tempat dan kondisi.

Bagi perekonomian nasional, liberalisasi perdagangan tentu zaja
tak hanya memberikan tantangan tetapd  juga  peluang
Karenanya, untuk menghadapi era barl ini gk hanya
dibutuhltan semangat dan optimisme dalam menangkap
peluang, tetapi juga butuh berbagai stratepi dan kebijalran yang

agar liberalisasi tersebut memberikan manfaat scbesar-besarnya
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bagi kepentingan pertumbuhan  ¢konomi  dalam  ranghka
penitgleatan keagjahteraan rakyat.

Adapun problem utama yang perlu dicermati dalam konteks
menghadapi persaingan global tersebut, bagi dunia perdagangan
adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk
dan komoditas dalam nepen di pasar domestk maupuan
internasional. Sebagai catatan, saat ini indeks daya saing
Indoneszia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa
negara lain seperti Brazil, [ndia, Korea dan China,

Bila dicermati, ada beberapa cara yang telzh ditempuh cleh
beberapa negara terachut untuk mceningkatkan daya saing
produli domestiknya. Balah satunya adalah dengan menerapkan
tarif bea masuk vang relatf lebih tinggi dari Indonesia. Fakta ini
menunjukkan bahwa nepara-negara yang dengan daya saing
yang cukup tinggi pun masih merasa perlu untuk melindungi

pazar datatn negerinya.

Dari sisi pelaku usaha, pemerintah Indonesia menyadari bahwa
daya samg produk juga ditentukan oleh proses kemudahan
dalam proses perizinan usaha dan yang terkait dengannya.
Dalam hal ini, Waldl Presiden, selaku Ketua Komite Pengarah
Feformasi  Birgloasi  Masional, telah  menyatakan  babwa
meningkatnya peringkat deing business menupakan selah satu
gtfektving reformasi hirokrasi nasionat,

Terkait dengan itu Kementerian Perdagangan berkomitmen
melakultan  optimalisasi  penggunaan  perizinan  online
ekspor/impor, dan kemudahan perizinan usaha [ainnya serta
melaltukan  penyederhanasn - penvederhanaan penanan
perdapangan  dalatn  neger.  Selain  itn, adalah  dengan
menempuh strateg peningkatkan iklim usaha dan kelembagaan
perdagangan dalam neger yanp sehat dan berkeadilan melalui
regulasi serta pelayanan publik yang prima.

Adapun strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan SIUP-TDFE
yvang alan dilalukan adalah:
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1] Ferubahan Undang-Undang Womor 3 Tahun 198%Z tentang
Pendaftaran Peruzahman  dan Peraturan Menten
Perdagangan tentang Surat Izin Usaha Perdagangao,

2) Dalam rtangka target 2014 (pelayanan SIUP TDF 2 hari),
maka ketentuan di setiap daerah herus lebih fleksibel.
Dengan demikian ketentuan penerbitan SIUP TDP agar tidak
diatur dalam Peraturan Daerah namun cukup diatur dalam
peraturan Bupati/ Walikota];

3} Swandardisasi Mutu Layanan Penerbiten Izin Usaha
Perdapangan dan Secara Nasional;

4) Sosialisasi intensil terhadap perubahan kebijakan yang
menjadi landasan operasional pelayanan SIUP dan TDP 4di
daerah.

Perdagangan Dalam Negeri

FPotensi Pasar Domestik

McKinsey Globa! Institute dalam laporan risetnya berani
memproveksikan Indenesia sebagai negara berperekonomian
terbezar ketujuh dunia pada tahun 2030 nant, yakni dengan
135 juta konsuinen potensial dengan pasar bernilai USD LB
triliun. Angka-angka itu menunjukkan besarnya potensi pasar
domestik yang bisa dioptimalkan, baik oleh para investor
maupun para pelaku usaha dalam neger. Dengan Kata lain,
fakta ini merupaksn tantangan bagi para pelalu  industr
manulaktur dalam ntegeri untuk bersaing denpan perusahaan-
perusahaan plobal dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa
konsumen pasar domestl,

Adapun lunel utama untuk berdin kokoh dalam persaingan
terscbut adalah kemampuan berinovasi, baik dari segi produksi
matpun dari sisi pemasarannya. Hal ini penting karena kelas
menengah Indonesia yang sedang tumbuh pesat seat ini
merupakan konsttmén - Konsumety cerdas yang dinamis,

berselera tinggi dan memiliki daya beli yang cukup kuat.

Bahkan, maycrtas mereka ini diprediksi para pakar elonomi
tidak akan mempersoalkan harge, tapi lebih mementingkan
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desain, kualitas, dan keragamasn produk. Karena itu, dalam
peta persaingan perdagangan domestik ke depan para pelaku
usaha nasional dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan
konsumen vang menghendaki produlk-produk yang berkualitas,
inovati{, variatil dan harga yang bersaing,

Sektor Infrastruktur dan Logistik Penenitu Dajya Saing

Dalam dunia perdagangan, semua aktivitas di scktor logisdk
memegang péranan yang sangat penting dalam menentukan
daya saing =cbuah produk atau komoditas. Artinya, produk atzu
komeditas yang unpggul sekalipun tdak alan mampua bersaing di
tenpah-tenpah persaingan pasar yang ada. Sebab, besarmya
biaya logistik akan sangat berpengaruh kepada kekompetitifan
harga dar1 produk atay komoditas.

Scmua it adalah tantangan besar yang harus bersama-sama
diselesaikan untuk mendukung kinerja perdaganpgan dalam
negeri dan juga perdagangan luar negeri secara umum. Karena,
efektivitas waktu dan chOsicnsi biaya logistik haris menjads
muara dar semua altivitas logstik tersebut,

Paling tidak, ada dua faktor penyebab rendahnya daya saing

beberapa produk dan komoditas Indonesia. Pertama, adalah

tingginya blaya logistik itu, Yakni, alumulasi dari biaya
sejumlah indikator yang terkait langsung dengan biaya logistik.

Diantara unsur-unsur yang menjadi penyebhab tingginya biaya

logistik itu adalah:

1] Belum optimaloya  pemanfaatan  kemajuan  teknologi
informasi dan komunikas: untuk mendulung proses
pemantavan arus barang antar wilayah,

2] SBarana vang mahal dalam hal pengadzaan alat anglut truk
dan kapal laut (pejak dan suku bunga tinggi),

3) Masih ada sejumlah regulasi logistik yang tdak sinkrofn
antara pemerintah pusat dan daerah;

4] Rendahnya kompetensi SDM logistils;

S) Masih mengandalitan sejumlah armada yang tidak layak

bercperasi.
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Kedua, lamanya waktu kirim juga termasuk hal  yang
menyebablkan kurang kuatnya daya zaing komeditas [ndonesia
di pasar nasional, regional maupun intermasional. Faktor kedua
i membutublkan  perbaikan-perbaikan dan  penambahan
sejumlah prasarana logistik yanp ada saat inl, seperti jalan raya,
pelabuhan, dan hubungan antar moda.

Walaupun peringkat  Indonesia dalam  survey Logeishc
Performance Index [LFI] 2014 mengalemi kemajuan dibanding
tahun 2012 dari peringkat 58 menjadi peringkat 53, tetapi
masih menyimpan hal-hal yang masih  perlu  diperbaikai.
Indikasinya adalah peningkatan peongkat kinerja  logistik
[ndonesia belum matnpu mengimbangi kinerja logistik di negara
Malaysia, Thailand bahkan Vietnam. Dalam kerangka
kewenangan Kementerian Perdegangan, yang perlu diperbauka
adalah optimalizasi sarana distribusi yang sudah dibanpun dan
mematangken sarana distribusi yang akan dibangun,

Tingginya biaya logistik akan menimbulkan banyak persoalan,
salah satunya adalah mengakibatkan lemahnya daya saing
produk «dalam negeri, baik di pasar domestik maopun
internasional. Maka dari itu, Kementerian Perdagangan sangat
perlu melakukan langkeh-langkah nyata yang bisa mendorong
penyelesaian berbagai masalah yang ditimbulkan olch mahaltya
biaya logistil.

Sebagail acuan, perlu kite ingat bersamea bahwa arah kebijakan
pembanpunan perdagangan dalam negeri adalah “Penatazn
sigtern distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus
barang dan jasa, kepastian berusaha, dan peningkatan daya
saing produk domestik”. Sementara itu, strategi kebijakan yeng
akan ditempub adalah dengan meningkathan integrasi
perdagangan antar dan intra wilayah dengan mengembanghkan
“distribution potnt” dalam memperlancar distribusi  dan
memperkuat sistem logistik nasional — PDR/PDP dan Paser

rakyat.
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Mengacu pada semba i, maka pada tahun 2013 ini
Kementerian Perdagangan akan melakukan beberapa langkah,
yaiti:

1) Pematangan kensep Pusat Distribusi Regional;

2] Pengecmbangan dan pembanpunan Pusat Distribusi Regional;
3) Optimalisasi pembangunan pasar percontohan.

Merujuk pada Peraturan Presiden Momor 26 Tahun 20132
tentang Cetak Biru Pengembangan Sistemn Logistk Masional,
terdapat & penggerak utama  Sislognas yakni: komoditas,
infrastruktur, pelaku dan penyedia jasa, Sumber Daya Manusia
(SDM} dan mangjemen, teknologi informasi dan komunikasi,
serta regulasi. Untuk itue, sesua dengen peran dan tanpggung
jawabnye, Kementenan Perdagangan Republik [ndenesia dalam
mencapal tujuan  penvelenggaraan  Sislognas  tersebut akan
mclakukan beberapa langkah priontas.

Selarne periode 2011-2014 Eementerian Perdagangan telah
mengembangkan 67 pasar percontohan yang diharapkan dapat
menjadi referensi pengembangan pasar di [ndonesia. Selain i,
dulem 4 tahun terakhir, Kementerian Perdagangan melalui
Tugas Pembantuan juga telah merevitalisasi 541 wunit pasar
rakyat dan & Pusat Distribusi Nasional/Provinsi sebesar lebih
dari Rp 2 triliun.

Femberdayaan Pasar Raloyat dan Fengembangan UMEKM

Menyadari pentngnya peran Pasar Rakyat dalam perckonomian
Indenesia, khususnya dalam menunjang kelancaran distribusi
barang dan kebutuhan pokok masyvaralat, Kemsntenan
Perdapangan telah dan akan terus melakukan berbaga upeya
untulk memberdayakan FPasar Ralyat. Upaya-upaya yang
dilakukan selain melahai kebijakan dan peraturan pemerintah
dalam rangka penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, pusat
perbelanjaan, dan toke moedetn; juga dilalnukan melahul rencang
alksi dalam bentul program dan kegiatan revitelisasi Pasar
Rakyat guna meningkatkan daya saing, memperbailkd fisik
bangunan dan manajemen pengelolaan Pasar Ralgrat.
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Fada periode  2011-2014, Kementerian Ferdagangan
bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kowa  telah
mclakukan pembangunan/revitalisesi terhadap 2471 Unit
Pasar Rakyat melalui mekanisme Dana Tugas Pembantuan dan
Dana Alokasi Khusus., Revitalisasi Nsik dilakukan melalud
pembangunan pasar bamy maupun  renovasi.  Revitalisasi
mangjemen  dilakukan dengan melaksanakan pelatinan
manajemen pengelolasn passr dan pendampingan pengelola
pasar. Pasar Ralyat yang telah direvitalisasi diharapkan dapat
dijacdikan model cleh Femerintah Daerah dalam pembangunan
dan pengembangan Pasar Ralkyat dimasa yane akan datang agar
Pasar Rakyat dapat tetap ¢ksis dan mampu bersaing dengan
perkembangan toko modern dan pusat-pusat perbelanjaan.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan revitalisasi pasar
selama periode 2011-2014 dengan mengpunakan dana Tupas
Pembantuan (TF dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahel 1.6
Tabel Perkembangan Realisasi Pasar Raltyat 2011-2014 melalw
Tupas Pernbantuan (TF)
Tahun Kab/Kota Papn Angparan
2011 95 6£53.250.000.000
2012 ] H22.839.118.000
2013 117 750000 .000.000
2014 3% 232 .000.000.000

Selain melalui mekanisme Dana Tugas Pembantuen dalam
melalukan revitalisasifpembangunan  baru  Pasar  Raloyaf,
pecmbangunan Pasar Rakyat dapat dilakukan pula melalui
melkanisme Dana Alokasi Khusus yang lebih diarahkan kepada
pasar deza dan kecamatan. Alokasi anggaran untuk program
dan Lkegiatan revitalizazi pazar selama petiede 2011-2014
dengan menggunakan DAK dapat dilihat pada tabel berikut.



- 36 -

Tabel 1.7
Tabel Perkembangan Realisasi Pasar Raloyat 2011-2014 melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun Kab/Kota Papu Anggaran
2011 183 215.000.000.000
2012 204 253.632.000.000
2013 330 S73.700.000.000
2014* 297 S60.990.000.030

*) Data sementara update per 27 Januart 2015

Dalam hal penataan dan pembinaan Fasar Ralgrat, pusat
perbelanjaan, dan toko modern, telah diterbitkan Peraturan
Preziden Momor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Rakyat, PusalL Perbelanjaan, dan Toko
Modern; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun
2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyaf,
Pusat Perbelanjaan, dan Tokoe Modern untulk mengabar secara
teknis mengenai zonasi dan tata ruang lokasi Pasar Ralgyat,
pusat perbelanjaan dan toke modern, dan tata kelola hubungan
pemasok  dengan  toko  moderm,  serta kemitraan  dan
pemberdayaan usaha kecil.

Selain pemberdayaan pasar rakyat, sektor UMKM Indonesia
juga perlu untuk diberdayakan semaksimal mungkin mengingat
peran penting sektor UMKM  sebagai salabh  satu  sekior
pengeerak perekonomian nasional, Peran penting UMKM salah
satunya adalah Kemampuannya untuk tshan terhadap krisis,
Meskipun demikian, sektor ini masih memiliki beberapa
kelemahan mendazar yang perlu segera dibenahi  seperti
kemampuan manajemen usaha, koalitas sumber daya manusia
yang masih terbatas, skala teknik industri dan tekmologl yang
relatif maszih rendah, lemahnya ekses ke lembaga keuangan,
dan kurangnya akses pasar. Oleh karena itu, kedepannya
pemberdayaan UMEKM akan fokus dalam memperbaila
kekurangan-kekurangan di atas.



- a7 -

1.1.8 Perlindungan Kensumen dan Pengamanan Perdagangan

1.1.8.1

Pengamanan Perdagangan

Persetyjuan Woerdd Trode  Orgonization (WTO
Agreemert mengenal tga bentuk  instumen
pemulihan  perdagangan (frade remedies)  yaitu
Agreement on fmplementation of Article VT of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994 atau yang lebih
dikenal dengan An# Dumping Agreement [(ADA],
Agreement on Subsidies and Couniervailing Measures
(ASCM). Kedua agreement tersebut  menvangkut
bentuk prakiek perdagangan yang tidak schat [unfair
trade practices) dan Agreement on Safegquard mengatur
praktek perdagavigan yanp fair (fair trade prectices)
atan yane dikenal dengan safegquards

Eetiga instrumen pengamanan perdagangan WO
tersebut dalam kondisi tertentu dapat dimanfaatkan
aleh  angpotanya  (termasuk  Indonesial untuk
melindungl ndustri barang sefenis dalam negeri dari
alibat masuknya barang mnpor yang mengandung
dumping, subsidi atau lonjakan imper (safegquards).
Mapmin demildian, dalam perkembanpgannya termyata
banyak negara angpota WTO yang menggunekan
ketiga instrumen tersebut sehbagai alat proteksi (io be
abused as a protectionist too] untok melindungi
industri dalam neperi mercka terhadap masulmya
barang sejeniz dari nepara lain {barang impor|. Bag
Indotesia hal ini merupakan salah satu masalah yang
akan menghambat kepentingan upava penitghiatan
akses pasar ke negara mitra dagang.

Kasus trade remedies vang ditangani Kementerian
Perdagangan dalam kurun waktu tahan 1990 - 2013
telah menangani sehanyak 250 Kasus tuduhan trade
remedies dengan komposisi 103 kasus dikenakan, 118
kasus dibentikan dan 29 kasvs masih dalam proses
penvelidikan,. Dibutuhkan kerjasama  antara
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Pemernntah [ndonesia dengan dunia usaha agar akses
pasar tkspor Indeonesia tidak mengalami hambatan
perdagangan. Dalam  penanganannya Kementerian
Perdagangan telah berusaha dengan keras terhadap
instrumen trade remedies yang dilakukan Megara
penudun dapat meminitmelisit pengenagn bea masuk
bahkan sampai dihentikan,

Dominasi  penerapan  instrument irode  remedies
tethadap Indonesia tidak hanya dilakukan cleh
negara-negara maju. Tren tersebut termyata dilakukan
olelh negara-negara berkembang dalam memproteksi
produk  domestiknya.  Kementeriatn  Perdagangan
mencatat terdapat 10 negara terbesar yang ers
menerus melalkukan fuduhan frode remedies terhadap
produk ekspor Indonesia Negara terscbut adalah @ Uni
Eropa, India, Amerika Serikat, Australia, Turkd, Afrika
Belatan, Filipina, Malaysia, Brazil dan Pakistat:,

Fada tahun 2013 Kementerian Perdagangan telah
berhasil menghentitan 9 kasus tudohan  trade
remedies. Bentuk usahafbantuan Kementerian
Perdagangan antara lain @ melalukan sanegahan baik
melalni  submisifsurat  yang  dikirimkan pada
Pemerintah fotonitas  terkait, melakubtan pressure
group, wmelalukan lobi-lobl terhadap Pemerintah,
otoritas, dunia usaha maupun nportir Negara mitra
dagane. Meminta pandangan hukum dari Advisory
Center WTO Law (ACWL] maupun pengacara. Serta
melakukan banding pada Dispute Settlament Body —
WTC [DSB-WTO).

Kementerian Perdagangan  sanpat  memperhatikan
produkc-produk  ekspor Indonesia yang mengalami
hambatan ekspor di negara mitra dagang sepert
produk udang yang tidak terbukti subsidi, produk
tekstl yang tdak terbulti dumping, produk kKertas
kenegara Jepang dan Thailand yang tidak terbukt
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dumping, terkait produk pipa PT. Tri Sinar Purmana,
dikecualikan dari pengenaan BMAD karena volume
impor  Indonezia tidak terbukd scbagai  sumber
material injury bagl industri demestik Ercpa, Produk
fatty aleohols dari PT.  Ecogreen  Qleochemnical
merupakaty perusahaan yang dikecualiken/pengenaan
bes masuk sebesar O persen yang diilkub upayanya
clel PT. Musim Mas sedang dalam proses pengajuan
ke DSE WTO dengan tuduhan yang sama. Produk
hiodiesel yang menghadapi tuduhan subsidi dari Uni
Eropa, penyelidikannya dihentikan karene petisioner
Uni Eropa menatik gugatannya. Circumupention scpeda
vang dilakukan oleh China, Kementenan Perdagangan
dapat membuktikan perusahan scpeda asal Indonesia
tidak melakukan tindakan circumvention sehingga
perusehaan [ndoneszia dikecualikan dalam pengenaarn
BMAD oleh Una Eropa.

Perlindungan Konsumen

Sermakin terbukanya pasar nasional sebagal bapian
dari proses globalisasi ekonomi harus tetap dapat
memberikan  jamingn  atas  muto, jumlab, dan
keamanan hbarang danfatau jasa vang beredar di
pasar. Dalam rangka perlindungan konsumen
Kementerian Perdaganpgan telab melalukan upaya
peningkatan pencrapan atandar, mutu produk dalam
negeri, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa yang
semakin efektif, serta edukasi konsumen. Berikut
adalah beberapa capsaian Kementerian Perdagangen
dalam perlindungan konsumen :

1. Dalam rangka mendukung  pelaksanash
perlindungan konsumen Kementerian
Ferdagangan telah melaksanakan kerfa sama
derngan beberapa instansi melalui
penandatanganan beberapa nota kesepahaman/
memorgndum of understanding (Mol)). Berikut ini
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adalah beberapa nota kescpahaman yang telah
ditandatangani:

a.

Notz kesepahaman antara Kementerian
Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan
Karantina Pertanian dan Baden Pengawas
Ohat  dan  Makanan  (BPOM] tentang
kerjasama pengawasan barang untuk produk
non pangan, pangan olahan, dan pangan
SEEAL,

Mota kestpabaman antara Kementerian
Perdagengan dengan Badan [ntelijen Negara
tentang pengamanan sasaran dan program
strategis di bidang perdagangan;

Mota kesepahaman antara Kemepterian
Perdagangan dengan TNI-AD tentang
pengamanan di bidang perdagangan dan
perlindunpan  keonsumen di perbatasan
MNepara Kesatuan Republik Indonesia;

Mota kesepahamen antara Kementenan
Perdagangan dengan BPOM, Dirgkiorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertamian, Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautsn dan FPerikanan,
Direktorat Jenderal Bea dant Cukai, Badan
Eatantinag lkan, Pengendalian Mutu, dan
Esamanatn Hasil Perikanan, dan Badan
Karantina FPertanian, tentang Lkerjasama
pengawesan  barang yang dilarang atau
dibatasi {Lartas) di tempat pemasulan dan
pengeluaran serta pengawasan  barang

beredar di pasar.

Rumusan standar barang dan jaza perdapangan
dalarmn rangka pengamanan pasar dalam negeri
Kinega imi dinkur dengan indikator almmulasi
jumlah rumusan harmenisasi standar barang dan

jaza perdaganpan sebagai hasil analiea kegiatan

identiikasi kesiapan industri-industri peralatan
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listrik dan elektronika di Indenesia di bidang
harmeoinizazsi standar dan regulasi tekni=s dalam
menghadapt ASEAN Ecoromic Communily dan
identifikasl kesenjangan standar industri dalam
nepen di [ndanema terhadap standar naswnal dan
standar Intermnasional. Sampai dengen Tahun

2013 telah dihasilkan sebgnyak 2 [delapan)

TUMUSAL ;

a. Kesiapan Indonesia  dalam  Meaghadapi
ASEAN Economic Integration uvntuk Sektor
Karet;

b. Kesiapan [Indeonesia dalam  Menghadapi
ASEAN Eeonomic Inilegration untuk Sektor
Chiomoctif {Automotive Component Products),

c. Kezenjangan Standar untuk Produk Kelapa
Sawit:

d. Kesiapan Industri Pangan Olahan dalam
menghadapl ASEAN Economic Integration;

e. Kesenjangan Standar untuk Produk dalam
kemasan  (Biskuit)  terhadap Pemenuhan
Harmenisas: Standar di Tingkat Internasional;

f. Kesiapan Industdi Pangan Olashan [produk
Selal, Sauz, dan .Jelly] dalam Menghadap
ASEAN Economic ntegration,

g. Kesenjangan Standar untuk Bahan Tambahan
Pangen [BTF dalam Produk Jus terhadap
Pemenuhan Harmonisasi Standar die Tingkat
[nternasional;

h. Kesiapan Industri Peralatan  Listrik  dan
Elcktromika dalam  Menghadapi  ASEAN
Econamic Integration,

Penmingkatan  pernahaman  masyaraliat  alan

perlindungan konsumen melalui  edukast

kensumen  dilakukan  antara  lain  deopgen
sosialisasi kepada aparatur pemerintah, kalangan
pelajarr  dan mahasiswa, wartawan, serta

masyarakat umum termasuk bimbingan kepada
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pelakn usaha. Sampal dengan akhir tabun 2013
telah dibentuk 1.800 grang  motivator
perlindungan konsumen., Kegiatan yang
mendulning hal im antara lan lorum dislog
dengan  berbagai perguruan tinggi, klinik
konsumen terpadu bagl siswa-siswa 5D sampai
Sha, lasilitasl motivater mandin, forum cdukas
kensumen ccrdas, dan diseminasi perlindunpan
konsumen di berbagai media publik.

Selama kurun wakin tabun 2011 hingga 2013
telahl  dilalukan petligawasan terhadap 1,232
produk yang didoga tidak sesuai  ketentoan
terkait  parameter SN1 Wajib, Pemunjuk
FPengguneaan (Mamal} dan Kart
Jarmmunan /Garansi Dalamm  Bahasa Indonesia
{MEG), dan Pencantuman Label dalam Bahasza
Indonecsia.  Pecrsentasc tndak lanput hasil
penpgawasan barang beredar den jasa tercapat
79,06 persen dari target &0 persen. Tindak lanjut
vang dilakukan antara lain berupa
dilakukaniya 150 Wi laboraterium,
dikcluarkannya 63 teguran, 218 penngatan, 1
gurat edaran Direktur Jenderal Standardisasi
Perlindutigan Konsumen, selain il 7 kasus
masih dalam penyidikan, 9 kasus telah selesad
dan 1 kasus masih dalam proses mediasi

Dalam kerangka memberikan jaminan delam
kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban
dan kepastian hukum dalam pemakeian satuan
ukuran, stapdar satuan, metods pengukuran den
alat-alat ukur, takar, timbatig dan
perlengkapannys hingga pada tahun 2013 telah
ditetapkan 11 (sebelas) kabupaten/kota sebagal
daerah tertib ukur yatu Kota singkawang, Kot
Solo, Kota Batam, Kota Balikpapan, Kota
Bontang, Hota Tarakan, Kabupaten Mojokertd,
Kota Padang, Kota Gorontalo, Kota Tebing Tinggi
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dan Kabupaten Karimun, serta telah terbentuk
126 Pasar Tertib Ukur pada aspek pelayanan
kemetrologian telah dilaksanakan kegiatan tera
dan tera ulang terhadap alat UTTP sebanyak
10.584.454 sebagal capaian dari pembinaan
terhadap 51 UPT dan UPTD Metrologi Legal.

6. Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NFB) dan
Nomor Registrasi Produk (NRP) dalam rangka
pengawasan mutu produk dalam negeri setara
dengan mutu produk impor sebagai dasar
pengawasan barang beredar atau  market
survaillance, Kementerian Perdagangan sampai
dengan Desember 2013 telah diterbitkan
sebanyak 1.947 NPB, 21.774 SPB dan 982 NRP.

7. Layanan perlindungan konsumen, kemetrologian,
dan mutu barang yang dilakukan melalui
penyelesaian pendaftaran/perizinan di bidang
standardisasi dan perlindungan konsumen.
Sampai dengan Tahun 2013  perizinan/
pendaftaran di  bidang standardisasi dan
perlindungan konsumen ditargetkan dapat selesai
dalam 5 hari. Sampal dengan April 2014, jumlah
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK] yvang telah
mendaftar adalah 29 Lembaga Sertifikasi Produk
(LSPro} dan 8 (delapan) Laboratorium uji SIE.

Pasar Komoditi Terorganisasi

Suatu pasar komeoditi terorganisir memberikan kontribusi
kepada perekonomian melalui harga yang terjadi melalui proses
pembentukan (discovery) vang efisien, efektif dan transparan.
Harga-harga vang terjadi di pasar spot, pasar berjangka dan
pasar penyimpanan (gudang) komoditi; memberikan informasi
yang berharga untuk pelaku pasar. Informasi bisa
dikembangkan dari hubungan antara harga spot, harga
berjangka dan spread antara harga spot dengan harga
berjangka (basis spread] tersebut. Faktor-faktor yang
mempengartuhi penawaran dan permintaan di  pasar-pasar
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tersebut seperti perubaban iklim, perubahan suku bunga,
kejadian bencana alam, dan lain-lain akan diserap oleh pasar
dan kemudian tercermin di harga-harga kamoditi.

Faszar Fisik Komediti terjadi di 2 {dua) burss berjangks di
Indonesia yaitu di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Bursa
HKomoditi dan Derivatif Indonesia |[BKDI}. Perkembangan Pasar
Komoditi Tercrganisit th BBJ dimulai dengan adanya
Persetujuan atas Usulan Permohonan Perubahan Peraturan dan
Tata Tertib (PTT} Pasar Fisik CPO dan Persetujuan PTT Pasar
Fizik Kom dan Kakac Terorganisir pada tahun 2010, Untuk
Persshujuan Penyelengearaan Spesifikasi Komoditi dan usulan
PTT Pasar Homodit Syariah diterbitkan pada t@hon 2011
sedangkan Persemiyjuan PTT Pasar Fisik Karet Bokar
Terorganisir diterhitkan pade tahun 2013, Perkembanegan Pasar
Kemoditn  Terorganisr di BKDI dimulai dengan  adanya
Persetujuan Perubahan Kentrak Fisik Timah (INATIN) pada
tahun 2012 serta FTT mengenal Kontrak Fisik Timah Batangan
pada tahun 2013,

Pengembangan Citra [ndonesia

Citra Indonesia merupakan aset (terbezar) bagi sebuah negara
karena betkaitan dengan peputasi, Kepercavaan, dan persepsi
kualtaz terhadap scluruh produk yang berasal dan Indoncsia,
Pengembangen citra ataun Nation Branding tidak selkedar
membenkan nama dan menempelkan logo pada suatu produk,
iklan, kegiatan maupun promesi, tetapl merupakan =vatu
proses strateg yang tepat yang perlu dirancang secara hobstik
dan berkelanjutan.

Secara umum, produk dengan kuadites baik dan didukang
keunikan produk it sendiri sangat membanimy produk tersebut
dapat dikenal secara cepat. Namun dengan strateg Branding
tethadap produk Indonesia yang tepat tentu saja  akan
mendorong citra [ndonesia di mata duniz intcmasional sebapail
negara yang mampu menghasilkan produk vang  kreadf,
berkualitas, berdaya saing. Citra sebuah negara bukan hanya
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merck scbuah produk. Negara yang sudah mempunyai citra
varg baik di dunia dibangun dar proscs yang panjang. lklan
vang paling manjpur yatu iklan dari kesan yang dibawa oleh
pengunjung yang datang ke negara tersebut dan tentn ikar
mempengaruhi pemahaman kuat yvang mampu membawa nama
baik negara ter=zebut.

Proses pembangunan citra memang tidak modah  dan
memerlukan proses penggalian yang lebih dalam, baik dalam
bentuk komunikasi dan pelayanan yang pnma ke setap
rendatang yang berkunjung ke Negara kita mavpun budaya
hidup yang tdak negatif. Sedanghan industri dan tehnolog
merupakan pilar tersendiri dalam memberikan citra atau image.
Dengan tagline  “remarkable Indonesia®, Kementerian
Perdagangan melabukan  berbagai  upaya oyvata  untuk

membangin citta positil Indonesia,

Kepatan promesi dan  pencitbaan dimaksudkan untuk
membentuk citra positif masyarakat internazional terhadap
Indonesla secara menyelurubh termasuk citra positif produok-
produk eks=por lndonesia yang pada akhirnya altan berdampak
terhadap minat masyarakal internasional untuk membel

produk ekspor Indonesia.

1.2 Potensl dan Pecrmasslahsan

1.2.1

Potensi

Untuk mencapai =asaran pembangunan perdegangan dalam
jangka walktu lima tahun ke depan, terdapat sgjumlah potensi,
bBaik di internal maupuan i lingkungan eksterpal Kementerian
Ferdagangan yvang dapat mempenganihl kinera perdagangan,
sebagal benkut:

1.2.1.1 Ukuran Pasar Domestik
Indontsia merupakan negara dengan pasar domnestik
vang sangat besar. Disamping easnya wilayah,
ukuran pasar domestik tercermin besammya jumlah
populazi dan tingginya tingkat  pertumbuthan
penduduk dengan daya beli yang semakin meningkat,
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dan besarnya tila produksi pérckonornian, Populasi
yang besar merupakan faktor yang sangat penting
dalam pértumbuhan ckonomi suam negara Lkarena
pertumbuban ckonomi akan ditopang oleh konswms
masyarakat. Kontribusi  pengeluaran  konswamsi
masyarakat terhadap PDB i Indonesia herkisar antara
80 - Y0 persen terhadap FDB. Tidak lama lag,
pertumbuhan ekonomi Indonesia akan diberkahi aleh
adanya Bonivta Demograll, dimana persentasi populasi
produktll akan lebih besar dibandingkan persentase
populasi  non  produlttiinya. Scgalan dengan
peninpgkatan daya beli masyarakat, maka Indonesia
merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan
hagi pengusaha Jokal maupun pengusaha asing.

Senada dengan hal di atas, Asian Development Bank
(2014} melaporkan bahwa pada tahun 2030 zebanyak
1,4 persen pernddudul duma merupakan penduduk
Indanesia, nak 0,4 persen basis points (bps] dibanding
tahun 2010, sementara sebagian besar di negara lain
justi stagnan bahkan ada juga yang menurun sepettl
terjadi di Jepang, Eropa dan Amenka Senkadt.

Terjadinya penitgkatan  dayas  beli  masyarakat
tercermin dari perkiraan bahwa dalam 10 - 15 tahun
lte depan middle-income class di Indonesia akan oak
dua kali lipat. Informasi lain juga menunjulkcan bahwa
pada tabun 2030 akan terjadi peértumbuhan
consuming class i Indonezia menjadi 133 juta jiwa
dari 45 juta jiwa pada tahun 2012 (MocKinsey Global
Instifute, 20132).

Besarnya jumlah populasi dan tngginya tmgkat
pertumbuhan  penduduk tidalt terlepas dari bonus
demografi yang akan dihadepi Tndonesia. Berdasarkan
dolumen RPIMN  2015-2019, Indonesia dyyakim
memiliki peluang untuk dapat menilamati bonus
demograll dengan rasio  ketergantungan  penduduk
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bukan usia kerja terhadap penduduk vsia kerja vang
semakin berkurang. Indonesia mempunyai potensi
untuk memanfaatkan bonus demografi baik =ecara
namnonal mavpun regional. Penduduk nsia produlkd
Indonesia sendin menyumbang sckitar 38 persen dari
total penduduk usia produktii di ASEAN. Tingginya
jumlah dan proporsi penduduk usia ketja Indonesia
selain meningkatkan angkatan kerja dalam ncgeri juga
membuka peluang untuk mengisi kKebutuhan tenagea
bagl negara-negara yang proporsi penduduk  usia
kerjanya menurun sepetti Singapura, Korea, Jepang
dan Australia.

Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi
Pertumbuhan ckonomi Indonesia dalam & tahun
terakhir cukup tnggi dengan rata-rata iebih dari 5
persen  setiap tahunnya. Secara  fundamental
pereckonemian Indenesia  cukup kokoh  dalam
menghadapi berbagai tekanan dari krisis global. Hal ini
dibuktikan dengan perekonomian Indonesia yang
masikh tumbuh sebesar 4,6 persen ditengah krisis
global pada tahun 2009, dan tambuh sebesar 5,83
persen pada tahun 2013 ditengah banyak negara
vang mengalami kontraksl akibat krisis keuangan dan
resesi global.

FPertumbuhan ekonomi yvang cukup bunggi ini telah
mendorong  perluasan  kesempatan kerja.  Tingkat
pengangpuran terbuka berhasil diturunkan darn 7.4
persen pada tahun 20103 menjadi 5,9 persen pada
tahun 20014. Periumbuhan elonomi dan penciptean
lapangan kerja yang disertal pelaksanaan kebijakan
afirmatif dalam lima tahun terakhir telah menurnkan
tingltat  kemiskinan. Jumlah  penduduk miskin
betkutrang dari 22,5 juta orang pada tahon 2009
menjadi 27,7 juta orang pada bulan September tahun
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2014. Tingkat kemiskinan taran dari 14,1 persen
menjadi 10,96 persen pada periode yang sama.

Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh
stabilitas vang tengaga. Inflasi dapat dikendabkan
dalam batas yang aman. Niali tukar meskipun
cenderung terdepresiasi, pergerakannya masih dalam
taraf yvang wajar. Delisit engparan tetap terjaga di
bawsalt 3 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2013, ditopang oleh
konsumsi masyarakat dan pengelungran pemerintah
vang tetap kuat. Walaupun tegadi kenatkan harga
BBEM bersubsidi pada pertenpahan 2013, konsumsi
masyarakat tahun 2013 tetap tinggl yaitu tumbnh
sebesar 5,3 persen |sama dengan pertumbuhan 2013),
Konsumsi masyarakat berhasil dijaga dengan upays
pemerintah  melalw  propram  Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat untuk tetap menjaga daya beli
masyarakat, serta kegasama wyang kuat antars
Pemerintah dan Bank Indonesia untitk menstabilkan
harga sehingga inflagi kembali normal sampai dengan
akhar 2013, Pertumbuhan konsums: juga diderong
oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 4.9 persen
dibanding tabhun 2012 sebesar 1,3 persen. Sejalan
dengan melemahoya pertumbuhan ckonomt, impor
hanya tumbuh 1,2 persen pada tahun 2013 dibandmg
tahun 2012 {6,7 persen).

Cari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sebesar
3.9 persen, dengan perfumbuhan tertinggi terjadi pada
subselttor penkanan, Sektor industri  pengolahan
tambuh sebesar 5,5 persen, dengen perbumbuhan
terbngpl terjadi pada subsektor alat angkut, mesio,
dan peralatannya. Seltor tersier tumbuh zehesar 7 .4
persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor
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penganpgkatan  dan  telekomunikasi yang tumbuh
sebesar 10,2 perscn,

Parkembangan ini telah  berpengaruh pada
kesejahteraan masyarakat. BPE mencatat pada tahun
2014 PDR Indonesia atas dasar harga berlaku
mencapal Ep. 105427 tnhun, angka imi menitghat
dari tahun 2013 yang tercatat stbesar Rp 9.084,0
triliun, sementara PDB per kapits tahun 2014
mencapa Rp. 41,8 juta ataw USE 5,531,5 yang pada
tahun 2013 adalah sebesar Rp. 36,5 juta.

Thlim Usaha Perdagangan

Eementenan Perdapangan tetap berkomitmen dan
kensisten unoak terus melakukan perbaikan iklim
usaha, khususnya di sektor Perdaganpan. Keomitmen
dan kaonsistensi untuk terus memperbaiki ildim usaha
di Indonesia tidak saja memipakan potensi antuk
mendukung kinerja mvestasi dan ekspor, tetapi jupa
akan senantiasa mempertahankan ekepektasi positif
pelaku vsaha untuk melakukan dan meningkatkan
aktivitas-aktivitas bisnisnya di Indonesia,

Selain dar pada itu, dengan diterbitkannya landasan
Undanpg-Undang yang mengatur Perdagangan, maka
Kementeran Perdapangan juga berkeinginan untuk
memberikan kepastian berusaha dengan memberikan
tata cara berbisnis yang fransparan, pastl, jelas dan
terulour, Diharapkan langkah tersebut dapat merebut
perhatian  para calon pengusaha untuk memulal
bisnusniva di Indenesia. Di lain  pihak, dengan
terbentitknya berbagai aturan mengenal tata cara
berbisnis yang transparan, jclas dan teruicur dapat
menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan teras
hertumbuh.
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1.2.1.4 Peran Indonesia di Dunia Internasional

Kondisi  geopolitik  dunia saat  ini  mengalami
pergeseran dan negara-negara barat menuju kawasan
Asia pasifik. Hal ini dapat terlthat dari dari kurang
lebth 41 persen jumlah penduduk dunia berada di
kawasan ini, dan 50 persen persen transaksi dunia
terjadi di kawasan Asia Pasifik. Periumbuhan kawasan
Asia Pasifik mendorong Ametika Senkat  untuk
menggalang keitkutsertaan negara-negara di kawasan
Asia Pasifik untuk bergabune dalam Trans Pecdfic
Fartitership [TPP).

Peran Indonesia sebapgali negara di kawasan Asia
Pasihk scmakin penting di mata dunia internasional.
Selain karena faltta bahwa Indonesia memilild posisi
geogralis yang sangat strategis dan merupakan pasar
vang besar yang tetap tumbith positi di tengah Krisis
global, kKinerja diplomasi internasional Indonesia juga
telahh  mampu mencmpatkan Indonesia  menjadi
pemeran =seniral dalam berbapai forum multilateral
maupun regional. Peran sentral ini merupakan potensi
yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung
pertutnbuban ekanomi, khususnya melalus
perdagangan wntermasional dan mclalui kenjasama

investasi.

Diplomasi perdagangan memipakan saleh  saf:
instrumen penting dalarm memperjuanghkan
kepentingan nasional puna memperluas akses pasar
internasicnal. Berbagai perundingsen dalam forum
bilateral hterkembang sangat cepat dan  memiliki
dampak yang signifikan terhadap pertumbuihan
ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Oleh karensa i,
Indonesia harus  berperan akbf  dalam setap
perundingan guna melindungi kepentingan ekonomi
Indonesia di bidang perdagangan dan investasi.
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Kebijakan penpurangan hambatan perdagangan, bailk
hambatan taryf MAaupun non-tariff, dan
memperjuangkan  kerjasama  hantuan  teknis  dan
capacily  bullding melalui diplomasi  perdagangan
bertujuan wntuk meningkatkan perdagangan dan
investasi melalui kerjasama perdagangan bilateral.
Pendekatan ketjasama bilateral [ndonesia berorientasi
pada peryajagan pengembangan Economic Partnership
Agreement (ILJEPA, [E-CEPA, IK-CEPA, IA-CEPA, 1I-
CECA, TiGs 1C-CEPA, [P-CEF) Joint Study towards the
Feasthility of Fre Trade Agreements [Turki, Mesir,
Tunisia) Preferential Trade Agreement {Iran, Niperia,
Peru, Meksiko), Jomt Commitiee [Afrike Selatan);
bilmteral consultations (joint commiasion, werking group
on trade and inpestment [(EU, Rusia), dan forum
pertemuan hilateral yang reguler/terstruktur ataupun
tidak terstrukiur.

Dalam lingkup regione] ASEAN, Indonesia tidak sajn
harus berperan aktif dalam membentuk kerja sama
dalam fornum tersebut, melainkan jugs harus mampu
mengoptimalkan pemanfestan dard  kerja  sama
dumaksud  bagi  =cbesar-besarnya kepentingan
Indonesia. Momentuarm besar kerja sama  interpal
ASEAN akan ditanda dengan pemberlaliuan ASEAN
Economic Community (AEC) atanl Masyaralkat Elonoimi
ASEAN pada akhir tahun 2013,

Beberapa strategi pada dngkat regional dalam rangka
menghadapi ASEAN Free Trade Areq (AFTA) meliputi
penyelenggaraan pertemuan terkait AEC 2015,
Regional Comperehensive Economic Partnership [RCEFP),
ASEAN+], Brunei Darussoalam-indonesia-Molaysta-
Phifipines Egst ASEAN Growth Area {BIMP-EAGA),
Indonesia-Malaysio-Thafland Growth Triangle (IMT-GT).
Koordinasi kebijakan juga sengat diperlukan dalam

konteks perumusan posisi runding apar Indonesia
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dapat menentmken tidak saja posisi “defensive® tetapi
juga posisi "offensive’ yang dapat semakin membiuka
akzes pasar Indonesia di ASEAN dan negara mitra
ASEAN.

Selain berperan aktl  membangun  diplomasi
perdagangan melalui kerjasama bilateral dan regional,
Indonesia  juga  tergabumg  dalam  organisast
perdegangan dunia. Perdagangan internasional yang
gaat mi diatur melalui crganisast perdagangan dunia
(World  Trude Organizatfon) dipandang sebagaj
crganizasi perdaganpgan yang tergolong  mapan,
Prinzip-prinsip di WTQ watg menciptakan sistem
pérdagangan yang fair, rule based system, tanpa
diskriminasi dan transparan dianggap dapat
memberikan  kontribusi pada pembanpgunan negara
anggotanya. Pada prnnsip rule based spylem yang
dianut WTO lebih mempeosisikan semua anggota
memiliki hak dan kewajiban yang sama zebagai negarg,
anggeota. Prinsip tersebut lebih memudahkan bagl
semua negata anggota WITO  bermasuk Indonesia
=ebagai negara berkembang dalam  melakukan
negosiasi perdagangan dengan newara lain di dunia.

Adapun yang menjadi perhatisn WTO dalam beberapa
tahtin terakhir, diantaranya adalah penyelesaian Doha
Pevelopment Agendn (DDA-WTO), serta perundingan-
peratdingan non DDA lainnyae. Indonesia sebapai
salah satu anpgota WTO jupa berperan  dalam
menerapkan Trade Policy Review Mechanism (TPRM]
guna meningkatkan komitmen dan disiplin negara
anggaots perihal perundingan multilateral, Selaon it
kebijalkan penanganan dispute dalam ruang lingkop
perundingan multilateral juga menjadi salah satu mu
sentral dalam  gerangkaian  kebjakan kerja sama
perdagangan  Indonesia. Tabhun 2013  Indenesia
berhasil tenjadi tuan romah KTM WTO X yang
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menghasilkan paket bali. Beberapa isu strategiz yang
termasuk dalam post Bali isu adalah antara lain
mengenai lsu pertanian, non pertanian, [TA [, Trade
Facilitation, HKI, lingkungan dan pembangunan.

Selain menjadi  angpota  WTO, lodenesia  juga
bergabung dalam Asia pasific Feenomic Cooperation
{AFEC) Posizi Indonesia dalam APEC dan orpanisasi
internasional lainnya, hanis diarahkan melalai
kebijakan strategi= guna mencapai scbesar-besarnya
manlaat bagi Indonesia. Kebijakan strategis vang
ditnaksud meliputi diplomasi terkait pembukaan akses
pasar ekspor SELLa pénuninan hambatan
perdagangan. Pembahasen-pembahasan konektifitas,
perdagangan barang dan jasa terkait lingkungan,
hambatan non ierff, dan fasilitasi perdagangan yang
mencakup behind, af. dan across the border, periu
dikawal dengan baik sehingpa tidak keluar darn korider
kerja =ama APEC dan gesuai dengan arah kebijakan

pemerintah ndonesia,

Posisi  Indaonesia pade diplomesi perdagangan
internasional dalam Beberapa tabun terakbic berfolous
terhadap kebiakan penpamanan akses pasar clspor
Indonesia. Penpamanan akses pasar yang dimaksud
diantaranya adalah perlindungan terhadap produk
sektor pertanian dan perkebunan, seperti karet, ko,
dan lada melalui organisasi komoditi internasional.
Langhah tersebut diambil guna menghadapt gejelak
harga komoditas di pasar internasional yang dewasa

ini cenderung tidak menentu.

Meningkatnya keterbukaan perdagangan —melalui
penurunan hambatan perdagangan aken memben
akses bagi perelonomian Indonesia terhadap keahlian,
modal dan teknologi dalam ranpka mendulung
perhaikan-perbaikan, peningkatan  kualitas  dan
ciisiensi dalam perekonomian domestik. Untuk im
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perdagangan jasa mendapat pechatian penting oleh
pemerintah Indonesia. Dalam struktur PDB nasional,
jaza memiliki peranan yang besar dengan tren yang
meninglkat, Pada tahun 2000, kontribusi jaza terhadap
pembentukan FDB sebegar 45 persen dan meningkat
mienjadi 55 persen pada tahun 2013.

Dan  =izi  perdaganpan  intemasional, kinerja
perdagangan jasa Indonesia mengalami delsit yang
terus meningkat dari tzhun ke tahun. Sepanjang
pericde 2009 - 2013, defisit perdagangan fasa
Indonesia tumbuh dark USD 9,74 miliar menjadi USH
11,42 miliar atau memngkat 17,3 persen dalamn 4
tahun belakangan ini. Salah satu sektor terbesar yang
menyumbang defisit perdagangan jasa Indonesia
adalah sektor transportast baik barang maupun
perumpang yang menyumbang 78,22 persen dan total
delisit perdapangan atau mencapai USD 2,94 miliar.
Eondisi ini tidak terlepas dari masih dominaonya
perusahaan asing delam penyediaan jasa transportasi
di Indonesia khususnya untuk trensportasi barang.
Bahkan ekspor produk Indonesia scbagaian besar
diangkut oleh perusahaan asing yang seiring dengan
Impor Jasa tranaportasl,

Perundingan perdagangan jasa internasional
bertujuan meningkatkan penetrasi jasa domestik di
pasar negara mitra dan menyrunkan hambatan
pecrdagangan ke paser domestik terhadap input entara
jasa Impor yang dibutuhkan oleh jasa dan sektor
lainnya dalamn perekonomian domestik, namun kurang

memadai/tersedia di dalam negeri.

Eitel Modern dan Tradisional

Ritel modern tenuama di kota-kota besar dan
tradisional  menumukkan  peckembangan  yang
menggembirakan. Data yvang dirilis Azcsiasi Penpgusaha
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Ritel Indonesia {(APRINDD) menunjukkan bahwa omezet
angpota APRINDO yvang mewalili 30 — 35 persen dan
total pasar ntel naswnal mengalarm kenadkan yang
gignifikan dalam 3 tahun terakhir. Omzet Angecta
AFRINDO pada tahun 2011 berads pade kisaran Ep
100 thlim, kemudian mengalami  kenackan pada
tabun 2012 menjadi BEp 1353 tnlun dan pada tahun
2013 menjadi 145 triliun.

Peningkatan omzet ritel modern didorong semakin
pesatnya pertunbuban perad ritel modern terutama
ritel modern dalam lormmat mmuommearket, Geram ntel
modern pada tahun 2011 begumlah 18.182 pera,
pada tahun 2012 mengalatmni kenaikan menjadi 20.541
gerai dan pada tahun 2013 menjadi 21.458 gerai.
Perkembangan pesat gerai ritel tersebut dikarenakan
potensi pasar di Indonesia masih ceukup besar dan
menguatnys pangsa pasar penduduk kelas menengah.

Sementara iy, ritel tradisional di Indonesia tetap
memiliki posist strategiz. Pasar ntel tradisional di
Indonesia termasuk yang paling sering dilunjungi,
vaitu =sebanyak 25 kali per bulan, dibandinghkan
dengan India dan Srilanka yang hanya 11 kali per
bulan dan Filipina yang hanya 14 kali per bulan.
Omset ritel tradisional pada tahun 2008 adalah
sehegar Rp 156,29 triliun, meningkat dibandingkan
tahun 2004 vang sebesar Rp 1087 trihun, atau
meningkat sebesar 443 persen selama HEma tahon.

Perkembangan positil ritel modern dan ritel tradisional

merapakan keluatan  tersendini yang  dapat

dimanfaatkan gantulke:

8. Meningkatkan pertumbohan  ekonomti  melalii
peningkatan cutput =ektor perdagangan.

k. Meningkatkan kelancaran atus barang, dimana
ritel modern dan ntel tradisional merupakan
bapian vang tidak terpisahkan dar sistem
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distribusi dan logistik nasional. Pada akhirnya,
keberadazn ritel mi akan dapat membantu
stabilitazs harga dan mengurangi dispatitas harpga.

¢. Membeordayakan UMEM trelalui Jaringan
kemitraan antara UMKM dengan jaringan ritel
madern.

d. Mendulung pertumbuban yvang lebibh inklusif dan
berkeadilan, kbususnya bagl UMKM perdagangan
yang beralttivitas di pasar caloeat,

Selean aspek-aspek yang telsh disebutkan i atas,
pasar rakyat Indonesia memilild posisi khusus dalam
perckonomian Indonesia, karena sangat berkaitan erat
dengan  aspek  kultural, geografis, dan  tradisi
masyarakat Indonesia, Pasar rakyat mampu
meningkatkan penyerapan tenega kerja; menjapa
stabilitas harga bahan pokok; memberdayalzan usahe
milere,  keeil,  datn menengah;  meningkatkan
kesejahierasn masyarakat; dan meningkatksan
pendapatan asli dacrah.,

Pasar Komoditi yang Terorganisir

Pasar komoditi yang dapat dikembangkan menjadi
Pasar Berjangka Homoditi, Pasar Lelang, dan Sistem
Resi Gudang, memiliki potensi untuk mendukung
stabilisasi harga dan  pemberdaysan  produsen
kamoditi.

Perdagangan herjaitgks merapakan salabh satu sarana
untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harpa
komoditi, Melihat potensi  pasar berjangka ini,
Kementerian Ferdagangan terus berupaya membenahi
perdagangan  benangka wyang saat ini  semaldn
berkembang.

Pazar lelang mampu membentuk harga vang
transparan dan menjega kualitas  barang  vang
diperdapgangkan. Potensi pasar lelang ini



1.42.1.7

1.2.1.8

-57 -

dikembangkan Kementerian Perdagangan melaha
fazilitas pasar lelang di beberapa daergh,

Selain mampu menjaga stabilitas harga, Sistern Resi
Gudang (FRG) juga memberi peluang bag pembiayaan
produsen, dirmana komoditi-kemoditl yang disimpan di
dalam gudang dapat dijadikan sgunan bank.

Komoditi Unggulan yang Beragam

Indonesia memiliki beragam jenis komoditi unggulan
yang berpotensi untuk dikembangkan. Keomoditi-
komeoditi ungpgulan tersebar di selaruh daeralhh di
Indonesia, baik komoditi yang sudah memiliki potensi
daya ezing di pasar intermasional (kendisi permintaan),
mavpuan komoditi unggul berdasarkan kompetensi
dacrah-daerah [kondisi penawearan).

Keragaman komoditi unggul ini merupakan salah satu
alternatil solusi diversifikasi produk ekspor nasional,
dimana ekspor nonmigas nasional untuk scpuluh
produk ckspor utama [TFT, elekironika, karet dan
produk karet, minyak Kelapa sawit, hasil hutan, alas
kald, otomotil, wdang, kakao, dan kopi) adalah zebesar
34 persen.

Kualitas Sumber Daya Manusia Seltor Perdagangan

Kementerian Perdagangan memiliki potensi sumber
daya raanusia {SDM) yang semakin baik di ingkungan
internalnya, untuk menyelenggarakan pembangunan
petdagpangan, antara lain:

4. Sumber Daya Mamisia Dunia Usaha

Pengembangan kualitas 3DM sektor perdagangan
terkait dunia usaha, Kementerian Perdapanpan
telah menyelenggarakan pelatthan-pelatihan bagi
calon elzportit nasional. Sepanjeng tahun 2013
telah dilaksanakan pelatthan =ebanyak 135
angkatan, aten naik sebesar lebih dari 13 persen
dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 118
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angkatan. Dimasa mendatang eksportir nasional
baik jumlah meupun kuaalitasnya akan terus
difnghkatkan melalui program  pelatihan  yang
kemprehensif dan konstoaktf,

k. Sumber Daya Manusia Aparetur Perdagangan

Dalam mendukung kinerja, Kementerian
Perdegangan diperlukan sumber daya manusia
yang berkualitas. Untuk meninglatkan ualitas
EDM aparatur perdagangan, Kementeran
Perdagangan telah menjalin kerjasama dengan
berbagai lembaga pendidikan fermal baik yeng
berada di dalam neperi maupun di luar negeri
dalam  kerangka  peningkatan  kemampuan
akademik melalui program Strata-2 dan Stratg-3,
Selama  tahun 2012 séampaa  denegan 2013,
zebanyal: 215 pegawal Kementerian Perdagangan
telah mengikutl program 5-2 dan 5-3 back dr
dalam dan di luer negeri yeng difasilitazi olch
lembaga donor luar negernd dan anggaran APBN.

12,19 Undang-Undang Perdagangan dan lmplementasinya

Undang-Undang Nomor 7 2 Tahun 2014 tentang
FPerdagangan merupakan satn-satunya dan pertamma
kali  divndanglkan setelah  selama 80 tahun
meng@panakan Duteh's Bedryjfsreglemenlerngs
Ordonnatie tahun 1934, Undanpg-Undang yang terdiri
atax 19 bab dan 122 pasgal iri merat fUngsi
kebijekan, pengaturan, dan pengendalisn di sektor
perdagangan vang diharapkan dapat memacu kKinerja
sektor perdapangan nasional.

Pengesahsn Undang-Undang perdagangan ini didasari
keinginan untuk mendorong daya saing sekior
perdagangan [ndonesia, khususnya di tengah integrasi
ekonomi dunia yang sarat dengan perubahan cepat.
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Pada perspektif stratcpiya, Undang-Undang
Perdagangan ini merupakan representasi  dari
Lkomitmen besar pemenntah dan DPR untulk menjaga
vektor perdagangan nasional agar dapat memberikan
daya dorong dan nila tambah bagi perekonomian
nasional, melindungi produksi dalam negen,
memperluas  pasar  temaga  kerja,  perlindungan
kansumen, menjamin kelancaranf keterzediaan barang
dan jasa, penguatan UMEM, dan schagainya.

Sebagai perundang-undangan yang baru diterbitkan,
maka kedepan proses sosialisasi Undang-Undang i
perlu  dilaksanakan secara intensif ke seluruhb
stakeholder =clkdor perdagangan dalam kaitannya
dengan pengimplementasiannya dimana yang akan
dilcngkapi dengan peraturan pelaksana pendulung,
Undang-Undang Perdagangan abkan dilengleapi dengan
peraturan  pelaksana vang melipud 9 (Sembilan)
Peraturan Pemerintah, 14 Peraturan Presiden, dan 20
Peramran Menteri. Penyelesaian peraturan-peraturail
pelaksana inl dalam waktu beberapa tahun kedepan
harus dapat diselesaikan schingga dapat memberikan

keoptimalan proses implementasinya.

Pertnasalahan

Disamping berbagai potensi yang  dimiliki, Kementenan

Perdagangan juga dihadapiken pada sepumnlab pertmasalahan

vang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja perdegangan

baik di dalam meupun di luar negerl dalam pericde [ima tahun

mendatang, antara lain:

l.2.2.1

Neraca Perdagengan MNonmigas wyang Mengalami
Pepuiruan

Tren penurunan neraca perdagangan nonmigas di
Indonesia  dalam  kurn lima  tahon terakhir
mengrambarkan  bahwa  di tengah lesunya
perckonomian  dunia, produk nenmigas [ndenesia
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cenderung mengalami  kesulitan dalam  menembus
pasar intermasional.  Penumnan aarplus  neracs
perdagangan  tersebut  selain karena  lesunya
permintaan dari dumia  internasional | akibat
melemahnya pershenomian dunig, juga disebabkan
oleh peningkatan impor produk nonmigas yang cukuap
pesat, relatif terhadap elbspor produk nonmigas
Indomesia. Lebih lanjut,  penmnazalaban yang
mengsmuka adalah beham kuatnya daya saing produk
[ndonesia di pasar internasional, selain it juga
discbabkan oleh meninghkatnya hambatan ton-tarif di

pasar ekspor Indonesia.

Untuk meningkatkan surphis nerace perdagangan
nonmigas serta memimimalisir  defisit  neraca
perdagangan  jesa diperlukan  langkah-langkal
strategis yanpg beriokus terhadap peninpkatan rantai
nila produksi ekspor nonmigas dan jasa. Beberapa
langkah  strategis  yang  dimaksud, meliputi
harmonisasi kebijaltan antar instansi terkait, dari hulu
sampal dengan hilir, guna mencapai seranghaian
kebijjakan yang mendukung tercapainya tujuan utama

terszebut.

Belum Optimelnya Peran dan Pemanfaatan Hasil

Kerjasama Perdagangan Internasional

Pemanfaatan  hasil kerja  sama  perdagangan
internasional ¢rat kaitannya dengan implementasi
strategi muftitrack di  beberape  fora multilateral,
regional, dan bilateral. Adapun implementasi tersebut
harus sejalan dengan arah kebijakan perdagangan
internasional Indonesia, puna memastikan pencapaian
misi uwtama: peningkatan sektor perdagangan yang
berkualitas.

Dalam lingkup regional ASEAN, langkah-langkah
strategis guna menghadapi AEC 2015 harus dibuat
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dan dijalankan dengan scksama. Melinat potensi
perningkatan persaingan antar negara ASEAN serta
tejadinya regional division of labour, maka
peningkatan  deya saing dan  kapasitas nasional
merupakan kunci persiapan untuk menghadapi AEC
2015.8elain persiapan langksh “defensice”, persiapan
langkah “offerisive” juga harus dijalankan. Persiapan
yvang dimaksud diantaranya adalah peningloatan
kualitas SDM, serta diplomasi perdagangan pguna
meningkathan  aktivitas perdagangan predulk
barang/jasa indonesia, di wilayah ASEAN.

Kerja zama perdagangan internasional dalam ruang
lingluap  multlateral, seperti WTQO, APEC, dan
sebagainya umumnya berfokus  menpatasit  izu
internasional terkait linglungan, kesehatan, produk
pertanian, non pertanian, dan jasa. Hamun demikian,
posisi Indenesia dalam setiap perundingan tersebut
harus cukup tegas, puna mengamankan kebijakan
perdagangan nasional di fora internasional.

Pada ruang lnpkup bilateral, ke:ja sama antara

pemermtah RI dengan  mitra  dagang  strategis

diantaranya betrfoltus untull memperluas akses pasar

elspor  serta penurunan  hambatan  perdagangan,

melalni FTA, CEPA, PTA. Namun demikian, dalam

mcryalanitan kebijakan strategiz tersebut, sering kali

ditermukan hambatan baik internal meaupuan eksternal.

Hambatan internal yang dimaksud, meliput:

a] infrastrulctur yang belum memadai;

b) ketenagakerjnan yang belum terpecahkan;

¢] masalah penyelundupan dan kepastian hukum;

d] belum berkembangnya industr pendubung yang
kornpetitil:

e] kurangnya nilai tambah bag produk Sumber Daya
Alam,
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Sedangkan hambatan ekstermnal yang dihadap adalah;
a) persaingan plobal yang semakin tajam erutama
dengan China, Vietnam, Malaysta dan Thadland;

b) hambatan non tanf [ron tardff barer ascmakin

meningkat diterapkan oleh negara-negara maju.

Haszil kerja sams perdagangan intermasicnal belum
dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu dilakukan
langkah =stratepis agar masyarakat dapat memabami
dan memanfaatkan hasil kerja same perdagangpan

internazional.

1.2.2.3 Dehisit Neraca Perdapangan .lasa

Pengembangan sektor perdagangan jasa merupakan
salah satu pricdtas delam  keranpka kebijalan
perdagangan Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh
kondisi delisit neraca perdegangan jasa vang tdak
kunjung membailk. Untuk mengatasi permagalahan
terzebut  dibuat suam rancangan  pricritas
pembangunan bidang jasa, yang diantaranya berfokus
tethadap peningkatan ekspor nonmigas;, serta
peningkatan efisiensi ekonomi dan  produkbvitas,
Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan
adalah peningkatan investasi dalam negeri melalui:

a) penyederhanaan izin investasi,

bl promesi yang terintegrasi,

¢] peninglkatan kapasitas penyedia jasa,

d] peningkatan sarana dan prasarana pendukung,

e} penungkatan  keberpithakan  terhadap  investor

domeztilc.

1.2.2.4 Fluktuasi Harge Barang Kebutuhan Pokok

a. Untuk menciptalkkan =stabili=zast harga  perlu
menjamin  ketersediaan, memastikan  kelancaran
distribusi, elhsiens bisya produksi, distribusi dan
margin, memantau permintaan, serta menetaplkan
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kebijjakan seperti kebijakan harga, pengelolaan

stok dan logistik, serta pengelolaan ekspar impor.

[su penting terkait komoditi barang kebutuhan

pokak:

1. Kondiszi pasokan dan harpa pangan pokok di
dalam negeri biasanys dipengamihi gleh lakoor
priclukst yang bersilat  musinan,  ocuaca
ckstrim, masalah distribusi dan faktor ekternal.

2. Faktor produksi yang bersifat musiman dan
cuaca ekstrim sangat terkait dengan flukmasi
harga produk hortikultura seperti cabe dan
hawang.

3. Falttor elsternal yang mempengarahi fluktuasi
dan ketersediaan produk pangan impor, ascpert
kedelai, jzagung, gandum dan bawang putih,
Harga dan pasokarmya dipengarubhn oleh
kondisi harga, supply-demond di pasar
internagional dan nilai tukar.

4. Faktor distribusi, secara umuam produlk pangan
pokaok dipengaruhi oleh biaya distribosi di
dalam negeti vang masih tingegl dan beragam
alabat adanya boitieneck dalam rantzu pasck
setta  terbatasnva kepasitas  bongker/muat
pelabuhan di beberapa daerah yang kemudian
menciptakan disparitas harga antar daerah.

. Belum efisiennyz arus barang dan konckivitas

logistik, distribusi dan fasililtasi perdagangan.

Duliungan  Kementerian  Perdagangan  dalam

penpembangan kapasilitas logsitik adalah melalai

peningkatan kualitas sarana  distribusi  (Pasar,

Pusat  Distribusi  Regional/Pusat  Distribusi

Provingi, dan Gudangl, Peningkatan Kapasitas

Pelaku Lomsbk, sertz Penmmgkatan Koordinasi

dengan instansi pemerintah terkait dan pelaku

uzaha/asosiasi. Indikator yang digonakan untuk
metgkar kinerga  pengembangan  kapasitag
lopistik adalah:
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1. Memamininya biayas logistik Barang Kebutuhan
Polkole dan Barang Penting ([persentasze)
terhadap PDR;

Z. Transaksi perdagangan antar pulau [Propins
aritar Propinsd);

3. Pembanpunan/revitalisasi sarana perdagangan
sepertt  Pasar  Ralyat, Pusat Distribusi
RegionalfProving, Gudang Non SREG,

c. Pengelolaan impor dalam rangka meningkatkan
ketahanan pangan. Ketahanan pangan nasional
masih merapakan isn yang strategis bagi [ndonesia
mengingat masih Belum terpenuhinya Kecukupan
produksi, yang disertal dengan belum cptimalnys
sistern distribusi dan Hngpinya tingkat kensumsi
menciptalkan  keterkaitan yang tinggl denpan
masalah sosial, ekonomi dan polibk. Ketahanan
pangan sangat ¢rat kaitannya dengan  tinghkat
inflasi yang dapat menggangru pertumbuhan
ekonemi. Disamping ity ketahanan pangan juga
merupakan isu yvang sensitif  karena  terkait
dengan kesejahferaan petani di dalam neger,
sehingea pemerintah memiliki kewsgjiban untuk
menjapa kelanpsungan ketersediaan bahan pangan
nasional. Dalam rangka menjaga ketersediaan
pasokat pangan di dalam negeri maka diperhalan
auaty  kebyakan  impor vang  dinamis  dan
lataprehensit.

1.22.53 Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran EKonsumen

serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa

Sebagaimana diananatkan dalam  Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
pemerintah berkewajiban melakulkan upaya
pembinaan dan penpawasan perlindungan konsumen.
Konsumen indongsia saat ini masih scbapsi target
pasar dan belum dapat mengelaborasi peranoya
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sebagai market driven bagi perkembeangan barang dan
jasa. Lebih ianjut Lkonsumen I[adonéesia menulil
karakteristikk menerima dan pasrah, berorientasi pada
produk murah dan prediulk impoer, serta kureng peduli
terhadap lingkungan. Edukasi terhadep Konsumen
Indonesia disertal dukungan pengawasan barang/jasa
vang efeldl  akan mengubah posisi konsumen
Indonesia menjadi konsumen yang cerdas, mandiri
dan cinta produk dalam negeri.

Belum Terwujudnya Indonesia Sebagai Referensi

Harga Dunia

Sebagai salah satu penghasi] Wama komoditi di dunia,
Indonesia memiliki peran  yang strategis untuk
metnbentuk pasar yang menjadi tempat price discovery
bagi komoditi-komeoditi andalan  sepertt @ munyak
kelapa sawit (CPO), batubara, kakae, timah, kopi, dan
karect.

Besarnya — kontribusi sektor  komoditi peda
perekonomian nasional ditambah dengan besarmya
ketersediann komoditi di Indonesia meka sudah
sewafarnya apebila  Indonesia memiliki | pasar
terorganisir yang memhberikan referensi hatga baik
urituk spot maupun berjangka,

Pasar berjangka Indonesia diyalani masih dalam tahap
berkembang sechingga prospek ke depannya sangat
bagns. Namun demikian, karena masih dalam tahap
berkembang, maka periu dibuathan pedoman sebagai
acuan bagl perkembangan bursa di mass vang akan
datang. Perkembangan pelaltn pasar  komodifi
berjangka mengalami peningkaten yang pesat. Mamut
dibandingkan  dengan kondist perekonomian
Indonesia, make jumlah pelaku pasar komoediti ind
divakini masaih sanpgat sedikit.
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Pemngkatan valume multilateral perla ternes dilabukan
untuk mencapai fungsi ideal dari borsa Berjangka.
Tanpa keberadaan volume multilateral, meka sulit
menjadikan harpa [kentrak)] sebagai price discowery,
dan pada akhimys kurang mendulung perekonomiarn
secara keselurubhan. Adanya harga acuan dapat
membanty berbagai pthak (bisnis, pembeli, penjoai}
dari suati komoditi untuk menentukan
imengestimagi) besaran penerimaan (bag  penjual)
serta  besaran beban  [bapi pernbeli]  sehingea
membantu bisnisnya menuju =ituasi yang dinginkan
fperhitungan laba-rugi dapat lebih pasti).

Keterlibatan banyak pihak untuk ‘meramatkan’ bursa
divakini bukan =gja akan mendulmng keberadaan
bursa, tetapi dapat juga mempercepat tercapainya
salab satuy tuuwan keberadaan bursa komoditi yakni
sebagai sarana penciptzan harga (price discovery).
Ingtrumen kontrak berjangka di buasa-barsa di
[ndonesia, dapat menjadi salah satu kunci uanbok
meéningkatkan perckonomian, Tantangan yang harus
dapat dijawab untuk mewujudkan pasar komoditi
berjanpka wang likuid adalah integritas pasar dan
kevengan  terkait dengan  perdagangan kontrak
berjangla di bursa berjangksa di Indonesia.

Belum Tersedianya Data dan Tnformasi vang
Berkualitas

Dalam ¢ra globalisasi ckonomi, data dan informasi
merupalan salah satu kekuatsan penting yang dapat
mendukiung daya saing seluruh  sektor termasule
sektor perdagangan. Dengan adanya ketersediaan data
dant informasi yang berkualitas, kebijalan dan proses
pengambilan keputusan akan semakin optimal dalam
menyelesaikan masalah-masalah. Upaya yang dapat
dilakulkan kedepan dalam mendukung akses dan
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ketersediaan informasi ini adalah dengan
melaksanakan discminasi data dan informasi sehingpa
dapat meningkatkan kualitas kebijakan, mewujudkan
sinkronsiazi data dan informasi antar lembapa
ataupun inshtusi pemilik sumber informasi terksit
khususnya  sektor  perdagangan, mewjudkan
transperansi data dan informazi, dan meningkatkan
alses informas bagl sehuruh pihak,

Belum Optimalnya Pelaksanaan Tata Kelola

Pemerintahan yvang Baik

a. Tuntutan profesionalisme Sumber Daya Manusia
bidang perdagangan
Sumber Daya Manusia bidang perdagangan akan
menghadapi banyak tantangan untuk mewyjudkan
visi-misi  pembangunan  perdagangan Kedepan.
Qleh karens ity, tuntutan profesionalizme Sumber
Daya Manusia akan mendapat perhatan penuh
gerta menjad] faktor utama keberhasilan kinerja
sektor perdagangan. HKementerian Perdagangan
mencananglan beberapa langhkah strategis untuk
meningkatikan muaty Surmnber Dayva Manusia bidang
perdagangan diantaranya adalah: [i) perungkatan
koempetensi jabatan lungsicnal; (i) peningkafan
mutl aparatur bidang perdagangan, dan (iii]
pengembangan pola kanr sesual dengan peraturan
yvang berlaky sepertih. Undang-Undang Aparatur
Sipil Negara,

b. Ferizinan dan penegalan pelangparan hulium
Dalarm mendukung perbaikan iklim investasi dan
perdagangan, aspek repulasi dan Penzinan bagi
pihak-pihak terkait khususnya para pelaku usaha
perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah
kedepan. Sebagai langltal nyatas untuk perbailan
dimaksud, maks alan dilaksanakan
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pengembangan scluruh Perizinan  bidang
perdagangan secara online melahu vt UPPF dan
pengurangan waktu pengurusan Perizmnan. Dengan
adanya perbaikan ni, maka iklim investasi dan
perdagatigan akan semekin efisien dan menarik.

c. Penguatan den penataan kelembagsaen di dalam
rmmaupun di luar negen
Kementerian Perdagangan sebagai pembina sektor
perdagangan berperan  dalam mendukung  dan
mengalkselerasi pembangunan perdagangan
nasional. ©Olch  karcne  itu, penguatan  dan
penataan kelembagaan di dalam dan maupun di
luar negeri menjadi krusial dalam meéndukuing
tujuan tersebut. Kementerian Perdagangan akan
melakukan pengusatan kelembagaan sesuai dengan
vang diamanatkan dalam Undang-UIndang
Perdagangan dan penyusunan Standar Pelayanan

Minimum bidang Perdagangan.

1.23.9 Belum Sinerginya Kebijakan Pusat dan Daerah

Terkait =inergi kebijakan Pemerintah Pusat dan
Dacrah dalam pembanpunzn peérdagangan kedepan,
Kementerian Perdagangan untuk mendukung hal
sipnergi ini aken melaksanakan beberapa langkah
strategis, antara lain pelaksanaan sosialisasi tentang
Undang - Undang Perdagangan., Kementerian
Ferdaganpan akan melaksanakan sosialisasi Undang-
Undang Nemer 7 tentang Perdagangan yanp meliputi
aspck kebijakan dan  regulaszi  sehingga dengan
demilkdan dapat didubung oleh  selaruh  jejaran
pemerintah dacrah.
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BAB II
VI3 MISI DA TUJUAN

Visi

Arah tujuan nasional dar pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia [NKRI} seperti yang diamanatitan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 adalah untuk meclindungi =segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan wnum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamazan abadi dan keadilan sosial.

Datam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia menghadapi tiga
masalah pokok bangsa yaitu:

1] tnevosotnya kewabawaan negara,

2] melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan

3] mersbaknya intoleransi dan krisiz kepribadian bangsa,

Femerintahan periode 2015 - 2019 berkeyakinan bhahwa bangsa
Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu ideclogi yaitu
Fancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Trisalti dijabarkan dalam:

1) Kedaulatan dalam politils;

2) Berdikari dalam ckonomi; dan

3} Kepribadian dalam kebudayaan.

Dengan Trisakti sebagel dasar merupakan pembangunan [ndonesia
dalam lima tahun kedepan,maka VISI pemenntahan tabhun 2015 - 2019
adalah zebagai berikuf:
*Teranijudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”

hlisi

Dalam rangka mewujudkan Visi "Terwujudnyg Indonesia yang berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royeng”, malea mist

pemerintahan periode 2015 — 2019 adalzah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yanp mampu menjage kedaulatan
wilayah, mencpang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian [Indonesia

stbagal negara kepulauan,
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Mcvujudkan masyarakat mejy, berkescimbangan dan demokratis
berlandaskan Negara hukam;

Mewujudican politik luar negeri bebas-aktil dan memperkuat jati diri
sebagar negara mantim;

Mewujudkan loualitas hidup manusia Indonesia yang tingsi, maju,
dan sejahters;

Mewujudan bangsa yang berdaya =aing,

Mewujudkan [ndonesia menjad] negara maritm yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan

Mewujudkan masyaralat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misl Presiden dan Wakil
Fresiden pericde 2015-201% dalam melaksanakan Apenda Pembangunan
Nasional, Kementerian Perdagangan pericde 2015-2019 memiliki 3 (tiga)
misi dalam membangun seltor perdagangan, yaitu:

1.

Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangen luar negen yang
berkelanjutan;

Meningkatlan perdagangan Jdalam negen yang bertumbuh dan
berkualitas: dan

Mewigudkan tata kelola pemerintahan yang balk di o sektor
perdagangan.

Saszaran Strategis

Dalam upays membangun sektor perdagangan Indonesia selama periode
20153-2019, Kementerian Perdagangan memiliki enam sasaran atrategis

vang mewakili bidang perdapsnpan dalam negeri dan  bidang

perdagangan luar negen. Sasaran strategis vang ingin dicapal secara

umum dapat dilihat pada diggram berikut ini.
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Gambar 2.3.1
Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015-2019

F, Mepniagkatays Partuwmbobhan

Ekspor Barang Non Miges yaopg
Baiailat Teichalk dan Jouss

Terwujudnya harga barang kebutuhan pokok dan barang
penting vang stabil dan terjangkau

Penetapan dari sasaran ini bertujuan untuk memperkecil

kesenjangan harga barang pokok antar daerah dan

menstabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Keberhasilan

dari sasaran ini dinkur melahai 2 {dua) indikator, yvaitu:

1. Koefizsien wvariasi harga barang kebutuhan pokok antar
wilayah; dan

2. Koefisien variasi harga barang kcbutuhan pokok antar
waktu,

Tujuan dari penetapan indikator pertama adalah untuk
mengukur kesenjangan harga barang pokok antar daerah.
Koefisien Sasaran ini menggambarkan rendahnya disparitas
harga barang kebutuhan pokok antar daerah, Pada tahun 2015,
target dari koefisien variasi dimaksud sesuai dengan RPJMN
2015-2019 adalah kurang dari 14,2 persen. Hal ini dapat
diartikan bahwa pada tahun 2015 disparitas harga komoditi
barang kebutuhan pokok antar wilayah di Indonesia secara rata-
rata adalah kurang dari 14.2 persen. Selanjutnya, pada tahun
2019 diproyeksikan bahwa target dari koefisien dimaksud
menurun hingga kurang dari 13 persen. Hal ini dapat diartikan
bahwa pada tahun 2019 disparitas harga komoditi barang
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kebutuhan pokok antar wilayah di Indonesia sccara rata-rata
ardalah Kurang dasi 13 persen.

Indikater ini menggambarkan kondisi perbedaan harga barang
kebutuhan pokok di seluruh daerah. Adapun barang kebutuhan
pakok yang akan yang menjadi target untuk penguluran
sasaran memperkeci] kesenjangan harga barang kebutuhan
pokok antar daerah dan stabilisasi harpa barang kebutuhan
pokok terdin dari 10 {sepuluh} kemoditi barang kebutuhen
pakok yaitu:

(1} beras;

{2} gula;

(3} minyak goreng;

(@) terigu;

{S) kedelai;

[6) jagang;

(7] susu;

(8) daging sapi;

{3} daging ayanl; dan

(10} telur ayarm.

Dengan menurunnya disparitas harga antar dacrah untuk
harang kebutuhan pokok, maka diharapkan margin dan
perbedaan harga antar dacrah dengan nasionial  semakin
menurun sehingea ketersediaan dan kelancaran distribusinya

dapat terjaga.

Tujuan dari penetapan indikator kedua adalah untuk mengubur
stabilisasi harga barang kehunthan pokok. Koefisten dari
sasaran ini diharapkan dapat mengpambarkan bahwa harga
komoditi barang kebutuhan pokok secara nasional dalam satuy
tahun tidak mengalami Auktuasi harga yang ekstrim. Target dari
koefisien ¢dimaksud sepanjang tahun 2015-2019 sesuai dengan
target dari RPJMN 2015-2010 adalah kurang dari 3 persen. Hal
ini dapat diartikan bahwa scpanjang pericde 2015-2019, harga
barang kebutuhan pokokdiberikan ruang untuk herfluktuas

secara rata-rata kurang dari 9 persen.
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Adapun komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting
vang menjadi target pengukurat indikator sasaran ini adalah 10
{(sepulub) komoditi barang kebutuhan pokok sehapgaimana telah

dizchutkan sebelammnya.

Semakin kecilnya koefisien variasi harga barang kebutuhan
pokolk  dapat mengindikasikan stabilitaz  harga barang
kebutuhan pokok secara pasional yang terkendali, atau dengan
Lmta lain rata-rata harga barang kebutuhan pokok sccara
nasional tidak mengalami flukiuasi harga yang eksirim.

Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi
rumsh tangga

Tujuan dari sasaran strarcgis kedue ini adalah untuk
mendsrong pertumbuhan produkesi dalam negeri sehingea pada
akhirnya dapat turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk
dalam negeri dapat membantu menguatkan daya saing dan
produk nasional dan meningkatlkan cltra deri produk dalam
negeri- Pada akhirnya, meningkalnya produksi dalam negern,
menguatnya daya saing preduk nasional, dan meningkatnya
citra dari produk dalam negeri dapat memberikan stimulus
besar bagi lahirnya kemandirian ekonomi mtlalui kescimbangan,
kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Indikator vang digunakan untuk  mengukur  kinerja

meningkatnye Konsumsi Produk Dalam Negerl dalam Kongumsi

Rumah Tangga Nasional adalali:

i. Peningkatan koptribusi produk datam negeri  dalam
konsumsi rumah tangga nasionel; dan

2. Persentase bareng produksi  dalam npegenn yang
dipardagangken di tako swalayan.

indikator pertama menggambarkan  besarnys  proporsi
penggunaan produk dalam negen terhadap kotisumsl rumeh
tangea secara nasiomal, Selanjuinya, kontribusi produk dalam
negeri dalam  rumah  tangga nasional iu sendin basis
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perhitungannya berdasarkan pertumbuhan tingkat konsumési
barang dalam negeri terhadap PDB. Adapun target dari
peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumesi
rumah tanpgs nasional sepanjang tebhun 2015-2019 adalah
sebegar 92,3 - 93,1 persety,

indikater kedua menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi
produk delam neger juga dapat terlinat dari jumlah barang
produksi yang diperdagangkan di toko swalayan. Semalaf
banyak barang produksi dalam negeri yang diperdapanglkan di
toko swalayarn akan semakin  meningkatkan peluang
terwujudnya peningkatan Konsumsi produk  dalam  megeri.
gehubungan dengan hal tersebut, target dari barang produksi
dalam negeri yang diperdagangkan di toko diharapkan
mengalami peningkatan dari 60 - 80 perscn selarma periode
2015-2019.

Terwujudnya konsumen cerdas dan pclalnl  usaha  yang
bertan ggung jawalb

Penetapan sasaran ini  mempertimbangken  bahwa dalam
melindungi  konsumen  efektif diperlukan pemberdayaan
konsumen agar konsumen lndonesia menjadi kensumen Yang
cerdas dan disaat yang sama membina pelaku usaha agar lebih
hertanggung jawab. Dengan strategi ini diharaplkan dapat
tercipta perckonomian yang schat sebagaimana diamanatkan
oleh  Undang-Undang Momeor & Tahun 1999  (entang

Perlindungan Konsumen.

Dalam mengukur pencapaien sasaran ini, indikator yang
digunakan adalah indeks perlindungan kensumen niaga. Indeks
Perlindungan Konsumen Niaga ([PEN] adalah suatu ndeks
komposit yang menggambarkan kondisi Perlindungan Konsutnen
sektor perdagangan di Indonesia yang terdiri dari Keherdayaan
Konsumen dan Ketaatan Pelaku Usaha di sektor perdagangan.

Indeks keberdayaan konsumen digunakan sebigai alat ulr
terhadap pencapaian terwujudnya konsumen  yang cerdas.
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Semakin tinggh nilei dan  indcks keberdayaan konsumen
menggambarkan bahwa konsumen semnakin  mengetahiui,
memahami, dan berani untuk menecgakian haknya. Dalam
penghitungannya, indeks ini mengulur keberdayaan konsumen
dari & {eham) dimensi, yakni pencarian informasi, pengetahuan
ternitang Undang-Undang dan lembaga perlindungan konsumen,
pemilihan  dan  preferensi barang/jasa, perilalu  pembelian,
kecenderungan untuk bicara, serta perilakn complain.

Sementara itu, indeks ketaatan pelaku usaha digunakan sebagal
alat ukur terhadap pencapaian terwujudnya pelaku usaha yang
hertanggung jawab. Semakin tinggl milal dani indeks ini
menggambarkan bahwa tingkat ketaatan pelaku usaha untuk
tertib atas atliran, taat atas aturan yang berlaku dalam hal it
kewajiban pemenuhan ketentusn standar, label, dan mantial
kartu garansi, serta Konsistensi mutu bargng ¥yang
diperdaganglkan khususnya atas barang impor yang wajib
mementhi ketentuan SNI yang telah diberlakukan secara wajib,
alan semakin tinggl sehingga hal imi mengindikasikan bahwa
pelaku usahe menjadi semakin bertanggung jawab. Lebih lanjut,

pengulturan terhadap indeks ketaatan pelaku usaha meliput 3

ftiga) variabel utama, yakni:

1. Persentase alat — alat ukur, takar, tinbang dan
perlengkapannya [UTTP] bertanda tera sah yang berlaku
imewakili dimensi dari teriib ukuran]

2. Persentase Barang Bercdar yang Diswasi sesual ketentuan
Perundang-undangan (mewakili dimensi taat aturan

3. Persentase Konsistensi Mutn Hasil Penelusuran Barang
Impor yang telah diberlakuken SNl sccara Wajib {mewalali

dimensi konsitens mua).

Heberhasilan dari upaya mewujudkan konsumen cerdas dan
pelaln usaha vang bertangeung jawab dapat tercapai apabila
indeks keberdayaan konsumen dan indeks ketaatan pelaku
usaha yang membentuk indeks perlindungan konsumen niaga
mencapal target 44-55 pada periode 2015-2019. Indeks mu
mengindikasikan bahwa semakin tinggl nilainya, semakin tinggi
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pula tingkat konsumen cerdas dan pelalu usaha yang
bertanggng jewab di Indonesia,

Meninpkatnya pemanfaatan Pasar Berjangka Komaoditi, Sistem
Resi Gudang dan Pasar Lelang

Gasaran ke-empat yang ingin dicapai adalah meningkatnya
Pemanfaatan Pasar Berjangka Komodit, Sistem Resi Gudang
dan Pasar Lelang. Perdagangan Berjanghka Komoditi  [PBE]
mempunyai peran yatg strategis dalam perekonomian nasional
Indonesia di era perdagangan bebas saat i yaitu sehagal
sarana pengelolaan resiko {risk monagemeni) melalui kegatan
lindung nilai fhedging! dan sarana pembentukan harga (price
discoveny) yang wajar dan transparan scria alternatil investasi
bagi pelaku usaha. Saat ini di Indonesia telah terdapat 2 (dua)
bursa terkait perdapangan berjangka komoditi yaitn PT Bursa
Berjangka Jakarta (BBJ) yang berdiri pada tatiun 2000, yang
kemudian diikuti dengan PT Bursa Komoditi dan Derivatf
Indonesia {BKDI) yang berdiri pada tabun 2009.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor % Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor S
Tahun 2011, Sistem Resi Gudang [SRG) merupakan salah satu
instrumen kevangan vang dapat dimanfaatkan oleh para petani,
kelompok tani, gapoktan, koperasi tapi maupun pelaku usaha
{pedagang, prosescr, pabrikan) sebagal sarana tunda jual dan
pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan alses
kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komediti) yang
disimpan di gudang, tanpa dipcrsyaratken jaminan lainnya.
Sebagai delumen bukti kepemililban  atas komoditi  yang
disimpan di pudang, Resi Gudang dapat digunakan sebagm
instrumen keuangen yang dapat diperjualbelikan dan juga
mendultung Sistem Logistik Nasional dalam rangka ketabanan
parngan,

Dalaan Sistem Logistik Nasional, SRG dapat berperan penting

sehagei sarana penyimpanan logistik delam proses produksi,
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distribusi dan konsumsi. SRG juga dapat menjadi salah satu
instrumen pengulturan ketersediaan stok nasiohal, khususnya
terleait dengan bahan pangan seperti beras, gabah dan jagung.
Hal ini dimungkinkan karena data ketersediaan stok di setiap
gudang SRG terintegrasi melaha suatu Sistern Informasi Besi
Gudang (I5-WARE).

Pasar Lelang dimaksudkan untuk menciptakan sistem
perdagangan yang lebih efisien dan pembentukan harga melahi
mekanisme transaksi yang transparan. Sclain itn Pasar Lelang
diharapkar: dapat meningkatkan daya saing petantf produsen,
menciptakan insentil bagi peningkatan produksi dan mutu serta
metingkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, terutama
para petani atau procdusen, Melalul Pasar Lelang, pembentukan
harga vang transparan dapat digunakan gchagai harga acuan.

Indikator vang digunakan untuk mengukur kinerja dari

pemanfaatan perdagangan begjangka komoediti, SRG, dan Pasar

Lelang:

1. Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Bejanghka
Komeoditi [PBK}; dan

o Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara
kutmulatif,

Pertama, Pertumbuban Volume Transaksi Perdagangan
Berjangka Komoditi diukur melalui volume trensaksi PBK dan
pertumbuhan volume transaksi PBE. Adapun tarpet dad velume
transaksi PBK sclama periode 2015-2019 adelah scbesar 2 - 8

pPETSCIL,

Kedua, Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan diukur
melalni nilai resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan
nilal transaksi resi gadang. Adapun target dan nilal resi gudang
yang diterbitlkan selama periode 2015-201% adalah sehesar 13 —
15 persen.
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Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan

Sasaran kelima yang ingin dicapai adalah terwujudnya tertib
usaha i bidang perdagengan. Penetapan sasaran ini bertujuan
untuk meningkatkan Ketaatan pelalu usaha atas keientuan
perundang-undangan  yang berlal di bidang perdagangan
khususnya terkait pengawasan kegiatan di bidang perdagangan.
Meningkatnya tertib usaha di bidang perdagangan diharaplan
dapat memberikan kondisi kondusif bagi pelakn usaha dalam
menjalankan usahanya.

Indikator yeng digunakan untuk mengulbur kinega
meningkatnya tertib usaha di bidang perdagangan adalah
Persentase pelaky vsaha di bidang perdagangan yang memiliki
legalitas. Indikator ini menggambarkan besarnya proparsi pelaku
nsaha di Indonesia yang memenuhi kewsjiban yang diatur untuk
dapat menjalankan usaha terhadap zeluruh pelaku usaha yang
terlibat di sektor perdagangan. Ditnana semakin besar proporsi
pelaku usaha yang memenuhi legalitas maka scmakin baik
jcandisi tertib usaha di bidang perdagangan. Adapun target dari
persentase pelaku usaha di bidang perdagangan yang memiliki
jegalitas usaha sepanjang tahun 2015 - 2019 meningkat dari 20
persen pada tahun 2015 menjadi 40 persen pada tabun 2015,

Peningkatan Ekspor Barang Nonmigas yang Bernilal Tambah

dan Jasa

Sasaran  strategizs  teralthir  yang ingin  dicapai adalah
meningkatnya pertumbuhen ¢kspor barang NOTMIPAS  Yang
hernilai tambah dan jasa, Indikator kinerja meningkatnya
pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah
dan jasa vang digunakan adalah sebagai berilut:

1. Pertumbuhan ekspor nonmigas;

2. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan

3. Pertumbuhan ekspor jaza.

Pada 2014, ckspor nonmigas Indonesia melamjutkan tren
pertumbuhan vang ncgatif sejak tahun 2012 dimana terjadi

penuranan  nilai  ekspor nonmigas gebegar 2,64 persen
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dibandingkan tahun 2013, Scmentara itu, terkait dengan
atruktur skspor Indonesia, terjadi pertumbuhan kespor produle
industri pengolahan sebesar 3,8 persen dari USD 113,03 miliar
pada tahlmn 2013 menjadi USD 117,33 miliar pada tahun 2014,

Selanjutnya, terkait dengan ekspor jasa, neraca perdagangan
jasa Indonesia pada tahun 2014 mengalami perbaikan dengan
adanya pertumbUhan sebesar 12,75 perscn schingga defisit
neraca perdagangan jasa berkurang dari USD -12,07 miliar pada
tahun 2013 menjadi USD -10,53 miliar pada tahun 2014. Lebih
lanjut, pada tahun 2014 ckepor jasa tumbuh eebesar 0,78
persen  dan  impor  jasa  turin gebesar 3,88 persen bila
dibandingkan tahun 2013,

Mempertimbangkan perkiraan kondisi perekotiomian global dan
domestik, serta mempertimbangkan target pertumbuhan PDB
nasional yang telah ditetapkan, maka target pertumbuhan
tahunan ekspor nonmigas yang ingin dicapai pada tahun 2015
adalah sebesar 8 persen dan pada akhir pericde tahun 2013
adalah scbesar 14,3 persen. Sementara ity terkait kebijakan
pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk yang bernilai
tambah, diukur dengan kontribusi ckspar produk manulaltur
terhadap total ckspor. Fada tahun 2015 Kementenian
Perdagangan menargetkan kontribusi produk  manufaktur
terhadap total ckspor adalahh =ebesar 44 persen dan terus
meningkat hingga mencapai 65 persen pada tahun 2019
Sementara target pertumbubhan ekspor jasa pada tahun 2015
hingga tahun 2019 adalah mencapai 10 persern.
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BAB III
ARAH KEBLJAKAM, STRATEGL, KERANGKA REGULASI,
DaN KERANGEA KELEMBAGAAN

Setelah  menganalisis  perkembangan  lingkungan  strategis  dengan
memperhatikan  kondisi saat ini dan  kondisi yang diharapkan =erta
menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, dan sasaran sebagal
penjabaran visi dan misi, maka dapat ditentukan stretegl operasional. Strateg
terscbut ditetapkan sebagai cara untuk mencapal tujuan dengan peréncanasn
kebijakan dan program yang akan dipergunakan sebagai pedoman operasional.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan Perdagangan dalam lima tashun ke depan altan Se81141
dengan visi Rencana Pembangunen Jangka Panjang Naszional [RPJPH]
A2005-2025 yang tercartum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun
2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur. REJPN 2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 3 atau
dalam periode 2015-2¢1% memiliki arah kebijjakan untuk memantapkan
pembangunan secara menyeluruh  di berbagai hidang dengan
menekankan pencapaien daya saing  kompetitl perekonoemian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
berkualitas serta kemmampuan Ilmu Pengetahuan Teknologi {IPTEK] yang
terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia
dalatn pericde ini diarahkan untuk mencapsai perekonomian yang kuat,
inklusif dan berkelanjutan.

Dalam mencapai tujuan nagional scbagaimana tcreantum  dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindung segenap
bangsa Indonesis dan seluruh tumpah darah Indonesia, moecrmajitkan
kesejabteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
ahadi dan keadilan =osial, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga
masalah pokok bangsa yakni:

1} merosotnya kewibawaan negara;

2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan

3] merebaknya intoleransi dan knisis kepribadian bangsa.
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Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada pemerintah perinde
tahun 2014-2015 dengan kabinet kerja-nya kembali meneguhkan
jalan ideclogis bangsa yaitu Pancasila | Juni 19435 dan Trisakti.

Untuk mewujudkan Indonesia yang berdanlat secara politik, mandiri
dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,
dirumuskan sembilan apenda prioritas dalam pemerintaban 2014 -
2019 yang dizebhut sebagai NAWACITA, yaitu:

1, Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangse dan memberikan rasa aman kepade selurub warga
tiegara,

. Membuat Pemerintah selaly hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersib, efcktif, dermnokratis, dan
terpercaya,

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-dacrah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran ncgara dalam melakukan reformasi
zistermn dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasionzal sehinpga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkat
bersama bangsa-hangsa Asia lainnya;

7. Mewwjudken kemandirian ckonomi dengan menggerakian
gektor-sektor strategis ekonomi domestik;

B. Melakukan revolusi karalster bangsa;

9. Memperteguh ke-Bhinckasn dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia,

Dalam rangka mewljudkan tujuan pembangunan nasional dengarn

mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan

yang akan dihadapi bangsa [ndonesia ke depan, maka arah kebijakan

umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuban ckonomi yang inklusif dan
Berkelanjutan,

2.  Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam
[SDA) vang berkelanjutan;
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3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan
dan pemerataan;

4, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigast bencana alam
dan perubahan iklim;

5. Penyiepan Landasan Pembangunan yang kolioh;
Meningkatkan  Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Ralgrat yang herkeadilan;

7. Mengembangkan dan Memerataken Pembangunan Daerah.

Salah =atn agenda pembangunan  Sektor ekonomi  adalah
modernisasi sektor jasa dengan fujuan meningkatkan days sang
yang antara lain dilakukan melalui peningkatan ekspor TIONITLEAS
dan jasa bernilai tambah tinggl, peningkatan daya saing LIMEKM dan
koperasi serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Salah satu peran penting Kementeriati Perdagangan dalam agenda

pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan

ekspar nonmigas dan jasa yang bernilai tambah tinggl. Sasaran

perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing

ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-20 19 adalah

1. Pertumbuhan ekspor produk nonmigas rata-rata sebesar 10,3
persen pertahun,;

2. Rasio ckspor jasa terhadap PDB rata-rata gebesar 3,0 persen per
tahun; dan

3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebeaar
63 persen,

Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan meningkatkan ekspor

produk nonmigas dan ckspor jasa bernilai tambah lcbih tingei dan

lebih kompetiif di  pasar internasional untuk  mendukung

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adalah

scbagai berikut:

1. Meningkatian ekspor barang bernilai tambah lebih dngg,

=, Memanfaatkan rantai pilai global dan jaringan produksi global
untuk  meningkatkan ekspor barang terutama produk
manufalthar

3, Meningkatkan luantitas dan luelitas ckapor sector jasa
prioritas yang meliputi jase pendorong ekspor nonmigas ljas=
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transportasi, jasa pariwisata dan jase konstruksi) serta jasa yang

mendukung fasilitasi perdagangan dan produlktivitas ekonomi

fjasa logistik, jasa distribusi dan jasa kenangan},

Belain kerperan dalam pembangunan ekonomi melad modernizas

sektor jasa, Kementerian Perdagangan juga berperan dalam

penguatan faktor utame ekonomi melalni  pemingkatan efisiensi

logistik dan distribusi nasional. Sasaran yang akan dicapai terkait

peningkatan efisiensi logistik dan distribusi nasional pada tahun
2015-201% adealab:
1. Menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB scbesar 5,0

persen per tahun zehingga menjadi 19,2 persen di tahun 2019,

Menurunkan rata-rata dwelling time menjadi sebesar 3-4 hari,

Terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan polok

antarwaktu di bawah @ persen dan koefisien variasi harga
barang kebutuhan pokok antarwilayah rata-rata di bawah 13.6
persen  per tahun yang antara lain  didukung melalui

pembangunsn dan/ aten revitalisasifrehabilitasl 3000 pasar

ralcyatf pasar rakyat

3.1.1

Prioritas Masional Bidang Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalem lima tahun
kedepan scsual dengan yang tertuang di dalam RPJMN 2015-
2019 adalah “memperkuat daya saing ekspor produk
nonmigas dan jasa bemilai tambah tinggl untuk
meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan
ekonomi secara inklusif dan betkslanjutan” Peningkatkan
nilai tambah vang lebih tinggi dan peningkatan kualitas
diperlukan agar produk Indenesia dapat lebih kompetitif di
pasar internasicnal, Sementara ity, pengoptimalan upaya
pengamanan  perdegangan  guna  diperlukan untul
mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusil dan
herkelanjutan.

Arah kebijaken Perdaganpen Luar Negeri sclama periode lima
tahun Kedepan seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015 -
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2019 ndalah akan dicapai melalui 4 {smpat] pilar strategi

yaina:

1.

Menjaga dan  meningkatkan pangsa pasar produk
Indanesia di pasar ekspor utama {market maintenance;
Meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektil
{market creation);

Mengidentifikasi peluang pagar ekspor produk dan
jasapotensial (product creation); dan

Meningkatkan [lasilitasi ekspor dan  impor untuk
mendukung daya saing produk nasional fexport
factlitation and impeort munagement).

Untuk itu strategi nasicnal yang ditempub sebagal upaya

untuk memjaga dan meninglatkan pangsa pasac produk

[ndonesia di pasar ekspor utama (market maintertat e
adalah:

1.

Meningkatkan kemampuan diplomasi  perdagangan
dalam rangka: (i} mengamankan akses pasar dan (i)
rienurunken nambatan non tanf,

Meningkatkan peran perwakilan dagang di loar [egeri
dalam rangks (i) memantau pangsa pasar produk ekspor
Indonesia i negara tujuan ckspor utama dan  [u)
memantau isu-isu perdagangan <dan perkembangan
ckonomi yang mempunyai dampak bagi  ekspor

Indonesia.

Strategi vang akan ditempuh terkait upaye meninghkatkan
pangsa pasar ekspor di pasar prospektifl fmarket crection)
adalah:

1.

Memantpatkan kerjasama perdagangan yang ada dan
meningkatkan kerjasama perdagangan hilateral untuk
meningkatkan akses pasar ke nepara-negara juan
ckapor prospektif termasuk melatui titik lintae batas di
daerah perbatasan;

Meningkatkan peran perwakilan dagang di Juar nepetl
dalam rangka ()} mengembangkan jaringan bisnis &
kerjasama antar lembaga, dan (i) melakukan marke!
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infelligernce untuk mengidentifikasi peluang pasar bagi
produk yang telah diproduksi di [ndonesia;
Meningkatkan promosi ckspor yarg antara lain melalui:
(i) pengembangan sarang promost elekironik dan non-
clektromik, [ii} peningkatan cicktivitas misi dagang, (iii)
penyebaran informeasi peluang pasar ekspor barm
kepada  pelaku eksper  di Indonesia, dan (1)
pengembangan kantor promosi terpadu di negara-
flegara tertentu agar mampu menangkap potensi pasar
dan produk yang dibutubikan di suat negara.
Meningkatksn pemanfpatan Rantai Nilai Global dan
Jaringan Produksi Global yang menghasilkan barang
dar jasa berorientasi ekspor yvang dapat mendorong
proscs alih teknologi melalui kemitraan dengan pelalal
wusaha lokal serta meningkatkan daya saing produk

naeisnal.

Strategi yang akan ditempuh terkait upaya mengidentifikasi

pelusng pasar ckspor produk dan jasa potensial (product

creation) adalah:

L.

Meninglatkan efcktivitas market intelligence dalam
rangka melakukan identifikasi permintaan barang dan
jasa termasult produk kreatll dan produk halal yang
berpotensi diproduksi oleh produsen Indonesia dan
dapat dipasarkan di negara tertentu.

Meningkatkar, kapasitas dan kemampuan calon
eksportir atau eksportir permula melalul peningkatan
pemahaman mengenai pasar ekspor dan  pelatihan
tekniz pemasaran  procluk ekspor  seperti  toknis
pengemasan [packaging) yang baik sehingga termotivasi
untuk mermasarkat produknya di pasar internasional.
Meningkatkan  sosialisasi dan diseminasi informasi
mengenal produk potensial kepada scluruh produsen
atau pelaku usaha potensial khususnoya agar dapat
menghasilkan barang atau jasa bernilai tarnbah lebih
HnggEl.

Meningkatkan days saing produk nasional melahu
peningkatan kualitas produk ekspar, pehingkatan citra
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produk Indonesia, penctapan harge produk yang lebib
kompettif, scrta peningkatan kualitas layanan yang
berstandar internasioha,

Meningkatkan kuantitas dan lualitas ekspor sektor jasa
prioritas dalam rangka mendorong £kspor nonmipgas,
meningkatkan efisienzi ekonomi dan preduktivitas
ekonomi  serta meningkatkan fasilitasi perdagangan
melalui upsya (i) peningkatan koordinasi dengan
instansi tetleait yang antara lain melalui pengembangan
dan implementasi toadmap selitor jasa, (i) peningkatan
pemanfaatan jasa prioritas yvang dihasilkan pelaloa
usahe domestik sehingga mampu memberikan insentif
bagi perkembangan  industri  jasa  nasional  dan
mengurang impor, [iii] pemanfaatan jaringan produks:
global bidang jasa dalam meningkatkan daya saing
gsektor  jasa, (iv) pemingkatan pemanfaatan  hasil
perundingan jasa, (¥] peningkatan kualitazs  dan
kuantitas sember daya manusia terkait perdegangan
jasa schingga memberikan nilai tambah bagi ekspor
jasa, serta peninpgkatan kualitas statistik perdagangan
jasa dalam menyediakan data dan imformasi yang
akurat.

Dalam hal ini sektor jasa prioritas meliputi jasa transportasi,

jasa perjalanan ataw pariwisata, jasa leonstruksi, jasa

logistik, jasa distribusi, dan jasa keuangan. Rincian strategl
selitor jasa tersebut di atas akan dibahas lebih lanjut pada

subbidang yang terkait sektor masing-masing.

Sementara itu, strategi yang akan ditempuh terkalt upaya
meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untul mendukung

daya saing preduk nasional fexport facilitetion and import

management) adalah:

1.

Mcningkatkan efektivitas manajemen imper untuk (i)
meningkatkan daya saing produk ekspor NGNITHEAS
melalui upaya metnperlancar impor barang madal dan
bahan baku yang digunakan untuk memproduksi
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produlk ekspor nonmigas, akan tetapi kebutuhannya
belum  dapat dipenuhi darl dalam negeti, serta
melakukan upaya harmonisasi kebijakan impor dan (i)
meningkatkan daya saing produk nazional di pasat
domestik termasul di dacrah perbatasan.
Mengoptimalkan fasilitas safeguards dan pengamanar
perdagangan lainnya untuk melindungi produk dan
pasar dalam negeri dari praktek-praktek perdagangan
yvang tHdak adil fnfalr trade] dan menghindari
penggunaarn fasilitas pengamanan perdagangan teraebut
sebagai instrumen untuk mendukung perilaku anti
persaingan dan pihak yang dilindung.

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaen Free Trade
Agreements [FTA) yang sudah dilakukan, termasuk
pemanfaatan fasilitas safeguard, untuk memberikan
manfaat sebesar-hesarnya bagi kepentingan dan daya
saing produk nasional.

Mcningkatkan upaya pernantauan produk dan jasa luar
negeri yang berpotensi mengancam daya saing produk
lokal di pasar domestik, yang salah satunya melalui
peningltatan peran perwakilan dagang di luar negeri
untuk  melaltsenakan  permantsvan  perkembangan
produlk dan jasa di luar negeri fmarket intelligence) yang
akan dipasarkan di Indoncsia.

Meningkatkan  fasilitasi  impor umluk  menjamin
ketcrsedizan barang medal dan bahan baku untuk
mendukung days saing industni nasional, terutama
melalti: harmonisasi kebijakan impor, keordinasi lintas
sektor dam  lintas instansi  pemerintah, serta
penyederhanaan proses impor agar lebih efisien.
Mengembangkan [asilitasi perdagangan yang lebih
efektif, terutama guna mEmpercepal Proses perizinarn
dan memperlancar altivitas ekspor dan impor melalui
pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan skema
perbiayaan ekspor, dan harmonisasi regulasi terkait

ekspor dan mnpor,
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Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun

ke depan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2015-
2019 adalah adalah “meningkatkan aktivitas perdagangan

dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan” melalui:

gL

Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem
logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal
serta pemberian insentif perdagangan domestik
sehingga dapat mendoreng peningkatan produktivitas
ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;
Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih
kondusif, serta

Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi
produlk lokal di pusat dan di daerah.

Untuk itu, strategi vang perlu dilakukan dalam

pembangunan perdagangan dalam negeri selama periode
2015-2019 adalah:

1.

Meningkatkan kelersedisan sarana dan prasarana
perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta
disparitas dan fluktuasi harga, terutama melalui: (1)
Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyal terutama
yang telah berumur di atas 25 tahun, rusak berat dan
tidak layak digunakan; (i) pengembangan rantai suplai
dingin feold chain} terutama untuk mendukung
distribusi barang yang mudah rusak (perishable] di
pasar domestik; (iii) pengembangan sistem informasi
perdagangan antar wilayah; (iv) pembangunan dan
pengembangan  pusat  distribusi propinsi; (v
pembangunan dan pengembangan pusat distribusi
regional sebagai tulang punggung sistem distribusi
bahan pokok nasional melalui pengembangan sistem
distribusi yang terpadu dengan pusal distribusi propinsi
di wilayahnya serta pusat distribusi regional lainnya;
serta (vi) pengembangan gudang konvensional dan

gudang dengan sistem resi gudang (SRG) yang dapat
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menunjang sistem distribusi nasional kKhususnys jika
diintegrasikan dengan pusat distribusi propinsi yang
ada

Meninghatkan kualitas sarana perdagangan {terutamea
pasar rekyet] melalui pelaksanaan  pemberdayaan
terpadu  nasional pasar rakyat, yang merupakan
penyediaan dukungan non fisik untuk pengembangan
pasar takyat yang berkualitas, nyaman, bersih, dan
zehat.

Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di
Indonesia melalui promesi produk unggulan daerzh
antar wilayah di Indonesia serta fasilitasi kerjasama dan
penurunan  hambatan perdagangan antar wilayah
Indonesia.

Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikre kecil
menengah melalui perbinaan dan pelatihan, penataan
dan peningkatan status pedagang informal, penciptazn
pelaku usaha pemula di bidang perdagangsn serta
pengembangan sistern informasi potensi pasar domestik.
Meningkatkan iklim usaha perdagangen konvensional
dan non koovensional vang lebih kondusif, terutamea
terkait dengan pembenahan prosedur Perzinap usaha
perdagangan dan penataan perdagangan melalui Sistem
Elektronik fe-commerca).

Mendorong penggunaan produk domestik, antara lain
melalui: (i} peningkatan proporsi produk dalam neperl
yang diperdagangkan di pasar domestik; {i) peningkatan
tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan
produls dalam negerl, serta [(iu] peningkatan tingkat
kesadaran produsen untubk mengpunekan kandungan
lokal yang l¢bih tinggl.

Meningkatkan perlindungan konsumen, lteruteama
melalui: [} pengembangan standardisasi, mutu produk
dan revulasi pro komsumen; (i) pemberdayaan
konsumen; [ili] peningkatan efektivitas pengawasan
barang / jasa dan terth ukur, serta; (iv) penguatan

Yapasitas  kelembagaan penyelesaian sengketa
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konsumen di kabupaten/lkota {Badan Penyelesaian
Senpketa  Kensumen) dan lembaga petlindungan
konsumen lainnya di Indonesia. Peran Badan
Penyelcsaian Senghsta Keonsumen  [BPSK]  sangar
strategis dalam pemberian  perlindungan  kepada
konsumen yang dirugilan seiring dengan meningkatnya
perekonomian di  wilayah kabupatenflota  dan
perkembangan global.

Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) scoirs
ionsisten, baik uniuk produk impor maupun produk
domestik, untuk mendorong daya saing preduk
nasional, peningkatan citra lualitas produk ekzpor
Indonesia di  pasar internagional, serta mehndung
konsumen dalam ncgeri dari barang / jasa yang tidak
sasual standar.

Meningkatkan efektivitas pengelolaan  impar uniuk
menjage  stabilitas pasar domestk, dalam rangka
menjaga ketersedisan pasckan bahan pokek untuk
menopang ketahanan pangan nasional.

Mendorong Perdagangan Berjangka Komeoditi, dalam
rangka  optimalisasi  pemanfaatat Perdagangan
Berjanpgka Komoditi sebagai sarana lindung nilai dan
pembentukan harga yang transpatran.

Mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dan
Pasar Lelang, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
sistern resi gudang dan pasar lelang sebagal sarana
alternatif pembiayaan, tunda jual dan peningkatan
efisiensi distribusi.

Memingkatkarn kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana penunjang perdagangan, dalam rangke: (i)
peningkatan  kualitas  den  kuantitas  jangkauan
pelayanan Kepada masyarakat, antara lain melalud
pengadaan peralatan, tanah, gedung, dan sarana
pemanjang perdaganpan lainmya; serta (i) peningkatan
clcktivitas dan efisiensi pelayanan.
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3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan

Fembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah
mepetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan
selttor perdagangan entara lain, yaituw perdagangan scbagai sektor
penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonemi untuk kemakmuran
rakyat yang berkeadilan
Arah kebjakan pembangunaty Perdagangan Nasional ke depan sccara
konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN
2015-2016, Arah ini merupakan pedeman dalam menyusun langkah-
langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 [delapan) pokok
pikiran, yaitu:
1. Mengamanken pangsa ekspor di pasar utama,
2. Memperluas pangsa pasar ckspor di pasar progpektil dam hub
perdagangan internasional;
3. Meningkatkan diversifikasi produk ckspor;
4, Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing
produk nasional;
5. Meningkatkan akeesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMK},
Meningkatken perlindungsn konsumen;
Meningkatitan efisiensi sistem distribusi 5 logistik;
#, Meningkathkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

Berdasarkan kedelapan pokok pildran di atas, langkah-langlah strategs

yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama periode

2015-2019 terkait dengan dukungan terhadap perdagangan luar negeri

adalah =ebagai berikut:

1. Pengamanan pangsa ekspor di pasar utama dilakukan melalui
beherapa langkah stratepis, yaitu:

a. Penwamanan kebijakan nasional di fora imternasional,
Pengamanan dan optimalizasi akses pasar ekspor, Peningkatan
pemahaman pemangku kepentingan dan penurunan hambatan
perdagatigan.
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Pengoptimalan  instrumen  perdagangan internasgional, frade
remedy, untik melindungl pasar dalam negeri dan mengamankan
akses pasar luar negeri.

Peningketan koordinasi dengan berbagai stakeholder di dalam
negeri dalam menghadapi tantangan global dan menyuarakan
kepentingan nasional di berbagai fora internasional.

2. Perluasan Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub
Perdagangan intermasional dilakukan melalui beberapa langhkah

strategis, vaitu:

a.
b.

Diplomasi perdagangan berdasarkan wilayah {region based).
Pelaksanzan diversifikasi pasar prospektif yang telah dan aban
dilakukan melalui program misi dagang ke negara-negara Afrika
Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Tinr
Tengah, termasik melakukan penguatan citra Indonesia melalui
Promosi dan * Nation Branding”.

Pemanlaatan peran Perwakilan Perdagangan diluar negeri dalam
meninghkatkan akses pasar produk Indonesia, antara lain melalui
kegiatan market tntelligence dan market brief yang dilakukan oleh
para perwakilan perdagangan di luar negeri.

Dukaangan terhadap implementasi hasil perundingan, sosialisasi
dan persiapan AEC 20105,

Ketjasama ekonomi internasional untuk membantu peningkatan
alcses pasar bagl produk bernilai tambah.

Diplomasi perdagangan untuk membuka akses pasar dan
mengurangi hambatan di negara  tujuan  ekspor  serta

mengamankan pasar dalam negeri

3. Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dilakukan melalui beberapa

langkah strategis, yaitn:

a.

Pelaksanaan diversifikasi produk yang telah dan akan dilakukan
melalli program misi dagang ke negara-negara Afrika Sclatan,
Amerika Latin, Eropa Tinur, Asia Selatan dan Timur Tengah,
termasuk melakukan peopgustan citra Indonesia melalui Promesi
dan "Nation Branding”.

Peningkataan pengarusutamaan di bidang perdagangan jasa dan
peringkatan rasio ekspor jasa terhadap FDB.

Pembangunan bidang jasa sebagal pendoromg ckepor nonmigas
serta peninghkatan efisiensi ekonomi dat produktivitas.
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d. Mendulung program hilirisasi dalam rangka peningkatan daya
saing produk dan dukungan terhadap KEE.

Sementara ity, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ¢ich
Kemcnterian Perdagangan sclama periede 2013-2019 terkait dengan
dukungan terhadap perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing

Produk Nasional dilakukan melalui langkah strategis, yaitu:

a. Peninglkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri

b. Peningltatan sarana pembentukan harga yang transparan

2. Peningkatan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDEM)
dilakukan melalui langkah strategis peningkatan peran UKM,

3, Peningkatan Perlindungan Konsumen dan tertb niaga dilalcuka
melalui beberapa langkah strategis sehagai benlout, yaiha:

a. Mendorong pengembangan standardisasi, muta produk, dan
regulari pro konsumen;

b. lntensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar, tertib ukur;
ferakan Konsumen cerdas, matdiri, dan cinta produk dalam
negerti;

d. Tertib Niaga;

e, Penguatan Kapasites Kelembagaan Perlindungan Konsumen

4. Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik dilakukan
melalui beberapa langkah strategis sebagei benkut, yaitu:

a. Pengoptimalan mekanisme dan manfaat pelaksanaan Pasar
Lelang, Sistem Resi Gudang (SRG), dan Perdagangan Berjangka
Komediti (PBK) untuk pembentukan harga yang (ransparas dan
gsarana lindung nilai

b. [ntewrasi perdagangan antar wilayah.

c. Kebijaken pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang
peoting melalui intervensi langsung dan tidak langsung.

Terkait dengan dukungan perdegangan luar negeri dan perdagangam

dalam negeri, Kementerian Perdagangan selama periode 2015-2019 akan

melakukan upaya Peninghatan Fasilitasi dan Tklim Usaha Perdagangan

melalui beberapa langkah strategis sebagai beriloat:

a. Peningkatan pelayanan perizinan  ekspor dan  imper melalui
penyelesaian walktu Perizinan ekspor dan impor sesuai SLA.
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Fengembangan sistemn Periminan secara online melalui  intoprasi
Inatrades, [NSW, dan ASW

Peningkatan lazilitas] petnbiayaan ekspor,

Peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku nzaha antara
lain: penggunaan SKA preferensi, Sell Certification.

Meningkatkan peran Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan
penciptaan iklim usaha yang kendusif,

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mencngah.

Peningkatan lasilitasi pembiayaan ekspor.

Peningkatan kualitas pengelolaan impor barang madal /bahan baku,
penolong dan pengelolaan impaor produk pangan.

Peningkatan iklim usaha dan kelembagaan PDN,

Selanjutnys, untuk mengimplementasiltan arah kebijaken dan stiateg
pembangunan  2015-2019, maka Kementerian  Perdagangan  akan
melaksanakan sepuluh program yang didukung oleh 71 keglatan.

Program-program  yang akan  dilaksanakan  oleh Kementerian

FPerdagangan akan dipaparian dalam subbab selanjutnya,

3.2.1 Program Kementerian Perdagangan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tjuan, dan sasaran

strategis Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbanghan

arah kebijaken dan strategi nasional serta arab kebijakan dan

strategi Kementerian Perdagangan, maka selanjutmya dijabarkan

ke dalam program-program  kementerian, yang terdin dati

scpuluh program utama, yain:

{1} Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Perdagangan;

(2] Peningkatan Sarapa dan Prasarana Aparatur Kementenan
Perdagangan;

(3] Pengawasan dan Peningkatan Akuntabibtes Aparatur
Kementerian Perdagangan;

(4} Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan;

5} Pengembangan Ekspor Naswonal;

{5} Peningkatan Perdagangan Luar Negen;

{7) Perundingan Perdagangan Internasional;

(8] Pengembangan Perdagangan Dalam MNegeri;

[8) Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi;, dan
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10§ Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

32.1.1

Program Dukungan Manajemen dan FPeclaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung
kelancaran pclalisanaan  tugas dan  fungsi yang
diemban Kementerian Perdagangan. Arah pclaksanaan
program  Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Eementerian Perdagangan
adelah:

1. Peninpkatan pengelolaan perencanaan

Pengelolean  percncanaan  berlandaskan  pada
prinsip  anggaran  berbasis  kinera  dengan
melaloukan:

(a) penajaman cutcome dan output progranm dan
kegiatan;

(b} melakukan reviu perencansan dan dokumen
ATECATAN;

¢} peningkatan koordinasi  dan  kerjasama
dengan para pematgku kepentingan; dan

{d) peningkatan menitering dan  evaluasi
implementasi perencanasn,

2. Pengembangan sumber daya manesia  dan
arganisasi untuk meningkatkan kompetensi dan
kinerja pegawal Kementerian Perdagangan yeng
profesional dan  memilild  integritas, dengan
melakukan:

{a) peningkatan kapasitas SDM administrasi;

{b) peningkatan kapaesitas aparatur Kementcrian
Pordagangan; dan

() peningkatan kapasitas lkelembagsan  dan
penguatan organisasi.

3. Peningkatarn pengelolaan  keuwangan  untuk
mewujudkan tertib administrasi keuangan dan
Barang Milik Negara (BMN)} Kementerian
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Perdangan yang transparan dan akuntabel dengan

melakukan:

ta} peningkatan  kapasitas  Sumber  Daya
Manusie (SDM) dalam mengedministrasikan
pengelolaan anggaran;

{b] peninghkatan MAanajeme pengelolaan
AMBEATAL,

{z} peningkatan monitoring  dan  evaluasi
pengelolaan anggaran; dan

(d) penpembangan sistem informnasi pengelolaan
anggaran.

Pembinaan administrasi dan pelayanan
pelaksanaan tugas HKementeran Perdagangan
dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi
pelayanan ketatausahaan, dan kerumahtanggaan,
perlengkapan dan pengadaan barangfjasa seria
pelayanan kesehatan Kementerian Perdagangan
dengan  melakuken  peningkatan  pelayanan
kepada aparatur  Kementerian  Perdagangan
sehingga dapat meningkatkan produktivitas kérja
aparatur Kementenian Perdagangan;

Penyusunan perangkat dan pelayanan hukum

Bidang Perdapangan dalam ranglka meningkatkan

efektivitas penyusunan kebijakan dan peraturan

perundang-undangan idang perdapgangan,
dengan melakukan:

(a) perumusan peraturan perundang-undangan
baik yang bersifat administratfl maupun
bersifat kebjakan pubilil;

(b] penyelesaian fegal opition terkait bidang
Perdapangarn;

[t pemberian advokasifpelayanan hukum dan
peningkatan penyusunan informasi hukum;
dan

{d} dokumentasi peraturan perundang-undangan
di bidang perdagangan.
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Pengelolaan  pendidikan dan  pelathan  dalam

rangka meningkatitan  kualites dan kuantitasz

pendidikan  dann  pelathan di  Kementerian

Perdagangan dengan melakukan:

fa) pengembanpgan standar kompetensi Sumber
Dava Manusia [SDM) perdagangan termasuk
Sumber Daya Manusia [SDM] Metrologi dan
Penguyi Muf Barang,

{h) penyempurnasn  kurikulum dan maodel
pelatihan;

[c} peningkatan  kompetensi  tenaga  dan
sertilkasi pengajar internal;

(dj wji kompetensi SDM perdagangan;

te] penyelenggarsan pendidikan dan pelatihan,
termasuk  peogelolaan pendidikan  dan
pelatihan fungsional dan teknis yang bersifat
teknis seperti bidang kemetrologian, dan
ieknis  penguji  mutu barang  serta
penyclenggaraan pendidikan vokasi di baweh
Kementerian Perdagangan maupun melalud
kerjasama pendidikan dengan Perguruan
Tinggl terbaik di Indonezia dalam ranghks
memennhi kebutuhan tenaga terampi! dalam
pelayvanan di sektor perdagangan.

Pengelolaan sumber daya kemetrologian meledui,

antare lain dengan pengembangan 3DM  dan

tekmologl kemetrologian, peningkatan kompetensi

kemetrologian, serta peningkatan sarana dan

prasarana Akademi Metrologi dan lnstrumentast

IAKMET] schingga meningkatkan Kuantitas den

Kualitas Penpembangan Sumber Daya di Bidang

Kemettrologian.

Peningkatan peleyanan informasi publik dalem

ranghka meningkatkan perzopsi positil

Kementerian Perdagangan di tmata publik, dengan

melakukan:

fal peningkatan kualitas materi informasi;
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(b} peninghkatan pelayanan  informasi  kepada
para pemangku kepentingan, dan
jc) optimalisasi kerjasama dengan media dalam
mendiseminasikan informasi.
Peninglatan PUOANRANAL L5 strategis
perdagangan yang berdampak terhadap lintas
zektor melalui penyusunan rekomendasi sebagai
hahan perumusan penanganan isu-isu strategis
perdagangan yang berdampak terhadap lintas
gektor.
Pengembangan sistem  informasi  perdagangan
melalui peningkatan pépgelolaan perencanaan,
koordinasi, pembinaan dan pengembangan dalam
hasiz data dan pelayanan data, pelayanan dan
pengembangan teknologi informasi.
Layanan advokasi perdagangai dengan
melakukan heberapa upaya, antara lain
penyelesaian analisa hukum petjanjian
perdagangan intermasional yang tepat wakty,
penanganan sengketa perdagangan internasional
achingga mampu mewnljudkan  advokasi
perdagangan yang efeltil, dan analisis hulum
dalam ranpka implementasi dan  penyusunan
instrumen  hukum nasional terkait perjanjian
perdagangan internasional.
Disemping pelaksanaan kegiatan yang bersifat
fungsi pendukung, melalui program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Kementerian  Perdagangan, juga  dilakukan
lcoordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tigas tekois
laitinya, antara lain:
{a Penyelidikan kasus dumping dan subsidi;
(b) Pemngkatan penyelidikan bndakan
pengamanan |sefeguards);
¢} Penpuaten Lembaga Perlindungan Konsumen

MNasional;
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id) Penyelenggarsan Kantor Dagang Ekonomi
Indonecsia ¢i Taiwan;
(e} Penytlenggaraan Atasc Perdagangan; dan
(fj Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan
Indonesia/ Indonesian Trade Promotin Centre
[FTPC).
Outcome yang diharapkan dari Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Telmis Lainnya
Ketnenterian  Perdagangan  adalah  meningkatnya
dukungan kinerja layanan publik; meningkatnya
kompetensi dan kinega SDM  sektor perdagangan;
meningkatnya transparansi, alkuntabilitas dan integritas
ASN Kementerian Perdagengan; dan Meningkatnya
dukungan kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar
Nepgeri.

3.2.12 Program Peningkatan Sarana dan Frasarana

Aparatur Kementeran Perdagangan

Program peningkatan sarana dan praserana aparatur
Kementerian  Perdagangan  dilaksanakan  untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian Perdagangan, Arah pelaksanaan program
im  adalah  meninglatkan ketersediasn = sarana
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas telniz
lainnya dan prasarana kerja aparatur.

Salah satu kKegiatan yang menjadi pokck dalam arah
pelaksanaan program ini sslama 5 (lima) tahun
kedepan adalah dalam  reangka pembelian  dan
permanfaatan tanah atau lahan kosong milik P.T.
Pertamina [Persera) yang terletak di sebelah kantor
Kementerian Perdagangan saat ini setia pembanganan
Akademi Kemetrologian di Bandung, perluasan sarana
dann prasarana perkantoran B3ML di S daerah,
perluasan dan  penambahan fasilitas gedung
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pendidikan dan pclathan aparatur dan non aparatur
di mdang perdagangan,

Perluasan gedung  kantor utama  Kementerian
Perdagangan terhadap  keseluruhan  lahan  =seluas
12.940 m?2 hanya menyvisakan lahan Ruang Terbuka
Hijau seluas 1.200m2 atau kurang dari 10 persen.
Menurut Peraturan BPaerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Womor 1 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, RTH ideal adalah
A0 persen dari luas lahan yang tersedia. Jelain itu,
Fernda DKI Jakarta juga telah mewajibkan penyediaan
sumur resapan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 tahun 2005 tentang
Perubahan Keputusan OGubernur DRI Jakarta Nomor
115 tahun 200! tentang Pembuatan Sumur Resapan.
Dengan minimnya ketersediaan lahan terbuke akan
menimbulkan potensi permasalaban di kemudian bar.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa umit kerja
Eemeanterian Perdapgangan di lokasi yang berbeda,
maka ke depan untuk mempermudah koordinasi akan
ditempatkan pada lokasi yang sama yakni di JI ML
Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat. Selain itu,
pemanfaatan lahan tersebut akan dipergunalkan juga
untuk Ruang Pameran Tetap/Permanent Exhibition
yang dapat mempromosikan produk ungsulan dalam
neperi Indonesia dan ruang kontak bisnis. Pada
kesempatan lain, lahan dapat dimanfagtkan juga
untuk kegiatan strategis lain seperti pasar murah,

Selanjutnya, dalam mendulung  peogembangan
kapasitas SDM khususnya dibidang kemetrologian,
Kementerian Perdagangan juga merencanakan untuk
membangun Akademi Kemetreologian di Bandung yang
akan dikeloda oleh unit Pusat Penggmbangan Swumber
Daya Kemetrologian (PPSDK). Pembangunan ini akan
diawali dengan pemilikan atas laban, Kemudian
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langkah-Jangkah selanjutnya yang harus ditempuh
kementerian Perdagangan dalam pendirian  AKMET
adalah  mendinkan Gedung dan  kelas untuk
perkuliahesn, sarana dan  peralatan [aberatorium,
Asrama serta sarana dan  presarana  peOumjEang
kegiatan pendikan. Dengan terbangunnysa sarana
pendidikan Akmet ini, diharapkan dapat meningkatkan
kualitas penelian  dibidang  kemetrologian  dan
akhirnya bisa digunakan untuk pengabdian kepada
masyarakat.

Adapun untuk pengembangan sarana dan prasarana
BSML dan pusat-pusat pendidkan yang terdapat pada
Kementerian Perdagangan ditujulsan untuk
mengantisipasi pemberlaluan Undang-Undang nomor
22 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana
Kementerian Perdaganpan dibetikan tugas untuk
melakukan supervisi dan bimbingan kepada aparatur
dan non aparatur di bidang perdagangan.

Cutcome vang diharapkan darl program ini adalah
meningkattiya ketersediaan sarana  dan  prasarana

aparatur Kementerian Perdagangan den nen aparatut
di bidang perdagangan.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Perdegangan

Prograt ini dilakukan untuk meninglkatkan peran dan
fungsi pengawasan internal pemcrintahan,
pembangunan  gan  pelayanan  publik  yang
dilaksanakan sesuai dengen kebijakan dan rencana
yang tclah ditetapkan serta untuk mendorong agar
mijuan dan sasaran dari Kementerian Perdagangan
dapat dicapai secara afektif, efisien, bebas dari unsur
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
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Arah dari pelaksanaan program Pengawasan dan
Feningkatan Akuntabilitas Aparatur  Kementerian
Perdagangan adalah:

1. Peningkatan pengawasan dan  pemerilsaan
kinerja aparatur Kementenan Perdagangan yang
dilakukan di 4 {empat) wilayah pengawasan dan
pemeriksaan, dengan melakukan:

{a) peningkatan ciektivitas pengawasan internal
di linglkungan Kementerian Perdangan;

(bl peningkatan intensitas penerapan  Sistem
Penpendatian Intern Pemerintah [SPIP) di
lingkungan Kementerian Perdagangan;

{c) peningkatan kualitas penerapan  Sistem
Alointakilitas Kinega Instansi Pemerintah
(SAKIP} di lingkungan Kementerian
Perdagangan;

(d] peningkatan kualitas reviu atas laporan
keuangan Kementerian Perdegangan untuk
mempertahanlkan  opini  Wajar  Tanpa
Pengecualian [WTF).

2. Peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik
melalai peningkatan dukungan mansgjcmern dan
dukungsn  tcknis  lainnys dalam  rangka
pengawasan dan peningkatan prolesionalisme dan
alountahilitas aparat pengawas internal.

Cutcome yang diharapkan dari Program Pengawasan

dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara

Kementerian  Perdagangan adalah: tersujudnya

efelctivitas pengawasan internal yang memberi nilai

tambah {value added) terhadap peningkatan kinerja
unit, aluntabilitas laporan kevangan dan tertib
administrasi di lingkungan Kementerian Perdapanpgan.

Program Pengkajian dan Pengembangan Eebijakan

Perdagangai
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Program ini dilakukan untuk meningkatkan knalitas
dan jumlah kajian kebjaken perdagangan dengan
melakukan pengembangan S0DM  yang prolesionel,
pengembangan kerjssama dengen lembaga riset
didalam dan luar necgerd, penyusunen  analisis
kebijakan perdagangan scsuai dengan keburhan
pemangku kepentingan, pengelolaan  data dan
informasi secara berkesinambungan, dan pengelolaan
sistem jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) vang mudah diakses,

Arah pelaksanaan program Pengkajian Kebijaken dan

Informasi Perdagangan adalah:

1. FPengkajian dan  pengembangan  kebjjakan
perdagangan delam negeri melalui pengkajian
dengan foltus kajian bidang sarana dan lembaga
perdagangan, bidang logistik, investasi dan
fasilitasi usaha, standardisasi dan perlindungan
kosisumen

2. Pengkajian dan  pengembangan  kebijakan
perdagangan  luar  negeri  dan  pengamanan
perdagangan melalui penglkajian dengan [okus
kajian bidang ekspor impor, pengamanan dan
[asilitas] perdagangan;

3. Penpgkajan dan pengembangan  kebijakan
kerjasama perdagangat internasional melalui
pengkajian dengan fokus kajien bidang ekspor
impor, pengamanan dan fasilitasi perdagangan,

4. Peningkatan tatakeclola administrasi yang baik
melalni peningkatan dulungan manajemen gan
dukungan  teknis lainnys  dengan  fokus
peningkatan  urusan  rencana,  pemantauan
program  dan  kerjasama, urusan administrasi
keuangan, keprgawaian dan umum, ursan
evaluasi, pelaporan dan dolumentasi  dalam
rangka meningkatkan lbualitas Kajian kebijakan
dan informasi perdagangan.
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Outcome vang diharaplkan dan program Pengkajian dan
Pengembangan Perdagangan adalah meningkatnya
lualitas kebijakan dan regulasi berbasis Kajian.

Program Pengembangan Ekspor Nagional

Program  ini dilakukan untuk mendukung
pertumbuahan ekspor nasional dengan menitikberatkan
pada upaya pengembangan produk yang berdaya
saing, promaosi dan penyediaen informasi pasar yang
alurat dan terpercaya.

Arah dari pelaksanaan program pengémbangan ckspor

ini adalah:

1. Peningkatan kuvalitas promesi dan kelembagaan
ckspor dengan meningkatkan peran dunia usaha,
lembaga ckspor di dalam negeri dan luar negen
dalam peningkatan e¢kspor mnonmigas. Adapun
usaha yang ditempuh di antaranya dengan cara:
il mengeluarkan kebijakan terkait pramesi dan
kelembagaan ckspor, (i) melakukan publikasi
promosi  elspoer,  (iv]  melakukan  kegiatan
penganugerahan terhadap eksportir yang terbukt
mendukung peningkatan kualitas promosi ekspor
Indonesia, (v] melakukan pembinaan UKM.

3. Penpembangan promosi dan citra dengan cara
meningkatitan hubungan dan nilai transaksi
dagang serta meningkatkan citra produk ekspor.
Adapun usaha yang ditempuh adalah; i)
berpartisipasi dalam pameran dagang di dalam
negeri, (i) memberikan fasilitasi pengembangan
pendanaan ekspor, dan [iii] meclekukan kegiatan
ptngitraan.

3. Kerjasama  pengembangan  ekspor dengan
meningkatkan kerjasama di bidang
pengembangan ekspor baik di dalam  negem,
mauplin di luar negeri. Adapun ouiput dimaksud
dapat dilihat melalui beberapa indikator acperti:
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fj Jumlah konsep dan/naskah kesepakatan
kejasama pengembangan ekspor di loar neger,
{iZ] Jumlah naskah kescpakatan kerjazama
pengembangan ekspor delam negerd, (i) Jumlah
aktvasi/diseminasi haszil kerjasama
pengembangan ekspor dalam dan luar negeri, dan
{iv) Jumlah monitering implementasi  hasil
kerjasama pengembangan ckspor dalam dan luar
tegeri,
Fenpembangan produl ekspor melalil
peningkatarn kuelitas dan  diversifikasi dalam
rangka meningkatkan daya saing produk ckspor
di Pasar Utama maupun di Pasar Prospektii
Adapun output dimaksud dapat dilihat melahn
beberapa indikator seperti: {i) Jumlah referensi
produk ekspor, (1] Jumlah kegiatan
pengembangan produk ekspor, (i} Jumlah produk
vang mendapat fasilitas pendafaran HEL  (iv]
Jumlah kegiatan pengembangan produk kreatif,
fv} Jumlah kegiatan pengembangan desain.
Pengembangan SDM  bidang ekspor  dengan
meningkatkan kapasitas DM eksportir dan calon
eksportir [ndonesia melalui:
(2] pengcmbangan knalitas diklat;
(b} pengembangan silabus pelatihan yang sesuai
dengan kebutuhan duia usaha;
ey peningkatan  jumlah dan kemamptian
instruktur pelatihan;
{d] peningkatan promoesi pelatiban; dan
(e) peningkatan kerjasame dengan  lembaga
nasional dan internasional.
Pengembangan pasar dan  informasi  ekspor
melalui:
{a) peningkatan pengumpulan  informasifdata
dari kanter perwakilan perdagangan, TFO
(Trade Promotien Office), institusi luar negen;
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ib] penyebarluasan informasi  terkind gecara
sisternatis,

f¢) peningkatan pelayanan inguiry,

[d) pemeliharaan dan pemutakhiran tehsite
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional secara berkala;

je] peningkatan kegiatan humas den publilkasi;

{i peningkatan konsultasi hisnis untuk UEM;

(R} optimalisasi Buyer Reception Desk (BRD) dan
Permarnent Trade thisploy,

fh) eptimalisasi pengumpulan dan pemutakhiran
data; dan

{ii penpembangan rmarket intelligence, yang
diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai; rekomendasi produk dan tujuan
ekspor, potensi  pasar  (petensi volume
ekspor); pembel potensial di negara Mijuan;
karakieristik pasar {selera pasar|;
standardisasi prodluk yang berlalu di negara
tujuan; negara pemasok lain [pesaing); harga
produk; dan kegiatan pameran luar negen
yang efaktil untuk produk yang bersesuaian.

7. Pengembangan ekspor daerah dengan fokus
kegiatan diarahkan pada peningkatan diversifikasi
pasartujuan  €kspor dan peningkatan kualitas
keberagaman produk  ekspor dasrah  melaiui
kegiatan identifikasi potensi ekspor daecrah,
penyelengearaan  dan partisipasi daerah pada
diklat teknis pengembangan produk ekspor,

& Peningltatan  tatakelola  yang baik  melalui
peningkatat dulungat nanajemetl dan
dukungan teknis lainnya dalam  rangka
peningkatan pengembangan ekspor nasional.

Cuteome vang diharapkan dari Program Pergembangan

Ekspor Nasional adalah meningkatnya diversifikasi dan

kualitas produk yang berdaya saing ekspor serta

diversifikasi pasar tyjuan ekspor.
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3.2.1.6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negerl

Program  ini dilakzanakan untuk  mendukung
peninglkatas pertumbuhan ekspor Vang
menitikberatkan pada fasilitasi perdaganpan (trade
facilitation), peningkatan  ckspor barang bernilai
tambah tinggi, pongelolaan impor dan pengamanan
perdagangat.

Arah  dar pelaksanasn  program | Pepingkatan

Perdagangan Luar Negerd adalah.

1. Pengelolaan  ekspor  produk  pertanian  dan
kehutanan untuk  kepentingan peningkatan
ekspor praduk pertanian dan kehutanan melaha
peningkatan iklim usaha perdagangan luar negeri
yang lebih kondusif, peningkatan mutu, dan
percepatan  pelayanan  publik di bidang
perdagangan luar negeri.

2. Pengelolaan  e¢kspor  produk  industi dan
pertambangan untuk kepentingan peningkatan
ckspor produk industri dan pertambangan melalui
peningkatan iklim usaha perdagangan Juar negen
vang lebih kondusif, peninghkatan mutu, dan
percepatan  pelayanan  publik  di  hidang
perdagangan luar negeri.

3. Penpclolaan fasilitasi ekspor dan impoer melahn
penyempurmaan kebijakan fasilitasi ckspor dan
impor, pengembangan sistem elektronik dang
fasilitasi pelayanan publik, pengembangan
INATRADE sebagai jejaring pelayanan dokumen
ekspor-impor dan perbaikan informasi Importic
Terdaftar {IT) dan Impertir Produsen (IP).

4. Pengelolaan  impor melalui  pemantavan  dan
evaluasi kebijakan impor komoditi yang ielah
diatur impornya ke pasar dalam neger dan
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pembinaan terhadap importis-importir Indonesia,
Pengelolaan impor ini dimaksudkan untuk menjaga
ketepsediaan  kebumihan barang medal, bahan
baku, dan bahan penclong untmk kebutuhan
produsen  di  dalam  negeri termasuk yang
mendukung peningkatan ckspor kornodit
notimigas dan juga diarahkan untuk menciptakan
iklim persaingan yang sehat dan transparan di
dalam neperi, dan impar yang memperoleh
perlakuan preferensial dalam poranjian
perdagangan bebas (FTA) yang dilakukan Indonesia
dengan mitra dagang memenuhd syarat.
Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses
pasar melalui peningkatan pemberian advekasi dan
himbingan teknis, percepatan penyelesaian lasus-
lasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan
tindalkan safequards serta  penyelesaian  kasus
sengketa dapang yang dihadapi eksportir Indenesia
di negara tujuan ekspor.

Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negen
daerah dengan [okus pada optimalisas
kesepakatan perdagangan, fasilitasi Perizinan dan
non Perizinan serta  koordinasi pengawasan
kebijakan perdagangan luar negeri melalui kegiatan
pengawasan barang impor, pemanfaatan peluang
ckspor daerah dalam kerangka FTA, layanan
penerbitan Angka Pengenal Impor {APT). sosialisasi
dan evaliasi serta harmganisasi  kebijaken
perdagangan luar ncgen.

Fasilitasi perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK] dengan mendelegasikan fasilitas dan
perizinan ¢kspor impor di Kawasan Ekenomi
Khusus.

Peningkatan tatakelola yang baik  melalni
peningkatan dukungan manajemen dan dubungan
teknis lainnya delam kerangka peningkatan
perdagangan luar negeri.
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Citcome vang diharapkan dari Program Peninglatan
Perdapangan Luar Megerl adalah meningkatnya
pertumbuban ekspor barang nonmigas yang bernilai
tambah dan jasa, meningkatnya cfcktivitaz pengelolaan
imper, dan meningkatnya pelayanan dan kemudahan
berusaha bidang perdagangan luar negeri-

3.2.1.7 Program Ferundingan Perdagangan Internasional

Program imi dilaksanalcan  untuk mendulkung

pertumbuhan  ekspor barang dan  jasa  yang

menidkberatkan pade peninghlatan diploumasi
perdagangan  [(trade diplemacy] dan  pengamanan
kebijakan terkait perdagangan di fora internasional.

Arah dar pelaksanaan program Penipgkatan Kerja

Sama Perdagangan Internasional adalah:

1, Peningkatan peran dan pemanfaatan  hasil
perdagangan internasional melah peningkatan
pemahaman dan  pemanfaatan  stakeholders
terhadap hasil kerja sama  perdagangan
internasional;  tm nasional — perundingan
perdagangan internasional, peningkalan poran
indonesia melalui  penyclenggaraan sidang  di
dalamn negeri.

2.  Perundingan perdagangan jasa melalul
peningkatan koordinasi dengan instansi terkait
dan peningkatan partisipasi pada perundingan-
perundingan perdagangan internaiomal bidang
jasa.

3. Perundingan perdagangan multilateral tdengan
mengoptimalkan perundingan dan hasil kera
sama pada fora multdlateral,

4. Perundingan perdagangan ASEAW dan  Mitra
ASEAN dengan mengoptmalkan pemanlaatan
perundingan dan hasil kena sama pada ifora
ASEAN, ASEAN mitra dialog, antar dan sub
regional serta bilateral demgan negara anggdia
ASEAN.
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5. Perundingan perdagangsn di forum APEC dan
Organisasi Internasional dengan mengoptimalkan
pemanfaatan perundingan dan hasil kerja sama
APEC dan organisasi internasional lainnya.

6. Perundingan perdagangan  Bilateral  dengan
mengoptimalkanpemanfaatan  perundingan dan
hasil kerja sama fora Bilateral pada kawasan
Eropa, Afrika Utara, Afrika Belatan, Tirnuar Tengah,
Acia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Utara,
Amerika Latin, Australia dan Pasifik, Asia Timur
dan Tengah.

7. Peningkatan tatzkelola yang baik  melalui
peningltatan dukungan  manajemen dan
dukungan  teknis lainnya  dalam ranghks
peningkatan kerjasama perdagangan
internasional.

Gutcome yang diharaplkan dari Program Peningkatan
Perundingan  Perdagangan Internasional  adalah
terwijudnya pengembangan tata aturan cksternal yang
kondusil bagi lalu lintas pordagangan Republik
Indonesia, tersedianya dukungan dalam ranghka
meningkatkan — peran ekspor  jasa  terhadap
perckonomian nasional, meningkatnys akses pasar
barang oclahan Indonesia <1 pasar internasional,
meningkathya implementasi hasil perundingan, dan
meningkatnya  pemahaman  dan pemanlaatan
perundingan  perdagangan  internasional oleh
masyarakat [ndenesia.

Program Pengembangan Perdagangsn Dalam Negeri
Program  ini  dilalukan  untuk mendulkung
pengembangarn dan penguatan perdegangan dalam
negeri yang menitikberatkan pada pengembangan
sistermn distribusi nasional dan penguatan kelembagaan
perdagangan.

Arah pelaksanaan Progratn Penpembangan
Perdagangan Dalam Negerd adalah:
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Peninghkatan stabilitas harga dan pasokan barang
kebutuhan pokok dan barang penting melaloi
penyempilrnaan  berbagai  kebijakan  terkait
diztribusi komediti di dalam negeri, penimgkatan
cieltivitas prognosis pengadaan dan kebutuhan
bahan kebutuban pokck, peningkatan efeldivitas
monitoring stok dan harga bahan pokok serta
pengembangan  sistern  informasi  perdagangan
dalam rangka pengembangan sistemn peringatan
dini fearly waming systemy kclangkaan bahan
pokok.

Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan
kapaszitas logistilk perdagangan melalui
perumusan dan pelaksanean kebijakan di bidang
pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi,
kerjasama logistik, perdagangan antar pulau dan
perbatasan, serta pengawasan Sarana distribusi
dan perdagangan antar  pulau.  Dengan
melaksanalkan fasilitasi peningkatan daya saing
sarana distribusi perdagangan dan pengembangan
sisternn  informasi sarana logistik perdagangan,
penyusunan dan pengembangan kebijakan dan
peningkatan pembinaan serta fasilitasi revitalisasi
pasar rakyat dalam rangka meningkatkan daya
saing pasar rakyat, serta fasilitasi pembangunan
dan pengembangan sarana distribusi khususnya
daerah-dacrah perbatasan dan daerah
tertingpal fterpencil, sasaran akan terbangutinya
sarana pérdagangan dalam rangka kelancaran
distribusi barang kebutithan pokok di wilayah
[ndonesia  termasuk  wilayah  perbatasan,
kerjasama logistik, serta perdagangan antar pulau
dan perbatasan dapat diwujudkan secara
maksimal sehingpa dapat memacu percepatan
pertumbuhan kegiatan ckonomi dan perdagangan.
Pembinaan usaha dan  pelaku  distribus
perdagangan melalui  berbages  perumusan,
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penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pembinaan dan pengembangan kelembagaat
usaha perdagangan yang mencakup distribusi
langsung, distribusi  tidak langsung, jasa
perdapangan,  perdagangan  melalu gistem
elekironilc, dan informasi perdagangan untuk
mendorang peningkatan iklim usaha yang lebih
kondusil serta pengembangan dan penmghkatan
data dat1 informasi perusahaan,

Peningkatan penggunasn dan pemasaran produk
dalam negeri  melalni  peningkatan  promosi
pengpunaan  produk  dalam  negeri  untuk
mendorong peningkataty apresiasi dan kecintaan
terhadap produk dalam negeri scrta  aktivass
kampanye program Aku Cinta I[ndonesia (ACT],
peninglatan mutu,  desain,  kemasan, dan
branding produk dalam negeri, fasilitam mitra
binaan, peningkatan akses pemasaran, bantuan
sarana usaha termasuk di daerah perbatasan,
pengembangan program kemitraan dan fasilitasi
terhadap akses pasar.

Pengembangan perdapangan dalam negeri daerah
dengan fokus kegiatan pada peningkatan kualitas
fogistik dacsrab, harmenisasi dan sinkronisasi
kebijakan  peningkatan  iklim  usaha dan
pengembangan pasar domestik daergh melalui
kegiatan pengumpulan data dan  informasi
perdagangan dalam negen, lasilitasi pemasaran
Produk Unggulan Daerah, sosialisasi  dan
harmonisasi  kebiiakan  pembinzan  usaha,
fasilitasi penyelenggaraan pasar murah, informasi
pengganaan  dan  keterscdiaan produk  dalam
negeri di wilayah perbatasan darat, [asilitasi
penyelengparaan Hari  Konsumen  Nasional
{Harkonas), pengawasan produk di daerah,
pengawasan UTTP dan BDKT, serta pelakzanaan
kegiatan pasar lelang.
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& Peningkatan tata kelola yang beik melahu
peningkatan dukungan Mmanajenen dan
dukungan tcknis lainnya dalam  rangka
peningkatan penigembangan perdagangan dalam
negeri.

Chutcome yang diharapkan dari Program Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri adalah meningkatnya
penpembangan  kapasitas  logistik dan  sarana
perdagangan, menurunnya koefisien veriasi harga
barang kebutuhan pokok antar wilayah dan antar
waktu, meningkatnya Konsumsi produk dalam negeri
dalam  konsumsi ramah  tangga — nasional,
meningkatmya pelayanan dan kemudahan berusaha
bidang perdapangan dalam neperi, den meningkatnya
persentase barang produksi dalam negerl yang
diperdagangkan di toko swalayan,

Program Perdagangan Berjangka Komeoditi
Program ini dilakukan untuk mendukung penciptaan
jaringen distribusi dan pasar komediti yang efisien
melalui cptimalisasi pemanfaaten kegiatan pengelolaan
regiko dan pembentukan herga bagi dunia usaha;
peningkatan e¢lektivitas dan  efisiensi  sistem resi
pudang; dan peningkatan kapasitas pasar lclang dan
pasar fisik terorganisit.

Arah pelaksanaan program Peningkatan Perdagangan

EBerjangka Komodit adalah:

1. Pengawasan Perdagangan Berjangka Komediti
(PBK) melalui penyelesalan perizinan pelaku
usaha PPK, kepatuhan penyampsaian laporan
kepiatan pelaku usaha PBK, pembinasn pelaku
usaha PBEK, transalesi moultilateral di Bursa
Berjanpka, pelaku usaha PBK yang diaudi dan
kepatuhan penyampaian laporan  keuangan
Fialang Betjangka;

2. Pembinaan dan Pengawasan Bistemn Resi Gudang
dan Pasar Lelang Kemeditas dengan melakukan
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penyelesaian perizinan pelalsu nsaha SRG dan PL,
peningkatan pelatihan tcknis penyelenggara SRG
dan PL, pemanfaatan SRG dan PL gecara luas,
Pengawasan SRO, nilai resi  gudang  yeng
diterbitkan dan nilai wansaks] pasar lelang,

3. Peningkatan pelayanan hukum melalui
penvelesaian  Kkebijakan teknis delam hentuk
peraturan-peratiran di bidang PBK, SRG dan PL,
Peryelesaian pemeriksaan di bidang PBK, SRG
dan PL; penyelesaian penyidikan di bidang FBK
dan SRG dan penyelesaian penyvediaan sarana
mediasi;

4. Peningkatan pembinaan dan Pengembangan
Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi
Gudang, dan Pasar Lelang Kemoditas melalui
pemrosesan persetijuan kontrak komaoditi yang
diajukan eleh Bursa, kentrak berjangka yang
diawasi perkembangannys, informasi harga
komoditi di bidang PBK, SRG dan PL, kajian di
hidang PBEK, SRG dan PL dan pengembangan
sistemn informasi teknologi di bidang PBK, 3RG
dan FL;

5. Peningkatan tatakelola yang baik melalui
peningkaran  dulungan  menajemen  dan
dukungan teknis lainnya dalam  kerangka
peningkatan perdagangan berjangka komaditi.

Chitcome yang diharapkan dari Program Peninghtatan

Perdagangan Berjangka Komediti adalah meningkatnya

pengaturarn, pengsmbangan, pembinaan,  dan

pengawasan bidang Perdagangan Berjanghka Komodit,

Sistern Resi Gudang, dan Pasar Lelang: serta

meningkatiya implementasi  Sistem Resi Gudang

{BRG).

Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Program peningkatan perlindungan kensumen dan
tetib niaga  bertujuan  untuk  melaksanakan
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perlindungan konsumen gerta pPengamanan  pasar

dalam negerl vang diselenggarakan melaha 5 pilar

yakni; (i) mendorong pengembangan standardi=asi,

mutiy produk, dan regalasi pro  kongumen, (i)

intensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar,

tertib ukur: (il gerakan kensumen cerdas, mandiri,

dan cinta produk delam negerd; {iv) tertib niaga; dan {v)

penguatan  kapasitas  kelembagaan petlindungan

konsumet.

Arah pelaksanaan program Feningkatan Perlindungan

Konzumen dan tertib niaga adalah:

1. Pengembangan kebijakan dan pemberdayasn
konsumen mclalyi edukasi konsumen cerdas
(Qerakan konsumen cerdaz, mandiri dan cmta
produk dalam negeri) dan publikasi perlindungan
konsumen secara lebih masif melaiui pelaksanaan
Training of Troiners (ToT) dalam  upaya
pembentukan motivator perlindungan konsumen
kepada mahasiswa, pelatiban motivator mandin
dan aktivasi motivator-motivater perlindungan
konsumen yang telah dilatih, pembinaan pelaku
usaha, saerta pelatibann 8DM kelembagaan
perlindungan konsurmen.

2. Peningkatan cfcktivitas pengawasan  barang
beredar dan  jasa  melalui  penyusunan
pedoman /julnis /S0P PELRAWASAT] batrang
peredar dan jasa, pengawasan terhadap produk
yang diberlakukan SNI Wajib, label, manueal kartu
garansi, distribusi dan jasa, peningkatan kualitas
SDM petigawasan barang dan jasa, sosialisasi dan
fazilitasi kerasatna i bidang pengawasan,
pengawasarl terhadap produk seswal dengan
ketentuan perundang-undangan di pasar dan di
daerah perbatazan, pembinaan terhadap Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Perdindungan Konsumen
[PPNS-PK] dan Penyidik Barang Beredar dan Jasa
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(FEBJ), serta penegakan hukum  perlindungan
konsumen.

Peningkatan tertib ukur melalui  intensifikasi
pelayanan  di kidang metrologi  legal  yang
mencakup ketelusuran standar, pembetukan
pasar tertib ukur, pembentukan dacrah tertib
uar, pembinaan UPT dan UPTD Metrolog Legal
vang mengimplementasikan sistern muty,
peningkatan  pelayanan  kemctrologian  melalus
pencrapan sistem mutw, pelayanan tera dan (era
ulang dan perizinan di bidang kemetrologian,
peningkatan pengawasan tcrhadap UTTE dan
BDKT, =erta penegakan hukom dibidang metrologi
legal vang mengoptimaikan peran  sérta
masyarakat dibidang metrologi legal.
Standardizasi dan pengendalian mutu melalu
pernyusunan rancangan standar jasa bidang
perdapanpan, penyusunan  rancangat  regulasi
telonis  standardisasi  bidang  perdagangan,
pembiatan contoh standar produk, identifileasi
pemenuhan  standar/regulasi  tekmis, negosiasi
standardisasi, penyusunan informasi  standar
negara tujuan ckapor, peningkatan kapasitas 30M
bidang standardizesi dan pengendalian muhs,
pemantanan bahan olehan  komediti  ekspor,
peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan
instansi terkait untuk pelaksanaan pengawasan
pra. pasar mutu produk dalam negeri dan produk
impor yang SNl-nys diberlakukan secara wajib,
serta peningkatan Kapasitas pengawazan mutu
barang melalui penguatan dan kejasama dengan
lembaga  penilaien  kesesvaian negara  tujuan
eltspor. Selain tu, dalam pengawasan mutw
barang juga terdapat pelaksanaan: [ij Peninglatan
pelayanan  pengujian  mutu barang,  [u)
Peningkatan  pelayanan  kalibraszi, dan (i)
Pemingkatan pelayanan sertifikas:,
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5. Peningkatan tertib  oiaga  berfujuan  untuk
meninpkatkan ketaatan pelalu usaha terhadap
ketentuan yang distur dalam Undang-Undang
Perdagangen. Upaya perwujudan teetib niapa
diselengparakan melalw  pembinean  Fenyidik
Pepawar Negeri Sipil (FPNS) Perdagangan dan
Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTM), pemberian
layanan pendaftaran dan pengawasan barang
vang terkait Keschatan, Keselamatan Kerja dan
Lingkungan [K3L), pengavwasan atas ketentuan
perizinan di bidang perdagangan, serta penegakan
hukum sebagad  tindak lanjut pengawasan
kepiatan perdapangan yang dilakukan secara
tegas terhadap pihak-pihalt yang tidak mematuhi
kctentuen yang berlaku

&.  Peningkatan Kelembagaan Perlindungan
Konsumen Daerah dengan fokus memberikan
himbingan teknis terkait bantuan opcrasional
BPEK.

7. Peningkaten tata kelola yang baik melalu
peningkatan  dukungan  manajemen dan
dulunpan teknis lainoya  dalam  kerangka
peningkatan pengamanan pasar dalam negeri dan
perlindungan konsumen.

Cutcome yang diharapkan dari Program Peningkatan
Perlindutigan  HKonsumen  adalah  meningkainya
keberdayaan konsumen, meningkatnya ketertelusuran
muta  barang, meningkatnya kesesuaian barang
beredar dan jasa yang diewasi terhadap kelentuan
perundang-undengan, meningkatnya tertib ubor, dan
meningkatnya tertib niaga di bidang perdagangar.

Kerangka Regulasi

Dalam perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perat kerangka
regullasi menjadi sangat penting dimana regulasi akan memegang
peranan scbagal sarana untuk mengoperasionalkan kebijakan
pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan atau dengan kata
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lain regulasi adalah bentuk formal kebijakan HKementerian Perdagangan
agar mempunyal kekuatan hukum dalam menggeraklan perilalku
mmasyarakat [untuk dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan). Dengan
fdamikian keterkaitan antara fungsi regulazi merapakan satu kesatuan
dengan arah kebijakan pembangunan scktor perdagangan kedepan.

Kerangka rcgulasi Kementerian Perdagangan bermaksud untuk memben
arghan dan landasan pengaturan/regulasi dalam menyelenggaralkan
kegiatan pembangunan sektor perdagangan dengan muatan indikasi
atau arabh kebijaltan mengenai rancangsn  pératuran  perundang-
undangan yang divsulkan dalam kurun 5 [limal tahun mendatang.
Selain 1tu, regulam dimalsudkan untuk memecahkan permasalghan
vang pendng, mendesak, dan memiliki dampel besar terhadap
pencapaian sasaran pembenpunan perdagangan atan dalam kata lain
scbagai regulasi disrahkan sebagai pelengkap landasan pengaturan.

Prinsip penyusunan regulasi di Kementerian Perdagangan ditujukan
untik menciptakan iklim usaha yang schat, kemudahan herusaha,
kemudahan ekspor dan  impor dengan tetap memeperhatikan
kepentingan nasional, perlindungan konsumen dan tertib niaga, serta
pengaturan lainnya sebapai landasan yuridis dalam rangla mendukung
pencapaian sasaran prioritas nasional dan sasaran prorites kementerian

perdagangan,

Kementerian Perdagangan dalam masza mendatang akan semakin
berperan sangat strategis dalam menciptakan daya sang ekonomi
nasional bersama-sama scktor launnys dimana nantinya akan berdjung
pada penciptaan kemakmuran rakyat sebagai cita-cita luhur bersama.
Peran strategis ini akan diwujudkan ke dalam beberapa langkah-langhkah
sirategis vang telah disebutkan dalam sub-bab sebelumnya. Agar
pelaksanaan langkah-langkah strategis terscbut imemiliki kelnatan
hultum dalam mengubah perilekn masyarakat dan stakeholder sektor
perdagangan, maka diperlukan adanya suatu kerangka regulasi yang
dapat membenkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada.

Mendasarkan padae langkah-langkah strategis tersebut, program dan
kegiatan Kemnenterian Perdagangan kedepan perlu didukung oleh
landasan regulasi vang kuat baik yvang berbentuk Undang-Undang dan
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peraturan pelaksananya, maupun yang sifatnya peraturan  dan
keputusan olch Menteri Perdagangan. Untuk memberikan pemahaman
lebih lanjut, beberapa regulasi sctingkat Undang-Undang yang
mendasar pelaksanaan program dan kegiatan Kementerdan Perdagangan
serta mengamanatkan Menteri Perdagangan untuk melaksanakan fUgas,
tanggung jawak dan fungsinye diantaranya adalah:

Undeng-Undang Nomeor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan,
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Siztcm Resi Gudang,
Undang-Undang Nomer 3 tahun 1982 tentang Wajib Daltar
Penisahaan;

6. Undemg-Undang Nemeor 8§ tahun 1392 tentang Perlindungan

nall N

Konsumer:,

7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Penpesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentulkan
Chreanisasi Perdagangan Dunda);

& Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997  tentang Perdagangan
Berjangha Komoditi, dan

9. Undang-Undang Nomer 11 tahun 1965 tentang Penetapan Feraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 entang
Perubahan Undang-Undang Nomor 2 FRP Tahun 1960 tentang
Pergudangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomer 31] Menjadi Undang-Undang.

Selain daripada Undang-Undang tersebut di atas, terdapat beberapa
Undang-Undang lainnya seperti Kepabeanan, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan lain-lain
vang mengharusken Menteri Perdapangan sebagai aktor yang turut
memikul tanggung-jawab penting.

Dalam menunjang polaksanaan program dan kegiatan, arah kerangka
regulasi Kementerian Perdagangan selama periode 2015 - 2019
memberikan peranan sangat penting. Eebutuhan akan regulasi ini
memberikan landasan hukum bagl pelaksanaan tugas dan fungs:
kedepan vang mengatur tata laksana ataupun keterlibatan stakeholder

perdagangan.
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Selanjutnya, guna pencapaian Visi dan Misi serta melaksanakan
Rencane Strategis  Kementerian  Perdagangan  tahun 20152015,
Kementerian Perdagangan menetapkan  [ungsi-Tungsi  perdagangan
sebapai penjabaran dar Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 tahun
2014 vang merupakan salah satu kunci kekberhasilan dalam pelaksansaan
tigas pemerintah dibidang perdagangan, Fungsi tersebut antara lain:

a. Pengaturan dibidang perdagangan dalam negeri termasuk
pengelolaan  perdagangan  perbatasan, pengaturan  perdagangan
melalui sistem elektronil
Dengan ruang lingkup distribusi barang, sarana peérdagangan,
penitigkatan penggunaan produk dalam negeri, perdagangan antar
pulau, Perizinan, pengendalian barang kebutuban pokok dan/fateu
barang penting, larangan dan pembatasan perdagangan barang
danfatau jasa, pengaturan data den informasi pihak yang
bertransaksi  serta  barang dan  jasa  yang diperdagangkan,
pengaturan pelaku usahe yang memperdagangken barang/jasa
dengan menggunakan siatem elelaronik,

b. SBistem Logistik, dengan ruang linglup: pembangunan sarana
distribusi, penyusunan regulasi di bidang logistik, mendukung
dalam menurunkan dwefling time dan biaya logistik, serta
mcmberikan proses  Perizinan di budang  perdagahgat yang
terintegrasi dan berlnaalitas.

c. Pengaturan dibidang perdegangan luar neper, dengat uAang
linglup: penyuasunan dan penerbitan kebijakkan elksper produk
pertanian dan kehutanan, produk industri dan pertambangan yang
bernilai tambah melalui pembatasan ekspor, larangan ekspor,
pengenaan bea keluar; pengawasan terhadap ekspor produk
pertanian dan kehutanan, industti dam pertambangan yang diatur
melalui  permendag, stabilisasi harpa dalam negeri melalui
penyusunan dan penerbitan kebijakan pengaturan impor barang
kensumsi; peningkatan industn dalam negen melalln penyasunan
dan penerbitan kebijakan penpaturan mnpor barang modal/baban
baku, penalong; pengawasan terhadap impor barang modalfbahan
balou, penoleng dan konsumsi vang diatur melalul permendag;
peningliatan sistem perizinan secara oniine melalui INATRADE;

penvelesaian waktu Perizinan ekspor dan impor sesusl deéngan
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Service fevel Agreement (SLAJ; peningkatan pemanfaatan [lasilitasi
ekspor oleh pelalu usaha;

Diplomasi dan Perundingan Perdagangan, dengan reang lingloop:
peninglkatan akses pasar ekspor melalui perundingan perdagangan
internasional; pemingkatan penpgamanan kebijakan nasional di fora
internasional; peningkatan kualites layanan informasi hasil dan
proses diplomasi perdagangan intermasional, peningkatan peran dan
hasil perundingan perdagangan  internasional; peningkatan
perundingan perdagangan multilateral dalam rangka pengamanan
kebijakan, pengurangan hambatan tarl dan non tarif, secria
peningkatan akses pasar; peningkatan  hasill  perundingan
perdagangan regional (ASEAN-MEA, RCEF, AFEC dan Organisasi
Internasional Lainnya (D-8, 4-20, OECD dlj dalam rangka
pengamanan kebijakan, pengurangan hambatan taril dan nen tarif,
serta peningkatan akses pasar; Peningkatan Hasil Perundingan
Perdapangan Bilateral dalam rangka pengamanan kebijakan,
pengurangan hambatan tanf dan non tarif, serta mengamankan dan
memperluas alizes pasar

Penpamanan Perdagangan termasuk pengawasan dan penyidikan,
dengan ruang linglkup: pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau
zsubsidi dan safeguard terhadap ekspor barang nasional; pengenaan
tindakan eridumping atau tindalan imbalan dan  sefeguard
terhadap barang impor; pemerintah pusat dan pemerintah daerah
menetapkan kebijakan pengawasan dan penyidikan di bidang
perdagangan; penyelesaian hambatan eksper di negara tujuarn,
petyuaunan submisi dan heartng informal/teknia di negara mitra
deagang =erta  pengelolaan  database hambatan  perdaganga,
pengumpulan harmbatan tarif dan non tarif nasional dan nepara
mitra dagang.

Pengembangan Promesi Perdagangan termasuk pemberdayaan
koperasi serts ussha mikre, kecil, dan menengah, dengan ruang
lingkup pengatmatan pasar; peningkatan kualitas & elektifitas
pameran di dalam dan luar negen (promost dagang); pengembangan
efektifitas misi dagang; diversilikasi produk ekspor; nafon brandmg;
peningkatan dan pengembangan kelembagaan promosi; peningkatan
capactiy buitlding pelaku usaha; pemberian fasilitas, insenti,
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bimbingan teknis, akses dan/atayl bantuan permodalan, bantuan
promosi, dan pemasaran UMKM.

Pengaturan tentang Muty, Standardisasi Barang dan Jasa di Bidang
Perdagangan, scrta Tertib Ukur dengan miang lingkup: regulas i
bidang mutu, standardisasi barang dan jaza di bidang perdagangan
gerta metrologi legal, tera dan tera wlang UTTP; menjaga
ketertelusuran alat-alat stander panjang, massa, volume, tekan dan
aruz listrik; pengawasan ketelusuran mutu bareng pra pasar;
pembinaan SDM penguji mutu barang; keberterimaan sertifikat
hasil uji di negara tujuan ckspor;, sertiikasi produk, sertifikasi
petugas pangambil contoh.

Perlindungan  Konsumen, dengen ruang lingkup: peningkatan
pemahamatt konsumen atas hak dan kewajibannya; peneerdasan
konsumen; regulasi perlindungan konsumen; pengawasan barang
beredar di pasar (kecualis makanan, minuman dan  alat-alat
keschatan yang belum diberlakukan SN[ secara waib, obat-obatan
dan kosmetik]) sesuai K3L; pengawasan  distribusi barang;
pengawasan jasa di bidang perdagangan; penanganen pengaduan
konsumen; penegakan hubkum,

Pengaturan dan pengelolaan Perdegangan Jasa, sesuai dengan
definizsi tentang jasa wainu: jasa bisnis; jasa distribusi; jasa
komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup; jasa
keuangan; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa kesehatan dan
sogial; jasa rekreasi, kebudaysan dan olahraga; jasa pariwisats;
jasa transpeitasi, dan jasa lainnya.

Bursa Komoditi dan Resi Gudang, dengan ruang lingkup dulungan
manajamen dan dukungan teknis lainnya dar Badan Pengawas
Perdagangan Berjanpka Homoditi (BAPFEBTI]), pembinaan dan
pengawasan pengawasan berjangka komediti, sistem resi gudang
dan pasar lelang; peningkatan  pelayanan hulum  dibideng
pengawasan penpawasan berjangkae komoditl, sistem resi gudang
dan pasar lelang; penpkajian dan pengembangan peogawasan
pengawasan berjangke komoditi, sistem resi gudang dan pasar
lelang.

Pengembangan SDM Perdagangan baik SDM Aparatur dan 3DhI
pelaku useha, dengan ruang lingkup peningkatan lualitas sdm
aparatur dan SDM pelaku usaha bidang perdagangan; penyusunan
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standar kompetensi SDM  aparatur kementerian  perdagangan,
peningkatan kempetensi jabatan fungsional; dan pengcmbangan
pola karir sesusi dengan peraturan yang berlaku =eperti Undang-
Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

.  Peogelolaan Infortnasi  Perdagangan, dengan  roang linglup:
Pengumpulan, pengolabhan, penyampaian, pengelolaan,  dan
penycbarluasan data dan/atau informasi perdagangan dalam negen
dan perdagangsn  luar  neperifperundingan perdagangan
internasional, menyelengparakan Sistem Infortmesi Perdagangan
{SIF) berkecordinasi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintab Mon
Kementerian; dan Pemerintah Daerah, termasule penyclenggara
urusan pemerintahan di bidang Bea dan Culkai, Bank Indonesia,
Coritas Jasa Kevangan, Badan Pusat  Statistik, dan
Badan {Lembaga lainnya,

Sclama pericde 2015-2019, terdapat beberapa bentuk rancangan
peraturan yang zkan digagas, yaitu 2 @dua) Undang-Undang terkait
sektor perdagangan yang akan digagas untuk diperbahanu kersna
dirasakan relevansinya dengan kondisi seat ini semakin berkurang, 9
{sembilan] Peraturan Pemerintah, dan 10 {se¢pulub) Peraturan Presiden
termasuk ¢i dalamnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite
Perdagangan MNasional. Undang-Undang yang akan digagas untuk
diperbaharui dimaksud terdin dari: 1 Rancanpan Undang-Undang
tentang Metrologi Legal, dan 2 Rancangan Undang-Undang tentang
Perubshan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumern.

Kebutuhan regulasi kementerien Perdagangan yang juga dituangkan ke
dalam RPIMN 2015 — 2019 dapat dilihat pada lampiran Matnks
Eerangka Repulasi.

Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian  gasaran  nasipnal  dan
Kementerian Perdagangan, maka diperluken orgenisasi yang memiliki
tugas dan fungsi yang selaras dengan upaya poncapadan Sasaran yang
telah ditetapkan. Organisasi yang disusun dibarapkan meampu
menjawab sepgala perubahan-perubzhan dan dinamika yang terjadi ager
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arganisasi dapat berjalan setcara efisien dan efeletif agar kescgjahteraan

masyarakat dapat tewtytd melalui perdagagan.
Kementerian Perdagangsn sebapal salah satu organisasi yang memilikd
tugas dan tanggung jawab besar dalam mengelola selkior perdagangan,

Lebih rinci, sesuai denpan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahuan 2015

tentang Kementerian Perdagangan, dalam melaksanakan fugasnya,

Kementerian Pertlagangan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penctapan kebijakan di bidang penguatan dan
pengembangan  perdagangan  dalam  negeri, pemberdayaan
konsumen, standardisasi perdagangatn dan pengendalian muty
barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar danfatau jasa
di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan
fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanat
perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum
iniernasional, promosi, pengembangan den peningkatan predulk,
pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan
dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistemn
resi pudang dan pasar lelang komoditas;

pelaksanasan kebijakan di bidang penpuatan dan pengembangan
perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi
perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan
pengawasan barang beredar danfatau jasa di pasar, serta
pengawasan  kegiatan perdagangan, peningkatan dan (asilitasi
ekspor barang nonnligas yang bernilai  tambah dan  jasa,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan
perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum
internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk,
pasar ekspor serta pelaku ckspor, serta pengenibangan, pembinaan
dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem
resi gudang dan pasar lelang kamoditas;

pelalcsanaan  bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan di bidang penguatan dan penegembangan perdagangan
dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan
dan penpendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan
barang beredar danfatau jasa di pasar, serta pengawasan lkegiatan
perdagangan, peningkatan dan iasilitasi ekspor barang nonmigas
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yang bernilai tambah den jaza, pengendalian, pengeiolaan dan
fagilitasi impor serts pengamanan  perdagangan, promost,
pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelalou
ekspor, serta pengembangan, pembinasn dan pengawasan di bidang
sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

d. pelaksangaan penghkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada selun:h
unsur organisasi di inghungan Kementerian Perdagangan;

{. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lngkungan
Kementerian Perdagangan,

g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tangaung
jawab Kementerian Perdagangan;

h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di ingkungan Kementerian

Perdagangan.

Dalam periode Kepemerintahan selame  lima  tahun 20152019
mendatang, Kementerian Perdagangan sesual dengan Nawa Cita
fprogram aksi Jokowi-JK) akan memiliki peran yang sangat penting
dalarn  meningkatian pertumbuhan  ekonomi  yang berkualitas,
khususnya terkait dengan perdagangan dalam negeri dan perdagangan
luar negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48
Tehun 2015 tentang Kementerian Perdagangan serta  organisasi
Kementerian Perdapangan terdizi atas 9 [sembilan) unit Eselon I yang
merupakan unsur pembantu, unsur pengawas, unsur pelaksana, dan
unsur penunjang, serta 4 [empat] staf ahli:

Selretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri;

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
Direktorat Jenderal Perdapangan Luar Negeri;

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan internasional;
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Hasional,

[nspektorat Jenderal;

Badan Pengawas Perdegangan Berjangka Komoditi;

S L

Badan Penghkajian dan Pengembangan Perdagangan;
Stal’ Ahli Bidang Pengamanan Pasar,

Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa;

Staf Ahli Bidang Hubungan Llnternasional; dan

=
B~ D
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Gambar 3.4.1
Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan

HEMENTERIAN [
PERTAGANGAN |||
— - - I

Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG,/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kera
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan terdin dari 23
unit setingkat Eselon I1.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, lingkup
pengaturan perdagangan juga meliputi Komite Perdagangan Nasional
dan promosi dagang. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam periode lima
tahun kedepan akan dibentuk Komite Perdagangan Nasional dengan
tujuan dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan
kegiatan di bidang perdagangan dan pembentukan Indonesian
FPromotion Office sebagai salah satu sarana dalam rangka memperiuas
akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

Seiring dengan perkembangan, tantanpgan, dan tuntutan perubahan,
baik eksternal maupun internal, maka untuk dapat menjalankan tugas
vang diemban dan sasaran yang ditetapkan, organisasi dan tatalaksana
Kementerian Perdagangan sudah sepatutnya harus mengalami
perubahan menuju pemerntahan yang baik [good govemancel
Reformasi  Birokrasi di  lingkungan Kementerian Perdagangan
merupakan program yang dilaksanakan secara sinergis darl semua

unsur kementerian Perdagangan guna mencapai tujuan dalam rangka
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Reformasi  Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
merupakan program vang dilaksanakan secara sinergis dari semua
unsur kementerian Perdagangan guna mencapai tujuan dalam rangka
menciptakan pelayanan publik yang prima, Birckrusi yang bersih dan
SDM yang profesional.

Perubahan dalam pola pikir dan pola perilaku dalam kinerja pegawai di
Kementcran Perdaganpgan adalah tejuan utama dari pelaksanaan
Relortnasi Birokrasi, Hal tersebut  dilaltuban melalui upaya
berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau
perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik pada 8 (delapan) area
perubahan, yaitu: pola pikir fmindset} dan budeya kerja foulture sei)
apargtur, peraturan perundang-undengan, organisasi, tatalaksana,
sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan
pelayanan publik,

Reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan dilalksanalkan melalul
program - prograin yang berorientasi pada eutcome. Program-program
tergsebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjuian untuk
menghasilkean kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan
reformasi birokrasi memeriikan komitmen dan menjadi tangpung jawab
pimpinan dan selurub jajaran aparatur pemerintah di lingkungan
Kementerian Perdagangan.

Terdapat 9 (sembilan) agends yang harus dilzksanakan dalem
pelaksanaan reformasi birolrasi yaitu manajemen perubahan, penataar
peraturan perundang-undanpan, penataan dan penguatan erganisasi,
penataan tatalaksana, pecnataan sistem manajemen 5DM aparatur,
penpuatan pengawasan, penguatan aluntabilitas kinerja, peningkatan
lalitas pelayanan publik, serta monitoring, cvaluasi dan pelaporan,
yvaitu sebagaimana terlibat pada gambar berikut :
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Gambar 3.4.2
Agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan
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Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Kementerian
Perdagangan secara optimal maka dibutuhkan SDM yang memiliki
kapasitas dalam membuat perencanaan, melaksanakan program serta
melakukan evaluasi serta monitoring pelaksanaan program-program
vang telah direncanakan. Untuk meningkatkan kapasitas S8DM yang saat
ini dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, fokus utama peningkatan
kapasitas SDM tersebut dihadapkan pada pengembangan perencanaan
pengembangan SDM dengan berbasis pada kinerja. Rencana
pengembangan SDM Kementerian Perdagangan dilakukan melalui:

a. Pelatihan vang disediakan oleh organisasi di luar Kementerian
Perdagangan tetapi masih berada di dalam Pemerintah Indonesia.
Beberapa bidang yang tercakup dalam pelatihan ini contohnya
adalah pelatihan perencanaan strategis.

b. Pelatthan yang disediakan cleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(Pusdiklat] Perdagangan adalah pelatihan bagi aparatur dan bagi
SDM sektor perdagangan di pusat dan daerah yang bertujuan untuk
mengetahu substansi perdagangan yang bersifat dasar dan general.
Pelatihan bagi aparatur ditujukan bagi pegawai Kementerian
Perdagangan dan pegawail kementerian teknis lain dan pegawal
dacrah yang terkait dengan substansi perdagangan seperti diklat
prajabatan, diklat pimpinan dan diklat calon Atase Perdagangan.
Diklat bagi SDM sektor perdagangan merupakan diklat yang
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diperuntukkan untuk kalangan dunia nsaha (LFKM], pengelola pasar
dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).

£. Pengembangan kompetensi SDM metrologi yang diselenggarakan oleh
Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologion (PPSDK) seperti
pengembangan statidar  kompetensi SDM Kemetrologian,
pengembangan burikulum dan model pembelajaran, penyelenggaraan
pendidikan dan  pelatinan  idiklat] fungsional dan tekmiy
kemetrologian, Uji Kompetensi scria pengembangan teknologi
kemetrologian yang terbaru dan mutakhir sebagai langkah untulk
melakukan harmonisasi kebijakan Metrology, Standardrization and
Conformity  Assesment (MSCA|  internasional  dalam 515LET
perdagangan global

d. Penyelenggaraan Pendidikan Vekasi dibidang Perdagangan sepert
rintizan Akaderni Metrologi maupun bentuk kerjasama  dengan
Perguruan Tinggi yang mempuilyai program studi yang terkait
dengan sub bidang perdagangan yaitu kegiatan metrologi untuk
memenuhi kebutuhan SDM perdapangan terampil dalam rangka
mencapal tertib ulur di segala hidang.

e. Pelatihan organisasi intermasional yang disediakan oleh berbagal
donor internasional dan organisasi internasional lainnya dalam
bentuk beasiswa. Organisasi pendonor yang saat ini menyediakan
pelatihandalamn bentuk beasiswa antara lain adalah AusAlB, Ui
Eropa, JICA, dan USAID.

. Terkait dengan penataan kelembagaan, penyempurnaan didasarkan
pada beban tugas prioritas dan strategis yang berkembang, antara
lain: peningkatan ekspor barang nonmigas yang bernilad tambeh,
peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, perdagangan jasa
(Services), transaks perdagangan secara elektronik, pengelolaan
perdagangan perbatasan, pengamanan perdagangan, pengembangan
promosi perdagangan dan nation branding, pengaturan tentatg mutn,
standardisasi barang dan jasa, pengelolaan informeasi perdagangen
serta pengernbangan DM perdagangan.

Sehubungan dengan hal o, penataan kembali unit-unit kerja di
tingkat Esclon [ melalw pengjaman tugas pokok dan fungsi serta
penyesuaiall nomenklatur diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas
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pelavanan publik yang diberikan. Penyempurnaan fungsi kelembagaan
berfolus pada 5 {lima) hal, vaitu:

(1] penyempumaan proscs bisms,

(2) implementasi balanced scorecard;

(¥ restrukturizsasi program Kementenan;

(4] pengvatan sistem pelaporan; dan

[5) prmantapan pengelolaan keuangan.

Penvempurnaan proses bisnis diarahkan untuk menghasiltan proses
bisniz wyang akuntabel dan ransparan scrta  berkinerja  kepada
stakeholder internal dan elsternal yanp terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Kementerian Perdagangan. Dalam penyempurnaan proses bianis
ini dilakukan penyusunan Standard Operating Procedure (SOF] dan

pEnyempurnaan manajermnen pelayanan,

implementasi balanced scorecard, vang sudah mulai dirintis sejak tahun
2007 akan lebih ditingkatkan untuk membangun sistem nformasi
manajemen yeng lebih efeletif, Fungsi balenced scorecard sebapai alat
uniuk mengukur kinerja aparat menjadl sangat penting dalam ugaya
pemantapan sistem manajemen perencanasn, monitoring, dan evaluasi

terhadap pelaksanaan kebipakan, prepram, pencapaian sasaran, dan
target vang ditetapkan.

Bementara itu, upava pemangkasan jalur birokrasi dan perbaikan sistem
manajerial dilakukean dengan merestrukturisasi program dan kegiatan di
lingkungan Kementenan, Hasil restrulkturisasi merpakan dasar RPIMN
tahun 2010-2014, yang mengacu pada penerapan anggaran berbasis
kinerja. Schingea, pada penode dimaksud, Kementerian Perdegangan
bergerak bersama seluruh  instansi pemermtah  untuk  semakin
meningkatkan efektivitas dan ehsiensi angearan serta meningkatkan
kinerja aparafur.

Terkait dengan sistem pelaporan dan aluntabilitas instansi, peningkatan
peringkat akuntabilitas Kementenian Perdegangan pada tahun-tahun
sebelumnys menjadi inspirasi untuk menumbuhkan perckonomian
nasiotnal melalui  sektor perdagangan yang mendorong  terciptanya
peningkatan daya saing bangsa dan kesejahteraan raloyat Tndonesia.
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Kinerja yang baik harus =enantiasa didukung clehh Kemampuan
pengelolaan keuangan yang akuntabel dan professional. Fencapaien
opini Wajar Tanpa Pengoeuatian {(WTP) pada tahun 2010, 2011, 2012 dan
2013 menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan memiliki
komitmen kuat untuk dapat menghasilkan laporan kevangan yang dapat
mencerminkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Stander
Aluntansi Pomerintah [SAF). Kcberhasilan tersebut dijadikan sebagai
pendorong  semangat untuk dapat  terus meningkatkan  kinera
pengelolaan  keuangan dan  sebagal  bentuk  upaya untuk
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTF) uniik Laporan
Keuangan Kementerian Perdagangan pada tahun-tahun mendatang,
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BaB 1V
TARGET KINERJA DAN KERANGKA FENDANAAN

4.1 Target Kinerja
4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

4.1.1.1 Terwujudnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting yang stabil dan tegangkau

Tabel 4.1
Tervujudnya Harga Barang Kebubhuhan Pokok
dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau

' yedikator T Tiain o I

Sasaran | 2015 | 2016 [ 2017 | 2018 [ 2019

| Koefisicn

variast harga
barang <142 <14,2| <13.8 : <138 | <130
kebutuhan :
pokok antar
wilayah (%) : | i
koefisien - -

variasi havgs -

barang
kebutubhan
pokolc antar
walktu (%)

4.1.1.2 Meninglratnya Konsumsi Produk Dalam Megeri
Tabel 4.2
Meninglathya Konsumesi Produk Dalam Negeri

i Indikator Tahun
| Sasaran | 2015 | 2016 | 2017 lzma 2019 |
" Peningkatan i | i
kontribusi | |
duk dalary | 923 925 927 529 93.1
rodia :
; |
I

negeri dalam

L
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. Indikator

konstmsi
rumeh tangga
nasional (%}

! Persentase

; harang
" produksi dalam
negen yang &0 |

~ diperdagangkan. |
| di toke ' |
swalayan (%) i

4.1.1.3 Terwujudnya konsuemer

B3 70 75 | A0

cerdas dan pelaku usaha

yang hertanggung jawab
Tabel 4.3
Terwujudnya konsumen cerdas dan pelalon usaha yang
bertanggung jawab
[ndikator Tahun !
Sasaran | 2015 2016 , 2017 2018 | 2019
Indeks . i
Perlindungan '
€ 44 48 50 | 52 | 58
Konsumen ' | :
Miaga l !

4.1.1.4 Meningkatnya Pemanfaatan Pasar  Berjangka

Komaoditi, Sistemn Resi Gudang dan Paser Lelang

Tabel 4.4
Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komaoditi,

Sistern Resi Gudang dan Pasar Lelang

" Indikator

Tahun

Sasaran iEDIEIEGIEr 2017 | 2018 | 2019
Fi:ﬁii'r}i'f:-'i.iiiang 2 I' "‘ '

4 5 7 B

—



1
Perdagangan ‘
| Berjangka :
Komaditi
. Pertumbuhan

nilai Resi |

Cudang yang -
diterbitkan

secara _
kumulatf |

13

ST T .
transaksi

13

14

14 13

4.1.1.5 Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan

Tabel 4.5

Terwujudmya tertib usaha di bidang perdagangan

i Indikator |

Persentase |
pelaku !
uzaha yatg
mernemilili
legnlitas

a0

uzaha

Sasaran | 2015 2016 | 2017

25

Tah un

2018 [2019

30

4.1.1.6 Meningkatnya  Pertumbuhan

Ekspor Baratig

Nenmigas yvang Bernilal Tambah dan Jasa

Tabel 4.6

Memngkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Nonrmigas

yvang Bernilal Tambah dan Jasa

| Indikator Tahun
| Sasaran 2015 | 2016 2017 | 2018 [ 2019
| Perturmbuhan| & 5% 119 | 137 1143
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ekspor jasa -

ekspor

NONMiEas
Kontritasi i
produk
manufaktur a4 ' a7 51 | 57
terhadap total

|
ekspor |
I

-6,97 ¢+ 1013 7-10 | 8-10

4.1.2 Indikator Kinerja Program

4,1.2.1

Program Dukungan Manajemen dan Prelaksanaan

Tugas Teknis Lasnnya Kementerian Perdagangan

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ioi diukur

dengan indikator sebagai berikup

1.

Presentase standar efisiensi hasil peopadasan
baratg/jasa pemerintah yang dilaksanabian secara
elektromk;

Fersentase Penyelesaian Peraturan Perundang-
undangan;

Presentase  Tingkat  Kepuasan  Masyarakat
Terhadap Pelayanan Informasi;

FPerseniase penanganan sengketa perdaganpgan
mternasional

Capaian  Indeks  Relormmasi  Buokrasi  di
Kementerian Pedagangan;

Kualitas Lapocran  Keuangan — EKementerian
Ferdagangan  [Opind) deri Badan Pemenksa
Keuwangan [BPK];

Penilaian atas evaluasi pelaksanaan  EKA
Kementeriat Perdagangain; dan

Feningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor
(market intellipgent dan market bri¢f] oleh dunia
ugahia [pelaku usahea).



4.1.2.2

4.1.2.3
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Propram  Peningkatan Sarana dan  Prasaranza
Aparatur Kementerian Perdagangan

Pencapaian kinerja pelaksanasn program ini diukar
dengan indikator sebagai berikt:
1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana di
Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
2. Persentase utilisasi Barang Millk Negpara
Lingkungan Kementerian Perdagangarn.
Salah satn agenda penting dan prioritas kedepan
terkcait indikator tersebut &i atas adalah upaya dalam
penyediaan sarana dan prasaran ponunjang, antara
lain adalah upaya untilk melunasi pembelian tanah
{lahan) milik PT. Pertamina thk. yang terletak disebelah
areal kantor Kementerian Perdagangan saat ini,
pembangunan sarana pendidikan Akademi
Kemetrologian di Bandung, perluasan sarana dan
prasarana perkantoran Balai Sertifileasi Metrologi Legal
(BSML) di 5 daerah, perhiazan dan penambahan
fasilitas pedunpg pendidiken dan pelatihan aparabtur
dan non aparatur di bidang perdagangan.

Pengawasan  [ran Peninglcatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Perdagangan

Pencapaian kinetja pelakseanaan program ini diukur

dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentasc Penyelesalan Tindak Lanjut
Fekomendasi Hasil Pengawasan;

2. Jumlah satker vyang menyajikan laporan
keuangan sezuai dengan Standar Aluntansi
Pemerintahan [SAP) berdasarkan hasil reviu;

3. Jumlah unit yang memperoleh skor mirumal 70
berdasarkan hasil evaluasi SAKIP; dan

4. Persentase jumlah unit yang memperoleh predikat
Wilayah Tertib Administras: [WTAJ.
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4.1.2.4 Program Program Pengkajian dan Pengembangan

4.1.2.3

4. 1.2.6

Perdagangan

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini dinkur
dengan indikator sebaga beriliut:

L.

Persentase rekomendasi yeang diganakan untuk
perirnusan kebijalkan di sektor perdagangan;
Peraentase  Rekomendasifmasukan  kebijakan
yvang disampailtan ke Kementerian/Lembaga/
Daerah/ Institusi (K/L/D /).

FProgram Pengembangan Ekspor Nasional

Pencapaian Kinerja pelaksanaan program i divkut

dengan indikator sebagal beriloat:

1.
2

Nomom oA

Pertumbuhan ekspor nonmigas ke Pasar Utama;
Pertumbuhan  ckspor nonmigas i Pasar
Frospektif

Pertumbuhan ekspor nonmigas proadulk Utama,
Pertambuhban ekspor nonmigas produlc Prospektif;
Perninpkat Brand Finance: Naetion Brands Index;
FPendirian Pusat Promos1 Ekapor,

UKM peserta pelatihan  ekspor yang menjadi
eksportir; dan

Pengembangan Produk Ekspor.

Program Feningkatan Perdagangan Luar Negeri

Pencapaian kinerja pelaksanaan program imi dinkur

denpan indikater sebagai berikut

1.

Perzentase Portumbuhan Ekspor Produk Clahean
Pertanian Dan Kehutanan;

Perzentaze Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan
[ndust Ban Pertacnbaiigan;

Perzentaze Penyelesaian Penanganan Kasus;
Menurannyva Kontribusi [mpor Barang Konsumsi
Terhadap Total [inpor,

Penyelesaian perizinan Ekspor dan Impor Sesuai
Dengan SLA;
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Penmgkatan Rasio nilai ekspor  yang
menggunakan SKA Preferensi dan Non-Frefersnsi
terhadap total ekspor;

Persentase  Peningkatan  Fengguna  Sistem
Perizinan Online,

Persentase Capaiat Kebijakan Tentang
Pendelegasian Perizminan Scktor Perdagangan di
Kawasgsan Ekonomi Khusus [(KEEK).

4.1.2.7 Program Perundingan Perdagangan Tnternasional

4.1.2.8

Pencapaian kinerfa pelaksanaan program b divkur

dengan indikator sebagai beriloat:

1.

Persentasc proposal Indonesia yang diterima
menjadi bagian kesepakatan atan deklarasi;
Persentasc pengamanan kebijakan nasional di fora
internasional;

Dokumen Kepastian Tindak Lanjut dan Peta
Perundingan Perdaganpan Internasional;
Pertumbuhan ekspor jasa;

Rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6
negaral;

Index Non - Tariff Measures vang dianggap
Indonesia =ebapai barriers di 3 négaua tua
ekapor (herdasarkan data WTO);

Persentase Proscs Ratifikasi  dalam  tangka
implementagi  hasil perundingan perdapgangan
internasional;

Persentage pemahaman terhadap hasil
petundingan perdagangan internasional [pre-post
Fuestioner); dan

Fertumbuben nilai ekspoer yang menggunakan
SKA Preferensi.

Frogram Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Fencapaian kinerja pelaksanaan program ini diular
dengan indikator sebapai berikut:



4.1.2.9
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Perturmnbuhan omzet pedagang paser raloyat Tipe A
yang telah direvitahizasg:,

Ecefisicn varasi harga barang kebutuhan pokok
antar wilayah;

Koefizien wariasi harga barang kebutuhan pokok
antar wakoa,

Persentase kontribusi praduk dalam negeri dalam
konsumsi rumah tangea nasional:

Terinteprasinya  layanan perizinan  online
perdagangan di dacrah dengan Sistem [nformasi
Kementerian Perdagangan; dan

Persentase barang produksi dalam negeri yang
diperdagangkan di toke swalayan.

Program  Penminghataty  Perdagangan  Berjangka

Komoditi

Pencapaian kinerja pelaksanaan program ini diukur

dengarn indikator sebagai berilaai:

1.

Jumlah han penyelesaian perizinan pelaln usaha
PBK szetelah doloumen lengkap darn: benar,

Jumlah pelaku usaha Perdagangan Berjangka
Komoditi wvang dievaluasi kegiatannya dan
pclaporan kevangannya,

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem
Resi Gudang, dan Pasar Lelang;

Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan
Beijangka Komaditi;

Pertummbuban  Jumlah  Penyelengparaan Pasar
Lelang, dan

Pertumbubian nilai Resi Gudang yang diterbitkan

gecara kumulatif,

Program Perlindungan Konsumen dan Tertib: Niaga

Pencapeaiatt Kinerja pelaksanaan program inl divkur
denpan indikator sebagai bertlot:
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l. Indeks Keberdayaan Konsumer;

2. Persenlase barang impor ber-BM! wajib yang
sesuai ketentuan yvang berlaku;

3. Persentase barang bercdar yang diawasi scouali
ketentuan Perandang-undangat:;

4, Persentaze barang beredar veang diseas sesual
ketenitann Perundeng-undangan &1 daetah
perbatazen darat;

5. Persentaze alat — alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP} bertanda tera sah vang
herlaku;

&, Perséntase Ketaalan pelaku usaha dalam tectif

nlaga.

4.2 EKerangksa Pendanaan

Peran pemenntah bemsama scluruh stakehoslder di sektor perdagangan
kedepan akan scmakin meluas dan penting dengan munculnya isu-isu
glakal maupun nasional terkait perdagangan yang kini mula:
berkembang seperti: perdagangan jesa, pasar rcegional terintegrasi,
Standard Nasional Indonesia [SNI), perlinduengan  konsumen,
pembanginan saluran distribusi dean pemanfastan instrumen Sistem
Resi Gudang, dan lain-lan, Oleh karena itw, dalam konteks pendanaan
pemerintah, peran Kementerian Perdagangan ini dapat berjalan efeleil
apabila didanai secara optimal sehingpa berkonsebuensi pada perlunya
dulkungan dana APBN atau sumber lainnya dalam jumlah veng seimbang
dan dipunakan tcpat sasaran fmoney follow functon).

Fada tahun 2016, tegadi beberapa perubahan terkait dengan kebijalan
pengangraran pemerintah, Kebijalan anggaran belanja yang dilakukan
tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program
pricritas sehingpa tidak perly semua tugas dan fungsi {tusi] hans
dibiayai secara merata. Selain itu, anpggaran negara hams beroricntasi
manfaat Untuk raloyat dan berarientasi pada prioritas untuk mencapai
tujuan pembangunan nas=ional.

Scaual denpan arah kebijakan dan strategt yang dituangken pada bab
sebelumnya, Kementerian Perdagangan =ebapgai pemerintah dan pembina
disektor perdagangan mencanangkan 10 Program pecmbangunan
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perdagangan 2015 - 2019 untuk mencapsi =asaran strategis
pembangiinan perdaganpgan. Program-program ind selama 3 [lima) tahun
kedepan akan didana yang btrsumber dan APBN baik berupa Rupiah
Murni [EM), Penenimaan Neogara Bukan Pajak [PNBP), dan Hilbah Luar
Hegeri. Zelain ita, pencepaian sasaran pembangunan vang optimeal
membutubhkan smmergl antar pemenntah bauk ditingkat pusat maupurn di
daerah. Oleh kerena itu, Kementerian Perdageangan juga turut mengelola
pendanaan yang bersumber dari dana transfr ke dacrah  untuk
membiayal sasaran-sasaran  strateps pembangunan  pérdagangan,
Anpparan ini berasal dari APBN namun ditransfer ke daerah sehingga
langsang mengadi bagian Angzaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(AFBLY.

Sebagai pelakn amanat rakyat, Kementerian Perdagangsn berkomitmen
untuk mengelola kKeuangan negara yang bersumber dari APBN secara
optimal, cicktif, dan ehsicn serta tetap [okus pada pencapalan sasaoan
program dan Kegiatan vang mampu mendubung visi-misi Kementerian
Perdagangan  kedepan. Oleh  karena itu, alokasi belanja akan
dircncanakan sccara konkrct dan berorientasi hasil, setta menjalankan
proses monitoring dan evaluasi terhadap belanja negara secara regular
dan sistematik. Untuk keoptmalan penggunean  apggaran  ind,
Kementerian Perdapangan telah melalkukan revin angha dasat anggaran
tahun 2015 |Reviu Baselinel sebagai dasar perhitunpan kenaikan
petidanaan tahun-tabnn selanjuinya dalarn kerangka jangka menengah.

Papu anggaran Kementerian  Perdagangan Tahun 2015  sebesar
Rp. 3.532.078.978.000,- yang terdiri dari Rupiah Murmi (RM) sebesar
Rp. 3.485.166.5390.000,- Rupiah Pendamping sebesar Rp. 500.000,-
Penerimaan Negara Bukan Pajak {PNBP scbesar Bp. 44.912.388.000,-
dan Hibah Luar Hegeri (HLN| sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Sementara
i, papl anggaran Kemenierian Perdagangan pada tahun 2016 adalah
sebesar Rp. 3.932.709.458.000,- yang terdini darl Fupiah Murni {RM)
sehesar Rp. 3.908.3594.631 000,- dan penenmaan dan PNEP acbesar Rp.
44.314.837.000,- Pagu anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun
2016 i mengalami kenaikan sebesar 11,91 persen bila dibandingkan
tahun 2015, Secara lebih rinci, berdasarkan jenis belanja tetjadi
kenaikan hingea 7,85 persen untuk jenis belanja pegawal, pertumbuhan
sebesar 1,36 persen untuk jenis belanja barang operasional, dan
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peningkatan sebesar 37,48 persen untuk jenis belanja barang non-
operasional. Sementara itu untuk jenis belanja modal terjadi penurunan
hingga 2,38 persen dibandingkan tahun 20135,

Berdasarkan anggaran tahun 2016 ini, hasil proporsi perhitungan angka
dasar pagu anggaran Kementerian Perdagangan menurut kriteria Biaya
Administrasi Keluaran (BAK)} dan Biaya Langsung Keluaran (BLK) serta
klasifikasi biaya sebagai berikut.

Gambar 4.2.1
Proporsi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2016 Menurut
Kriteria dan Klasifikas: Pembiavaan

13%

A%

8 |l ranArukin
o i Birokrasi
49% o Pl

| Bl

Keterangan:

BAK (Biaya Administrasi Keluaran] : biaya keluaran dari komponen
vang bersifat duktungan administratif terhadap pencapaian Output.

BLK (Biaya Langsung Keluaran| : biaya keluaran dari komponen
vang berkaitan secara langsung dengan pencapaian Cutput.
Berdasarkan perhitungan tahun 2016 ini, besarnya BAK adalah
Rp. 900.879.691.000,- sedangkan  besarnya BLK adalah
Rp. 3.051.829.787.000,- Adapun alokasi anggaran Kementerian
Perdagangan untuk infrastruktur perdagangan yang diperuntukkan
antara lain untuk  pembangunan/revitalisasi pasar, pembangunan
gudang SRG, dan pengembangan sarana kemetrologian adalah sebesar
Rp. 1.938.534.233.000,-, Alokasi anggaran untuk operasional birokrasi
adalah sebesar Rp. 1.393.287.293.000,- untuk pelayanan sebesar
Rp. 500.520.611.000,- dan untuk  keperluan  regulasi sebesar
Rp. 120.297.331.000,-. Perkiraan kerangka kenaikan pendanaan
indikatif Kementerian Perdagangan tahun 2017 - 2019 menurut basis
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anglka inflasi tahun 2015 berdasarkan per program dan kegiatan dapat
dilihat pada lampiran 1.

Sementara itu, terkait dengan sumber dans transfer daerah melalui
Drana Alokasi Khusus [DAK), Kementenan Perdapanpan mengelola DAK
tersebut dengan mtkanisme kntena-kntena tcknis YEOE
dumplementasikan melal perhitimgan indeks tekniz sesual dengan
arah kebjakan umum penggunaan DAE serta mempertimbangkan
kebijakan ymom pembangunan nagional. Adapun Kebijakan umum DAK
vang dimaksud adalah “Menmngkatkan kuantitas dan kualitas sarana
perdagangan unfuk mendukung penmgkatan cfizsicnsi sistemn logistik dan
distnibusl nasional, perindungan konsumen dan kesejahteraan rakyat”.

Sesual arah kebyakannya, DAK Sub Bidang Perdagangan tahun 2016

terdirt dari empat menu kegiatan, yakni:

(1) Pembangunan dan revitalizsasi Pasar Rakyat;

(2] Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP},

(3] Pembanpunan Gudang Komeditaz Pertanian berikut  fasilitas,
peralatan dan sarana penunjangnya dalam kerangka penerapan
Sistem Resi Gudang, dan

{4} Pengembanpan sarana pelayanan tera dan tera ulang serta

pengawasan kemetrologian,

Sementara itu, pada wahun 2017 terjadi perubahan menjadi Dana

Alokasi Khusus Penugasan Pasar yang terdiri dari menu:

(1) Pembangunan/ revitalizasi pasar rakyat;

(2) Pembangunan gudang non-SRG:

(3) Pengembangan gudang SRG dat sarana perlenglkapannya; dan

(4] Pengembangan sarana layanan tera dan tera ulanpg serta sarana
Fenunjeng pasar tertib ukaar,
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BAE ¥
FPENUTLUP

Eencana Strategis [Renstra) Kementsrian Perdegangan 2015-2019

disusun detigan mengacu pada visi pemerintah tahun 2015-2019 yaitu

“Terwujudnye lndonesia yang berdaulat, mandin, dan berkepribadian

berlandaskan gotong-royong” dengan misi sebagad berikut:

1] Mewyudkan kéamanan nasicnal yang mampn menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandinan ckonemi dengan mengamanlkan
sumberdaya matitim, dan mencerminkan kepribadian Indoncsia
achaga negara kepulauan;

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan Negara hukam;

3} Meowujudkan politik luar

4] Mewujudkan Mualitas hidup manusia [ndonesia yang tinggi, maju,
dan sejabitera;

2] Mewasgjudan bangsa yang berdaya saing;

6] Mewujudkan Indonesia menjadi negara matition vang mandinl, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan

7] Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kcbudayaan.

Untuk mewyudkan Visi dan Misl Pemerintah tersebiit, mala sasaran

strategis yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdaganpgan

pecriode 20152019 yaib

(1) Terwujudnya Harge Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
yang stabil dan terjangkau;

(2] Menmghatnya Konsumsi Produk Dalam Negeri;

(3) Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung
jawab;

(4] Meningkatnya Pemanfagtan Pasar Berjanghks Komoditl, Sistem Resi
Gudang dan Pagar Lelang;

(2 Terwyudnya terib usaha di bidang perdagangan; dan

(Gl Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Nonmigas yang Bernilai
Tambah dan .Jasa.

Akhiraya, untuk dapat mencapai sasaran di atas telah ditetaplan arah
kebijakan, target kuantitatif, restruliturisasi program dan kegiatan, serta
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indikatif pendanaannya dan apabila ada perluasan struktor organisasi
Kementenan Perdagangan yang baru, maka Renstra Kementerian
Perdagangan 2015-201% akan dilakukan pecrubahan/penyempurmaan.
Bukses pelaksanaannya menjadi tanpgung jawab pemerintah pusat,
pcmerintah  provinsi, pemerintah  kabupaten/kota, dunia  uszaha
perdagangan, dan masyarakat luas, Namun demikian, apabila
dikemudian apabila dikemudian hari terdapat hal-hal vang memerlulkan
perubahan dalam dokumen Renstra ini yang disebabkan oleh beberapa
hal dengan wyjuan untuk lebih memberikan percepatan pencapaian
sasaran prioritas nasional, bidang dan kementerian, maka akan
dilakukan revisi atau penyempurnasn melalu Keputusan Menteri
Perdagangan.
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LAMPIRAN 1 - MATRIKS PENDANAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO PROGRAMIKEGIATAN ALOKASI (DLM RIEU RUPIAH)
206 2017 2018 201%
KL PROG KEG 1) (2) (3) [4) (5)
090 IEEHEHTEHMHLEHMGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN 3.669.632.657 00 3.762.293.600,00 3963.838.781,78 | 4171.437.018,83
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS :
Mn nT [ = L] L] 1
LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN 52262344200 TOZAGE1TE,00 THEO.223.144,60 B26.340.600,78
080 01 3702 |Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 26.024.745,00 20.000.000,00 28.692,281,36 30.126.895.43
o0 ™M 3703 |Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi 22.980.000,00 15, 000.000,00 25.335.450,00 26.602.222 50
090 01 3704 |Peningkatan Pengelolaan Keuangan O 343 620 00 92 335.200,00 106.278.841.05 111.520.783,10
Fembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas
080 01 3705 Kementerian Perdagangan G2.9538. 179,00 48, 744.000,00 Go.417,.326,20 F2.881.892. 57
L] o1 3706 (Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan 71,452 800,00 10.000.000,00 12.626.712,00 13.268.047 .60
i1 o1 707 |Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan A4, 890,000,000 20, 509, 800,00 38466 225 M 40389 536,25
080 01 3708 |Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian 52.200.000,00 144, 985.000,00 57.550.500,00 60.428.025,00
[1::11] 01 3708 |Pelayanan Informasi Publik T8.986.273,00 T2.000.000.00 20.932 3265 98 21.978.984, 28
0sr ™ 3710 |Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor 5 28368500 4,.500.000,00 5825 26271 B.716.525,55
020 01 3711 |Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi 8. 337.660.00 7509 800,00 S.192.270.15 B.657.883,66
030 01 3712 |Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Salfeguard) 7.971.873.00 5.884.000,00 8.722.839,98 9.158.981,98
080 iy 3713 |Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan G037 TED, DD 50 540 000,00 B6.B53.152 45 70.195. 870,07
[11:7) SR 3714 |Penyelenggaraan Atase Perdagangan 71.820.834,00 58.000.000,00 79.182.469,49 83.141,592,96
090 15| 3725 |Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 18.373.550,00 12.289.800,00 20.256.838,88 21.269.680,82
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MO

ALOKAS] {DLM RIBU RUPLAH)

PROGRAMKEGIATAN
2016 2017 2018 2019
KL PROG KEG (1) (2) {3) (4) {3
080 o1 3973 |Layanan Advokasi Perdagangan 20.781.824, 00 B.000.000 00 22.911.960,96 24.05T7.559,01
00 M 5048 |Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan 0,00 15.289.500,00 21.904.820,60 23.000.061,62
090 0 5112 ::.‘ﬂg-Elﬂ'Hﬂl‘l Fendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji 1.640.675,00 2.000.000,00 4,013.848,60 4.214.541,03
utu Barang
0940 o Penyelenggaraan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) 0,20 165.569.072,00 182.125.975,20 200.338.577,72
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
080 02 :
KEMENTERIAN PERDAGANGAN £2.601.370,00 £.000.000,00 57.993.010,43 60.892.660,95
080 02 3718 |Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 52.601.370,00 5.000.000,00 57.993.070,43 60.892,660,95
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR
o0 03 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 43.662.955,00 45, 483 800,00 48.138.407 B9 60,545,328, 28
080 03 1746 5::::g?n Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat 32.560.784,00 23.574.000,00 15.008. 186,86 27.703.596.20
050 03 1747 F'ﬂning]hal_:m Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur 2.752.290,00 3.202.800,00 3.034.399,73 2.186.119.71
Kementerian Perdagangan Wilayah |
Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur
a
&0 03 37448 Kementerian Perdagangan Wilayah [l 2. T35 628,00 SUTR0LT00, 00 J.0716.029,8T 3. T66.831,36
Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Aparatur
0g0 1]
3 3749 Kementerian Perdagangan Wilayah [l 2. 784,771,000 2.E3T5000,00 J0F7. 125,03 A.188.997,78
080 W :gvop | SWeaKdlan Pangmensan dan Famenksan Kinsts Aparatur 2.850.482,00 3.301.300,00 2.142.656,41 3.296.789,23
Kementerian Perdagangan Wilayah IV
090 04 |PEHGHM!AN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN 57.391.470,00 35.740.500,00 63.274.095 68 66.437.800,46
090 04 3763 [DUkungan Manajemen dan Dukungan Teknts Lainnya Badan 29.243.332,00 28,465.100,00 32.240.773,53 33.852.812,21
Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
020 04 3764 |Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negerl 2,.960.000,00 3.701.800,00 3, 263.400,00 3.426.570,00
030 04 3766 |Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 2.459.820,00 3.286.800,00 2.711.951,55 2.847.549,13
080 04 3766 |Pengkajian dan Pengembangan Kerja Sama Perdagangan Internasional 2.860.000,00 3.286.800,00 3.153.150,00 3.310.807,50
030 04 3767 |Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan 19.868.318,00 0,00 0,00 0,00
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WO PROGRAM/KEGIATAN ALOKAS| (DLM RIBU RUFPIAH)
206 2017 2018 2013

KL PROG HKEG 1) {2} {3} {4) (5)
000 06 PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL J6B.614.425,00 188.035,928,00 406,307 403,56 426.717.273,74
030 06 3717 |Pengembangan Produk Ekspor 13.756.470,00 11.000.000,00 15.166.508,18 15.924.833,58
080 06 3751 |Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor 221.138.004,00 37.245428 00 61.678.666 90 55 658.3071,28
080 06 3762 |Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PEN 51.600.168,00 48.7930.500,00 56.689.785,22 59.733.644,48
080 06 3753 |Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor 4.323.658,00 6.000.000,00 4.766.832,95 5.005.174,59
080 06 3754 |Pengembangan Promosi dan Citra 45.063.421,00 53.000.000,00 49.682.421,65 52.766.542,74
080 08 3766 |Kerja Sama Pengembangan Ekspor 31.040,000,00 3.000.000,00 3.351.600,00 3.519.180,00
090 08 3756 |Pengembangan SDM Bidang Ekspor 29.682.707,00 29.000.000,00 32.736,209,47 34.373.079,94
080 aF lFEMlNEN#TﬁH FERDAGANGAM LUAR NEGERI 188.670.038 00 208.601.400,00 208.008.716,90 21840915274
090 or 3728 [Fasilitasi Perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 852,000, 00 J00.000,00 338.330,00 286, 296,50

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
090 or 3728

Pardagangan Luar Negeri B4 575278 00 66, 307 400,00 EB0.T69. 244,00 G3.1TT. 706,19
080 o 3730 (Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan S5_500.000,00 55 000.000,00 G1.188. 750,00 G4, 248 187,50
080 o7 3731 |Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan &.000.000,00 7.000.000,00 6.675.000,00 6,845, 750,00
080 o7 3736 |Pengelolaan Fasilitas] Ekspor dan Impor 19.512. 760,00 22.000.000,00 21.512.817,90 22.588.458,80
030 or 3737 |Pengelolaan Impor 89.500.000,00 10,500,000, 00 10473, 7o, 00 10.997. 437,50
030 07 3745 |Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar 7.730.000,00 12.800.000,00 8.522.325,00 8.948.441,25
030 or 3875 |Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Megeri Daerah 35.000.000,00 32.000.000,00 38.587.500,00 40.516.875,00
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NO

PROGRAM/KEGIATAN

ALOKASI (DLM RIBEU RUPIAH)

2016 2017 2018 2019
KL PROG KEG {1) i2) {3 fd) (5]
030 08 PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 121.501.110,00 145.646,100,00 1335.954,073.78 140.652.722 46
080 OB 3738 ;ﬂmg:?;an:rmn dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan 45.000.708,00|  53.825.000,00 40.613.280,57 52,003,044 50
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen s
0%

o0 08 3739 Paradingan Fardsaangan Sdersasisl 43.478.103,00 46.535.100,00 AT 934,608 56 50.331.338,09
0%0 083 3740 (Perundingan Perdagangan Jasa 8.166.957,00 11.000.000,00 9.004,070,09 8454 275,60
090 08 3741 |Perundingan Perdagangan Multilateral 5.404.211,00 7.326.000,00 B6.057.367,62 6.360.235,01
080 08 3742 |Perundingan Perdagangan Asean dan Mitra Asean B.356.531,00 14.260.000,00 8.213.075.43 S E73.720.20
oao 03 3743 |Perundingan Perdagangan Bilateral 5.678.599,00 8.400.000,00 B.280.855.15 G574 035,45

Perundingan Perdagangan di Forum Apec dan Crganisasi
0g0 08 31744 Al 5.325.701,00 7.300.000,00 5.871.585,35 B.165.154 B2
080 09 PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI 2.008.358.433,00 2.100.904.400,00 2.214.216.172,36 | 2.324.925.931,00
090 09 4716 |Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Megeri 223.844_800, 00 188, 100.000,00 246.785.692,00 259.128.336,60
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
090
08 3719 Perdigaingan Dalam Meaer §9.972.083,00 84.004.400,00 77.145.335,03 £1.002.601,78
Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Polkok
og0 09
irzo i Bilaang Danibi 38.605.324,00 51.650.000,00 42.562.369,71 44.690.488,20
030 08 3722 |Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan 26.580.000,00 35.150.000,00 29.304.450,00 30.769.572,50
030 09 3974 |Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah 50.940.000,00 52.000.000,00 56.761.350,00 58.969.417,50
030 08 spep || cn@embangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasites Logistik|  cou 1s 00600 | 7.600.000.00000 | 776225277564 | 1.850.365.474.42

Perdagangan
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N PRGOS R R ALOKASI (DLM RIBU RUPIAH)
2018 2017 2018 2018

KL PROG KEG (1) (2] {3 (4 (5
0s0 09 FERDAGANGAN BERJANGHA KOMODITI T4.202.925,00 81.218.500,00 B1.B0E.724,81 B5.8%9.161,05

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas
2] 1] 10 J7 58 Perdagangan Berjangka Komoditi 46.6833.430,00 42.9718.500,00 51.633.856,58 54,275,549 40
oan 10 3758 |Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi 5.288.9320,00 F000. 000,00 5837.045,33 6.722 587,58
020 10 3780 |Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang 9.037.770,00 T 7000, 000, 080 5.9064. 147,43 10,462 348 50
0ga 10 3761 |Peningkatan Pelayanan Hukum 5062 GBS,00 F.200.000,00 5.509 327,71 SO0 70410

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka
a9a 10 762

Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang R LD, G0 87900370 BEEDRI A8
080 10 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIE NIAGA 232.006.469,00 245.496.800,00 255.654.034,12 268.368.838,22
080 11 3715 |Standardigasi Bidang Perdagangan® 7.2665.300,00 0,00 .00 0,00
080 11 4724 |Pengembangan Kebljakan dan Pemberdayaan Konsumen 19.0871.432,00 10.367.003,00 21.037.278,78 22.089.142,72
030 11 2726 |Peningkatan Tertib Ukur 0. 362.045,00 81.113.034,00 B8.553.154,67 03.029.112.34
030 1 4727 |Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 15, 540.000,00 15.550.000,00 17.132.850,00 17.989.432 50
030 11 3732 |Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang 14.356.360,00 15.017.000,00 15.827.886,30 16.619.281,25
090 11 3733 |Standardisasi dan Pengendalian Mutu® 10.316.943,00 25,099 983,00 21.296.920,66 22 361.776,14
0aa 11 3734 |Peningkatan Pelayanan Kalibrasi 7.107.099,00 7 A45.000,00 7.B35.576,65 8227 35548
0ag 11 3735 |Peningkatan Pelayanan Sertifikasi 5.5956.8597, 00 6.325.000.00 656747884 5.895.652, 59
090 11 397y |Pukungan Manzjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 57.419.413,00 59.046.788,00 63.304.902,53 66.470.147,97

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
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NO PROGRAMIKEGIATAN ALOKASI {DLW RIBU RUFIAH)
2018 2017 2018 2019
KL PROG KEG {1 (2} {3 (4 (5
030 11 3982 |Peningkalan Tertlb Miaga 24000, 0G0, DG 13,000 000, 00 2.645.000,00 2. 770 300,03
(1] ™ 5643 |Peningkatan Kelembagaan PeHindursgar Konsuman Dagrah 3.200.000. 08¢ 2.832.593 00 3,394, 280,00 406 T 26,40
Kelerangan:

*Saat i (per bulan Juni tahun 2016} sedang ddakukan prosas ravisl tarkarl panggabunganiperubahan kagialan dan larpet kinarja serla angoaran darl Kagiatan Standardisasi Bidang
Perdagangan dan kegiatan Pargawasan Moy Bameng menjadi kegiatan Sterdardizasi dan Pengendalian Mutu
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FPERHKEMBANGAN TERAKHIR STATUS PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PENYUSUNAN UNDANG-UKDANG

NO. RANCANGAN PERKEMBANGAN TERAHKHIR HKETERANGAN

1. | Rancangan Undeng-Undang tentang Metrologi | Akan dilakukan pembahasan antar | Prionitas Tahun 2016
Legal Kemanterian

2. | Rancangan Undang-Undang tentang | Dalam tahap penyvusunan Naskeh | Prioritas Tahun 2017
Perlindungan Konzumen Akadeommk

PEREFEMBANGAN TERAKHIE STATUS PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

RANCANGAN PERATURAN FEMERIKNTAH

NOQ.

RANCANGAN

PEREEMBANGAN TERAKHIR

KETERANGAN

Tindakan Pengamanan Perdagangan, Tindakan

Antidumping dan Tindakan Imbalan

kementerian dengan hasil,

a. masih ada irisan yang belum
diselezaikan terkait substansi
tindalan pengamanan prodok
industri (UL Perindustrian)
dan tindakan PEIEAMANAR
perdagangan {UU Perdaganpan);

Fancangan Peraturan Pemerintah tentang | Akan dilalukan pembahasan antar | Prioritas tahon 2015
1. | Transaksi Perdagangan  Melalui  Sistem | kementerian pada bulan April 5.4 Mei

Elekironil 2015
2 |Rancangan Peraturan Pemerintah tentang (= Telah  dilalukan rapat  antar | Prioritas tahun 2015
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NO.

RANCANGAN

PERHKEMBANGAN TERAKHIR

KETERANGAN

b. kewsnangan Menpennn untuk

memutiuskan dan menyampakan
putasan tindakan pengamanan
industri kepada Menlen

didelegasikan kepada Mendag;
. altan dimumuskan pasal
pendelegasian ke RPP

Pengamanan Industri dan RPP
Pengamanan Perdagangan.

* Rapat lanjutan antar kemeéntenan
akan dilakukan pada tanggal 9 April
2015,

Rancangan FPeraturan Pemerintah  entang
Perdaganean Perbatasan

Masih dalam permbahasan  internal
Kementenan Perdagangan

Prioritas tabun 2015

Rancangan Peraturan Pemerntah tentang Tata
Cara Pembayaran dan Penycrahan Barang
dalam Kegiatan Ekspor dan lmpor

Masih dalam pembahasan internal
Kementerian Perdagangan

Prioritas tahun 20135
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RO,

RANCANGAN FERKEMBANGAN TERAKHIR KETERANGAN
7. |Rancangan Peraturarn Pemerintah  tentang [ * Sesuai  hasil rapat tanggal 20 | Prloritas tahun 2016
Perjanjian Perdagangan Internasional dan Tata Januari 2015 di BPHN, disepakati;
Cara Persetyjuan, Peninjauan HKembali serts 1. RFP ini ditunda dan
FPetnbatalan Perjanjian Perdapgangan dikelusrkan dard Prolegnas
Internasignal 2015;
2, Kemenluy akan menyiapkan
RNl revisl U0 24 Tahun 2000
tentatip Peganian Internasional
vang substansinya antava lain
mengakomodagi tengenai
peninjauan kembali dan
pembatalan PRIJAIAn
perdagangan internasional, dat
* RUYU ini diharapkan  selesai
dibahas di DFR ahun 2016,
6. | Rancangan Peraturan Pemerintsh  tentang | Permantapan  pembahasan  internal | Prioritas tahun 2015
Pengenaan Sanksi Administrasif Bagi Permilik | Kemendag.
Gudang Yang Tidak Melalnikan Pendaltaran
Cudang
7. |Rancangan Peraturan Pemetintah  tentang | Masih  dalam  tahap kajian  oleh | Prioritas tzhun 2016
Kewajiban dan Pengenaan Sanksi Bagi Penyedia | Direktorat  Jenderal  Perdagangan
Jasa Yang Bergerak di Bidang Perdagangan | Dalam Negeri, Eementerian
Jasa Yang Tidak Memiliki Tenaga Tekms Yang | Perdagangan
Kompetocn
8. |Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang
Sistem Informas] Perdagangan

Masih dalam tahap kajjan oleh Baden
Penpembangan dan Pengkajian
Kebijaltan Perdagangan, Kementerian
Perdegangat

Priorltas tahun 2016
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NO.

Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi
Jasa

disiapkan oleh Badan Standardizasi
Nasional,

RANCANGAN PERKEMEBANGAN TERAKHIR KETERANGAN
9. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tate [Sesuai rapat  di Kementerian | Prioritas tahun 2015
Cara Fenetapan dat Pemberlakuan | Sckretariat Negara, draft awal

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO.

RANCANGAN

PEREEMEANGAN TERAKHIR

KETERANGAN

Rancangan Feraturan Presiden tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan
Poleok dan Parang Penting

« Telah dilak=zanakan
harmonisasi antar /L di
Kemenbumhbsm  sesuai Bueat
Menteri Hukum dan HAM kepada
Menteri Ferdagangan Nomaor
PFE.PP.0-2.02-118 tanggal 4 Maret
2015, dan draft hazil harmonisasi
elah  disampaiken oleh  Menten
Perdagangan kepada Menten
Sekrctariat Negara melalui Surat
Ny 211 fM-DAG/SD /3 /2015
tangeal 13 Maret 2015,

* Telah dilakulsn proses paraf oleh
Menteri Perdagangan, Menterl
Pertanisn, dan Menteri
Perekonomian atas R-Perpres
dimalrsud.

pro3es

Prioritas tahun 2015

Rancangan Peraturan Presgiden
Kampanye Pencitraan Indonesia

Lentang

Aken dilakukan pembahasan antar
kementeran

Pooritas tahun 2015
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NO.

RARCANGAN

PEREKEMBANGAN TERAKHIR

KETERANGAN

Rancangan  Peraturan Presiden tentang
Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelenjaan, Swalayan dan
Perlulalean

Masih dalarn pembahasan internal
Kemenierian Perdagangan

Prioritas tahun 2015

Rancangan Feraturan Prezicden tentang
Pemberdayaan Koperasi serta Ussha Mikoo,
Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan

Masih dalarmn pembahazan interpal
Kemenierian Perdaganean

Prioritas tahun 2015

Fancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara
Pemberian Preferensi Perdaganpgan kepada
Negara Kurang Berkembang

Alktarn dilakukan pembahasan antac
Hementerian

Frioritas tahun 2015

Rancangan Peraturan Fresiden
Pemnbentizkan Tim  Perunding
Perdapangan Internasional

tentang
Perjanjian

Akarn dilekuksn pembahasan antar
Kementenan

Prioritas tahun 2015

Rancengan Peraturan Presiden tentang Pasar
Lelang dan Komoditas

Masih dalam pembahasan intermal
Kementerian Perdagangan

Priaritas tshun 2013

KFancangan Peraturan Presiden
Penetapan dan  Pendaftaran Barang
Eeamanan, Keselamatan, Keschatan
Lingkungan Hidup

tentang
terkait
dan

Masih dalam pembahazan internal
Kementerian Perdagangan

Prioritas tzhun 2015

Rancangan Peraturan Fresiden
Penetapan Barang Dilarang,
Diawasi Perdapangannya

tentarg
Dibatasl, dan

Masihh dalamm pembahasan intermal
Kementerian Perdagangan

Prioritas tahun 2015

10,

Rancatipan Peraturan Presiden tentang Komite
Pv:rl:lagﬂnga_n Nasional

Komite Perdagangan dibentuk apahbila
diperlukan

Prioritas tabhun 2016




